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ABSTRAK 

 

Tesis ini berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

1945-2000 M”. Fokus penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini adalah (1) 

Bagaimana Kebijakan dan Penyelenggaraan Perjalanan Haji pada Masa Orde 

Lama      -      (2) Bagaimana Kebijakan dan Penyelenggaraan Perjalanan 

Haji pada Masa Orde Baru      -      (3) Bagaimana Kebijakan dan 

Penyelenggaraan Perjalanan Haji pada Masa Reformasi      -2000 . 

Tesis ini menggunakan pendekatan politik dengan metode penelitian 

historis, yang teknik pengumpulan datanya mengacu pada sumber-sumber tertulis, 

seperti arsip-arsip dan buku-buku yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

perjalanan haji di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi (    -

2000), khususnya yang membahas tentang kebijakan pemerintah terhadap haji. 

Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, teori ini digunakan untuk 

menganalisis kebijakan-kebijakan haji yang telah dikeluarkan pemerintah 

Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga awal reformasi (1945-2000 M). 

Penelitian ini menemukan bahwa (1) Penyelenggaraan haji di masa Orde 

Lama dibagi menjadi empat fase. Fase Pertama (1950-1959), penyelenggaraan 

haji secara administrasi dilaksanakan oleh Departemen Agama sedangkan secara 

operasional dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 

(PPPHI/PHI). Fase Kedua (1960-1962), secara keseluruhan baik administasi 

ataupun operasional penyelenggaraan haji dilaksanakan oleh Departemen Agama. 

Fase Ketiga (1963-1964), penyelenggaraan urusan haji secara administrasi 

dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) sedangkan teknik 

operasional urusan haji dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji 

Indonesia (PPPHI/PHI). Fase Keempat (1964-1965), penyelenggaraan ibadah haji 

dilaksanakan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA), baik secara administrasi maupun 

teknik operasional. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Lama 

ini, masih banyak yang melanjutkan atau merevisi kebijakan ordonansi haji yang 

telah dibuat oleh pemerintah Belanda. (2) Penyelenggaraan haji pada masa Orde 

Baru dibagi menjadi dua fase. Fase Pertama      -    ), Penyelenggaraan 

urusan haji baik secara administrasi maupun teknik operasional dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Urusan Haji Departeman Agama. Fase Kedua (1979-1997), 

Penyelenggaraan urusan haji baik secara administrasi maupun teknik operasional 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji. Kebijakan haji pada masa Orde Baru masih melanjutkan atau merevisi 

kebijakan ordonansi haji yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda dan 

pemerintah orde lama. (3) Ada dua penyelenggara haji di masa awal reformasi 

(Periode B.J. Habibie), Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler. 

Kedua, lembaga swasta (biro travel haji dan umrah) sebagai penyelenggara haji 

plus (haji khusus). Pada periode ini, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang 

No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Ini merupakan undang-

undang pertama tentang haji dan sekaligus menjadi landasan yang kokoh dalam 

penyelenggaraan haji di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar 

masyarakat Indonesia, yang dahulunya bernama Nusantara.
1
 Diperkirakan 

sejak awal masuknya agama Islam di Nusantara, umat Islam di wilayah ini 

sudah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Namun belum ditemukan data 

yang sahih, yang menjelaskan siapa atau berapa, kapan, dan bagaimana umat 

Islam di wilayah Nusantara pergi ke Baitullah, untuk menjalankan rukun Islam 

yang kelima tersebut.
2
 

Dalam catatan sejarah, umat Islam dapat dengan mudah pergi haji 

tanpa ada hambatan. Namun, sejak Belanda datang pada akhir abad ke-  
3
 dan 

mulai membangun kekuasaan di Nusantara, Belanda berusaha mempersulit 

umat Islam untuk pergi berhaji. Belanda juga mengeluarkan bermacam-

macam peraturan yang dapat membatasi dan mempersulit umat Islam pergi 

                                                           
1
 Nusantara merupakan sebutan masa awal keberadaan wilayah yang sekarang disebut sebagai 

Indonesia. Kata Nusantara berasal dari dua suku kata yaitu “nusa” dan “antara”. Nusa mempunyai 

arti pulau atau tanah air sedangkan kata antara mempunyai arti jarak, sela, selang, di tengah-tengah 

dua benda. Kedua kata ini lalu digabungkan dengan menghilangkan huruf “a” pada kata antara 

sehingga menjadi Nusantara. Dengan demikian. Nusantara adalah pulau-pulau yang terletak 

diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia, yang juga diantara dua lautan, yaitu India dan 

Pasifik. Lihat Ahmad Syafi’i Ma’arif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: 

Sebuah Refleksi Sejarah (Bandung: Mizan, 2009), 55. 
2
 Sumber yang paling tua yang dapat diketahui tentang keberangkatan umat Islam Nusantara ke 

Mekkah adalah pada tahun 1521 M, ketika Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah 

berkunjung ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, lihat Achmad Taqiyudin dkk, Antara 

Mekkah dan Madinah (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 204. 
3
 Pada bulan Juni 1596 kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman untuk pertama 

kalinya tiba di Banten. Lihat Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 

Dari Emporium Sampai Imperium Jilid I (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 19   ,   -  . 
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melaksanakan ibadah haji.
4
 Salah satu diantaranya adalah mengeluarkan 

ordonansi haji.
5
 

Sejak dibukanya terusan Suez
6
 tahun 1869 dan digunakannya kapal 

uap, jumlah umat Islam Indonesia yang pergi menunaikan ibadah haji semakin 

bertambah banyak. Melihat kenyataan tersebut, Belanda tergiur untuk ikut 

mengambil keuntungan. Para pejabat kolonial Belanda yang awalnya 

mempersulit jamaah haji, karena takut pengaruh fanatisme agama, kini 

mengalah terhadap kepentingan ekonomi.
7
 Pada 1873, pemerintah Belanda 

memberikan kontrak kepada tiga maskapai Belanda yang sering disebut 

Kongsi Tiga, yaitu Nederland, Rotterdamsche Lloyd dan Oceaan 

Maatschapaij.
8
 Dengan demikian, pemerintah Belanda secara resmi ikut dalam 

bisnis pengangkutan jamaah haji Indonesia. 

Perjalanan haji dengan memakai maskapai-maskapai Belanda tersebut 

tidak mengutamakan kesejahteraan jamaah haji. Di kapal, para jamaah 

berdesak-desakan, ditambah lagi barang-barang yang dibawa, sehingga 

lorong-lorong kapal penuh dengan tumpukan barang.
9
 Akibatnya tidak sedikit 

jamaah haji yang sakit dan meninggal dalam kapal. Umumnya, kapal-kapal 

                                                           
4
 Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985), 3. 

5
 Ada bermacam-macam ordonansi haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, seperti 

ordonansi kapal haji, embarkasi haji, tiket haji, ongkos haji, pas jalan haji, kesehatan haji, dan 

karantina. Lihat Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial Belanda 

di Indonesia Tahun 1869-   2 M”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, 

Surabaya, 2016), 82-  .  
6
 Terusan Suez merupakan jalan pintas yang membelah Eropa (Mediteranian) dan Asia (Laut 

Merah). Dengan dibukanya Terusan Suez jarak tempu Nusantara ke Arab Saudi semakin cepat. 
7
 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan 

Jepang, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980), 36. 
8
 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: Lkis, 2007), 134. 

9
 C. Snouck Hurgronje, Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje Jilid VIII, Terj. Soedarso 

Soekarno (Jakarta: INIS, 1993), 109. 
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milik maskapai Belanda tidak dilengkapi fasilitas yang memadai dan kabin 

yang tidak layak untuk perjalanan jauh.
10

 Inilah yang menjadi sebab 

munculnya reaksi dari berbagai organisasi Islam, sehingga mereka melakukan 

mu’tamar maupun kongres dengan mengusung masalah perbaikan haji bagi 

umat Islam di Indonesia. 

Kekecewaan umat Islam terhadap penyelenggaraan haji yang 

dijalankan oleh pemerinta Belanda, mulai digaungkan oleh KH. Ahmad 

Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah. Sejak berdiri tahun 1912, 

Muhammadiyah langsung membentuk Bagian Penolong Haji (BPH), yang 

diketuai oleh KH. M. Sudjak.
11

 Pada tahun 1921, KH. Ahmad Dahlan, 

menuntut Kongsi Tiga untuk memperbaiki pelayanan ibadah haji.
12

 Pada 

tahun 1922, Volkskraad (Dewan Perwakilan Rakyat Belanda) mengadakan 

perubahan Pilgrims Ordonantie dengan dikeluarkannya ordonansi haji tahun 

1922 No. 698, yang intinya membahas tentang kapal angkutan dan keamanan 

jamaah haji.
13

 Sebagai realisasi dari ordonansi haji 1922, R. A. A. 

Djajadiningrat, R. Mulyadi Djojomartono, H. Agus Salim, dan KH. M. Sudjak 

berusaha mengorganisir pengangkutan jamaah haji Indonesia. Namun, usaha 

ini mendapat rintangan dari Pemerintah Belanda maupun maskapai pelayaran 

                                                           
10

 Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun     -

    )”, A>l-Turas, Vol. XXII, No. 1 (2016), 1. 
11

 Departemen Agama RI, Bunga Rampai Perhajian II (Jakarta: Depag RI: 2001), 1.  
12

 Ali Mufrodi, Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis, disampaikan dalam peresmian Jabatan 

Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 

  . 
13

 Staatsblad van Nederlansch-Indie Tahun 1922 No. 698. 
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Belanda. Sehingga, pengangkutan jamaah haji tetap dikuasai oleh perusahaan 

milik pemerintah Belanda (Kongsi Tiga).
14

 

Penyebab pemerintah Belanda tidak memperbolehkan organisasi umat 

Islam mengadakan pengangkutan jamaah haji salah satunya disebabkan, 

karena pemerintah Belanda pernah membuka keran bagi pihak-pihak swasta 

mengambil bagian dalam usaha pengangkutan jamaah haji di tahun 1893. 

Sejak saat itu muncul banyak firma atau agen perjalanan haji, seperti Borneo 

Company Limited, De Lloyd, Firma Gellatly Henky Sewell & Co, Firma 

Aliste, Jawa & Co, Firma Alsegaff & Co, Firma Knowles & Co, serta agen 

Herklots.
15

 Namun, kebijakan melibatkan pihak swasta dalam pengangkutan 

jamaah haji ini banyak merugikan jamaah haji. Agen Herklots dan Firma 

Alsegaff & Co misalnya, melakukan penyimpangan dan kecurangan saat 

memberangkatkan maupun memulangkan jamaah haji.
16

 

Di tahun 1930-an, anggota-anggota Volkskraad berhasil mengubah 

ordonansi haji tahun 1922 No. 698 dengan dikeluarkannya Ordonansi tahun 

1932 No. 552, menyempurnakan ordonansi 1922 dan 1927 yang membahas 

tentang kapal pengangkutan haji. Ordonansi ini memberi dasar hukum atas 

pemberian izin bagi organisasi umat Islam Indonesia untuk menyelenggarakan 

pelayaran haji sendiri.
17

 

Selama pendudukan Jepang di Indonesia dan Perang Dunia II, tidak 

ada kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang terkait dengan 

                                                           
14

 Sumuran Harahap dan Mursyidi Mr. Lintasan Sejarah Jamaah Haji Indonesia (Jakarta: Insani 

Cemerlang, Tanpa Tahun),   -  . 
15

 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial (Jakarta: CV Sejahterah, 2008), 130.  
16

 Ibid. 
17

 Staatsblad van Nederlansch-Indie Tahun 1932 No. 552. 
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masalah haji. Pemerintah Jepang tidak merevisi ordonansi haji yang dibuat 

oleh pemerintah Belanda ataupun tidak membuat peraturan tersendiri tentang 

penyelenggaraan ibadah haji. Begitu pula dengan organisasi Muslim seperti 

Muhammadiyah maupun NU selama     -     tidak diketahui 

menyelenggarakan atau mengatur layanan apapun terkait masalah haji.
18

 

Pasca kemerdekaan, antara tahun 1945-an pemerintah Republik 

Indonesia masih belum mampu menangani sendiri urusan penyelenggaraan 

ibadah haji. Kementerian Agama belum dipersiapkan menangani masalah 

penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, sarana pengangkutan untuk keperluan 

pengangkutan jamaah haji juga belum tersedia, sebab pemerintah belum 

mempunyai kapal-kapal pengangkutan jamaah haji sendiri.
19

 

Pada tahun 1950, yang merupakan tahun pertama penyelenggaraan haji 

dan tahun pertama berlakunya kuota haji, jumlah kuota yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebanyak 10.000 orang. Sedangkan jumlah pendaftar haji pada 

waktu itu sebanyak 20.000 orang.
20

 Akibatnya, banyak calon jamaah haji yang 

harus menunggu berangkat tahun depan dan banyak pula jamaah haji yang 

berangkat secara mandiri. Pada tahun itu jumlah yang diberangkatkan 

sebanyak 9.892 orang jamaah haji yang didampingi oleh 27 orang panitia dan 

14 orang tenaga kesehatan.
21

 Pada tahun 1950, berdiri Yayasan Perjalanan 

                                                           
18

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”, Al-Ja>mi’ah, Vol. 46, No. 1, (2008), 128. 
19

 Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”, dalam Dick Douwes dan Niko Kaptein, 

Indonesia dan Haji, Terj. Seodarso Soekarno (Jakarta: INIS, 1997), 102. 
20

 Ibid.,    .  
21

 Kaksim, “Berhaji Pada Masa Orde Baru di Sumatera Barat     -    ”, Jurnal Pelangi, Vol. 3, 

No. 2 (2011), 95. 
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Haji Indonesia (PHI) yang diketuai oleh Haji Sudjak.
22

 Yayasan ini 

merupakan instansi swasta yang diberi kekuasaan oleh pemerintah untuk 

menyelenggarakan perjalanan haji.
23

 Selain itu, Bank Haji Indonesia dan 

sebuah perusahaan kapal (Musi) juga didirikan, untuk melengkapi dan 

membantu mempermudah menangani urusan penyelenggaraan ibadah haji. 

Mulai tahun 1959 posisi dan pengakuan PHI sebagai lembaga yang 

bekerja di bawah perlindungan Departemen Agama ditarik oleh pemerintah.
24

 

PHI tidak lagi diberi tugas menyelenggarakan perjalanan haji oleh pemerintah 

dan segala sesuatu yang bertalian dengan ibadah haji, baik teknis maupun 

administratif, sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 

dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Agama). 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang 

penyelenggaraan urusan haji, yang disusul dengan Ketetapan MPRS RI tahun 

1960, pemerintah mengambil alih seluruh perhubungan dan angkutan baik di 

darat, laut, dan udara.
25

 Maka, pada 1962, PT. MUSI dibubarkan oleh 

pemerintah dan digantikan oleh PT. Arafat di tahun 1964. 

Antara tahun 1967-1968, lahir beberapa perusahaan swasta yang turut 

serta dalam usaha menyelenggarakan perjalanan haji, salah satu diantaranya 

adalah Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (HUSAMI) yang diketuai oleh 

                                                           
22

 Haji Sudjak merupakan aktivis Muhammadiyah yang sejak masa kolonial Belanda telah aktif 

memberi penerangan kepada umat Islam tentang haji. 
23

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 104. 
24

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,    . 
25

 Lihat Peraturan Presiden RI No. 3 Tahun 1960. 
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Sjafruddin Prawiranegara.
26

 Husami pertama kali menyelenggarakan 

perjalanan haji tahun 1969 dan berhasil dengan baik. Terbukti dari kepuasan 

yang dinyatakan oleh para jamaah yang ikut dalam rombongan haji tersebut.
27

 

Namun di tahun 1969 pula, perusahaan swasta penyelenggara haji 

yang bernama al-Ikhlas, menelantarkan ribuan jamaahnya sehingga batal 

untuk menunaikan ibadah haji. Selain al-Ikhlas, ada pula Musyawarah Kerja 

Sama Haji (MUKERSA) dan Yayasan Mu’awanah lil Muslimin (Yamu’alim  

yang kasusnya hampir sama dengan al-Ikhlas.
28

 Ikut sertanya perusahaan-

perusahaan yang tidak berpengalaman, terjadinya penyimpangan, penipuan, 

serta munculnya persaingan yang tidak sehat antar penyelenggara haji swasta, 

sehingga banyak calon jamaah haji yang gagal diberangkatkan ke tanah suci 

ini memperburuk persoalan penyelenggaraan haji di Indonesia.
29

 Akibatnya, 

pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan mengambil alih semua proses 

penyelenggaraan perjalanan haji.
30

 

Pada tahun 1987, pemerintah kembali memberi izin keterlibatan 

terbatas badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan haji. Pada tahun 

tersebut diperkenalkan adanya penyelenggaraan perjalanan ONH plus (haji 

khusus). Lahirnya penyelenggaraan perjalanan ONH plus dilatarbelakangi 

oleh adanya kenyataan bahwa banyak diantara calon jamaah haji yang secara 

ekonomi berkempuan lebih dan berkeinginan memperoleh pelayanan yang 

                                                           
26

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia,    . 
27

 Ajip Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT (Jakarta: Inti Indayu 

Press, 1986), 245. 
28

 Muhammad Nuri, “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”, Salam: Jurnal 

Filsafat dan Budaya Hukum, Vol. 9, No. 1 (2014), 150. 
29

 Ibid.   
30

 Lihat Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1969 dan Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 1969.  
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bersifat plus.
31

 Izin keterlibatan badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan 

haji diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 

tentang penyelenggaraan ibadah haji. Sejak dikeluarkannya undang-undang 

tersebut hingga dewasa ini, ada dua penyelenggara haji di Indonesia. Pertama, 

pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji reguler. Kedua, biro travel haji 

dan umrah sebagai penyelenggara haji khusus.
32

 

Pembahasan penelitian akan dfokuskan kepada kebijakan pemerintah 

tentang penyelenggaraan perjalanan haji dan  keterlibatan biro perjalanan haji 

swasta dalam penyelenggaraan haji pasca Indonesia merdeka. Hal ini menarik 

untuk diteliti, karena dalam perjalanan penyelenggaraan ibadah haji di 

Indonesia juga melibatkan badan/lembaga swasta dalam menyelenggarakan 

perjalanan haji. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat perubahan dan 

perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah 

haji dari masa ke masa. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan gambaran umum pada latar belakang masalah yang 

peneliti paparkan di atas, maka untuk lebih memfokuskan penelitian tersebut 

perlu adanya identifikasi dan batasan masalah agar penelitian ini tidak terjadi 

pelebaran pembahasan. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini 

adalah bagaimana kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji pasca Indonesia 

merdeka antara tahun 1945-2   . Perubahan dan perkembangan kebijakan 

                                                           
31

 Yusuf A. Hasan, Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintahan Orde Baru 

     -      (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 57 
32

 Achmad Muchaddam Fahham, “ Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah dan Penanganannya” 

Kajian, Vol. 22, No. 3 (2015), 215. 
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pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji juga tidak lepas dari sorotan 

penelitian ini. Sebab, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

memberikan pengaruh dan dampak yang cukup besar terhadap umat Islam, 

baik dalam aspek politik, sosial, dan ekonomi 

C. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:  

 . Bagaimana kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan jaji pada masa Orde 

Lama? 

2. Bagaimana kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan haji pada masa 

Orde Baru? 

 . Bagaimana kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan haji pada masa 

Reformasi? 

D. Tujuan Penelitian  

Sebagaimana rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang 

hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 . Untuk menganalisis kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan haji pada 

masa Orde Lama. 

2. Untuk menganalisis kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan haji pada 

masa Orde Baru. 

 . Untuk menganalisis kebijakan dan penyelenggaraan perjalanan haji pada 

Masa Reformasi. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat yang positif  

bagi semua orang, baik dari segi keilmuwan akademik maupun dari sisi 

praktis: 

 . Dari Sisi Akademik 

a. Sebagai wacana dan informasi tentang sejarah umat Islam di 

Indonesia. 

b. Menambah khazanah pengetahuan dan kajian terhadap historiografi 

haji. 

c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dalam kajian 

yang sama. 

2. Dari Sisi Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi/masukan yang 

penting serta berguna bagi masyarakat, khususnya bagi calon jamaah 

haji, dalam mengadakan perjalanan haji yang menggunakan biro 

perjalanan haji swasta. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran yang berguna bagi akademisi, praktisi, pengamat dan 

pemenat perhajian. 

F. Pendekatan dan Kerangka Teori 

Dalam melakukan rekontruksi sejarah, penelitian tesis ini 

menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mempermudah 

membantu memecahkan masalah, yaitu menggunakan pendekatan historis, 
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sosial, ekonomi dan pendekatan politik. Penggunaan pendekatan historis ini 

diharapkan bisa menampilkan kronologi sejarah secara runtut, karena suatu 

realitas itu tidak berdiri sendiri melainkan ada hal-hal yang 

mempengaruhinya.
33

 Sedangkaan pendekatan sosial digunakan untuk 

mengetahui kondisi sosial umat Islam. Pendekatan ekonomi digunakan untuk 

mengetahui keadaan ekonomi pada waktu itu serta untuk mengetahui motif 

bisnis yang digunakan oleh biro perjalanan haji swasta dalam 

menyelenggarakan perjalanan haji. Sementara pendekatan politik digunakan 

untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, 

baik Presiden maupun Menteri Agama terkait urusan penyelenggaraan haji. 

Dalam menjelaskan kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji, 

penelitian ini juga menggunakan teori kebijakan publik. Menurut Titmuss, 

kebijakan adalah prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan 

kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan juga senantiasa berorientasi kepada 

masalah dan tindakan.
34

 Kebijakan selalu tentang keputusan pemerintah atau 

negara. Tujuan kebijakan adalah untuk mengubah kondisi yang telah ada 

kearah kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dibuat 

dalam keadaan vakum. Kebijakan publik lahir dipengaruhi oleh kondisi sosial 

dan ekonomi, nilai politik yang berlaku dan suasana hati masyarakat pada 

waktu itu, struktur pemerintahan dan nama nasional serta norma budaya 

                                                           
33

 D.N. Aidit, Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis (Jakarta: Jajasan Pembaharuan, 

   2 ,  2 . 
34

 Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik: Proses, Analisis,  dan Partisispasi (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2    ,   . 
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lokal.
35

 Oleh karena itu, kebijakan publik diartikan sebagai rangkaian 

keputusan yang diambil dan saling berhubungan antara pemerintah, politik, 

dan masyarakat berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan kemaslahatan kebijakan 

tersebut bagi orang banyak.
36

  

G. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang haji di Indonesia memang bukan hal yang baru, 

kerena sebelumnya sudah ada beberapa orang menulis tentang haji di 

Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut: 

 . Dick Dowes dan Nico Kaptein (Redaktur), Indonesia dan Haji, yang terbit 

pada tahun 1997. Buku ini merupakan kumpulan empat sumbangan tulisan 

mengenai ibadah haji di Hindia-Belanda dan di Republik Indonesia yang 

ditulis oleh empat penulis Belanda yaitu; Jacob Vredenbregt, Marcel 

Witlox, Kees van Dijk dan Martin van Bruinessen. Artikel pertama, ditulis 

oleh Jacob Vredenbregt yang membahas kebijakan kolonial terhadap 

ibadah haji, termasuk pengaruh Snouck Hurgronje pada kebijakan 

tersebut, sikap gerakan nasionalis terhadap ibadah haji dan kebijakan 

mengenai ibadah haji di masa awal Republik Indonesia. Vredenbregt juga 

mengupas aspek-aspek ekonomis ibadah haji dan dampak-dampak pada 

ibadah haji yang disebabkan oleh perubahan-perubahan pesat di bidang 

ekonomi. Artikel kedua, ditulis oleh Marcel Witlox yang membahas 

pengalaman-pengalaman jamaah haji serta bahaya-bahaya yang 

                                                           
35

 Michael Kraft dan Scott R. Furlong, Public Policy: Politics, Analysis, and Alternative (USA: 

CQ Press, 2005), 31. 
36

 William Jenkins, Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective (London: Martin 

Robertson, 1978), 23. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

mengancam selama perjalan ke tanah suci, resiko jamaah haji dijual 

sebagai budak dan bahaya menjadi korban pencurian atau dililit hutang. 

Selain itu, Witlox juga sedikit menyinggung berbagai penyakit yang 

mengancam para jamaah haji. Artikel ketiga, ditulis oleh Kees van Dijk 

yang membahas tentang perbaikan posisi jamaah haji sejak tahun seribu 

Sembilan ratus dua puluhan. Juga membahas haji di masa orde lama dan 

orde baru. Terutama aspek-aspek organisator ibadah haji. Artikel keempat, 

ditulis oleh Martin van Bruinessen yang membahas sejumlah fungsi 

religius, sosial dan politik dari ibadah haji serta melukiskan perubahan-

perubahan yang terjadi selama akhir abad dua puluh dalam fungsi tersebut. 

Bruinessen beranggapan bahwa bila dahulu ibadah haji penting dalam 

proses islamisasi di Indonesia dan orang pergi ke Mekkah untuk 

memperoleh pengetahuan agama, maka ibadah haji dewasa ini, di samping 

nilai keimanan, turutama memberi status sosial kepada para jamaah. 

2. Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, yang terbit tahun 1983. 

Buku ini membahas keadaan departemen-departemen atau institusi-

institusi keislamanan di Indonesia pasca kemerdekaan. Seperti 

Departemen Agama, pesantren, madrasah (baik negeri atau swasta), 

pengadilan agama, majelis ulama dan hukum islam. Karya Noer ini juga 

membahas tentang penyelenggaraan haji pasca kemerdekaan Indonesia, di 

mulai dari Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno hingga masa 

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Namun, dalam 

pembahasannya tentang penyelenggaraan haji, Noer lebih banyak 
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menguraikan penyelenggaraan haji di masa orde baru dan konflik 

penyelenggaraan haji antara pemerintah dengan Himpunan Usahawan 

Muslim Indonesia (Husami) yang diketuai oleh mantan Gubernur Bank 

Indonesia, Sjafruddin Prawiranegara. 

 . Mursyidi MR dan Sumuran Harahap, Lintasan Sejarah Perjalan Haji 

Indonesia, yang terbit tahun 1984. Buku ini membahas pelaksanaan haji 

sejak masa kolonial Belanda hingga masa orde baru. Titik tekan 

pembahasan dalam buku ini ialah tentang pelaksanaan haji pada masa 

Orde Lama dan Orde Baru. Buku ini juga menjelaskan tentang kebijakan-

kebijakan haji dikeluarkan oleh pemerintah orde lama dan orde baru. 

Namun, dalam buku ini hanya berfokus menjelaskan pelaksanaan haji 

yang diselenggarakan oleh Departemen Agama Republik Indonesia saja. 

Selain itu, buku ini hanya membahas pelaksanaan haji sampai pada tahun 

     saja. 

 . Moch. Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage 

Services in Indonesia Prior to Reformasi Era”,
37

 dalam jurnal Al-Ja>mi’ah, 

Vol. 46, No. 1, yang terbit pada tahun 2008. Tulisan karya Moch. Nur 

Ichwan ini menjelaskan tentang politik layanan haji, terutama yang 

dilakukan pemerintah selama masa orde baru. fokus pembahasannya 

terletak pada anggapan monopoli haji yang dilakukan oleh rezim orde baru 

di bawah kepemimpinan Soeharto. Walaupun berfokus pada masa orde 

baru, Ichwan juga mengupas masalah penyelenggaraan haji selama masa 

                                                           
37

 Jurnal Al-Ja>mi’ah, Vol. 46, No. 1. 
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kolonial Belanda di Indonesia dan pasca kemerdekaan untuk melacak 

silsilah kontrol pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji. Tulisan ini 

juga menyinggung keterlibatan badan swasta dalam menyelenggarakan 

haji plus yang dimulai pada tahun 1980-an. Menurut Ichwan, keterlibatan 

badan swasta dalam menyelenggarakan haji hanya sekedar sub-organisasi 

bisnis, bukan demonstrasi nyata dari layanan haji. Namun, karya ini tidak 

membahas secara rinci nama-nama dari badan-badan swasta yang ikut 

terlibat dalam penyelenggaraan haji dan bagaimana pelayanan dari badan-

badan swasta terhadap para jamaah haji. 

 . M. Awaludin Luckman, “Penyelenggaraan Haji di Indonesia dalam 

Kaitannya dengan Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.
38

 Dalam tesis karya 

Luckman ini mengupas penyelenggaraan perhajian di Indonesia antara 

tahun 1965 hingga 2009, yang tidak lepas dari berbagai potensi 

permasalahan seputar pelaksanaan, mis-manajemen, organisasi 

penyelenggara haji, ONH yang relatif mahal, keterlambatan 

pemberangkatan haji, transportasi haji, pemondokan, katering, hinggi 

indikasi adanya korupsi di dalam instansi-instansi yang terkait dengan 

penyelenggaraan haji. Fokus utama tulisan Luckman tentang peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah yang mengatur tentang penyelenggaraan haji 

dan kaitannya dengan undang-undang anti monopoli. Namun, tulisan 

Luckman ini hanya terbatas pada dua kebijakan saja, yaitu Undang-

                                                           
38

 Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2010. 
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Undang Nomor 13 tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

tentang anti monopoli. 

 . M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, yang terbit tahun 2007. 

Tulisan M. Shaleh Putuhena menjelaskan mengenai pelaksanaan ibadah 

haji umat Islam di Indonesia sejak terbentuknya komunitas muslim di 

wilayah Nusantara hingga pertengahan pertama abad XX, faktor-faktor 

antesenden haji Indonesia, berbagai kegiatan jamaah haji di tanah Hijaz 

dan problematika kepulangan jamah haji ke Indonesia, manajemen haji di 

Indonesia dan di tanah Hijaz. Selain itu, Putuhena juga memaparkan 

tentang berbagai pengaruh haji di Indonesia, baik pengaruh haji terhadap 

politik maupun pengaruh politik terhadap kebijakan haji, khususnya 

pertengahan pertama abad XX. Selain pengaruh haji terhadap politik, 

Putuhena juga menyinggung persoalan ekonomi dan keagamaan yang 

mempengaruhi pelaksanaan haji. 

 . M. Dien Majid, Berhaji Di Masa Kolonial, yang terbit pada tahun 2008. 

Tulisan M. Dien Majid menjelaskan tentang berbagai kendala yang 

dihadapi umat Islam di Indonesia untuk pergi ke tanah suci di saat negara 

ini dijajah oleh Belanda. Buku ini juga dijelaskan perkembangan pelayaran 

yang digunakan oleh jamah haji Indonesia sebelum dan sesudah 

pembukaan Suez dan berbagai fasilitas yang diperoleh jamaah haji di 

dalam kapal milik pemerintah kolonial Belanda. Di dalam buku ini 

dijelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda 

terhadap penyelenggaraan perjalanan haji. Namun, fokus kajian dari buku 
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ini adalah transportasi yang digunakan oleh jamaah haji. Sehingga hanya 

membahas tiga kebijakan terkait dengan kapal angkutan haji yaitu; 

Resolusi tahun 1825, ordonansi angkutan haji tahun 1859 dan ordonansi 

angkutan haji tahun 1922. Ditulisan Majid ini juga sedikit menyinggung 

tentang swastanisasi perjalanan haji pada masa kolonial Belanda. 

Karya-karya di atas tersebut berbeda dengan penelitian yang akan 

dikaji oleh penelitian dalam hal fokus dan pembahasannya. Penelitian ini 

berusaha mencari titik lain dari penyelenggaraan haji di Indonesia. Fokus dan 

pembahasan penelitian ini adalah kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji 

di Indonesia dan keterlibatan badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan 

haji di Indonesia pasca kemerdekaan. 

H. Metode Penelitian 

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu Mothodos yang berarti 

cara atau jalan. Metode dalam penelitian sejarah akan membahas tentang 

pengumpulan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis 

dan menyajikan sintesa dari hasil yang telah dicapai.
39

 Ada empat tahap yang 

harus ditempuh dalam metode sejarah yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi 

dan historiografi.
40

 Melalui metode ini, penelitian diarahkan untuk selalu 

mengutamakan aspek rasionalitas agar diperoleh hasil yang dapat dipercaya, 

terhadap data yang ditemukan. Melalui tahapan metode sejarah ini, penulis 

berusaha menjelaskan tentang kebijkan penyelenggaraan perjalanan haji di 

                                                           
39

 Lilik Zulaicha, Metodologi Sejarah I (Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 

2    ,   . 
40

 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: 

Penerbit Ombak, 2011), 43. 
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Indonesia. Adapun tahapan-tahapan metode penelitian sejarah dijelaskan 

sebagai berikut: 

 . Heuristik 

Heuristik dari asal kata heuriscain (Yunani) yang berarti mencari.
41

 

Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan berbagai sumber atau data sejarah 

yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Sejarah tanpa sumber 

maka tidak dapat bicara. Oleh karena itu, sumber dalam penelitian sejarah 

merupakan hal paling utama. Terkait dengan judul penelitian ini adalah 

Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 1945-2    

M, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, sehingga teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah  mengunakan library reseach, 

yaitu dengan cara mengkaji, menelaah atau memeriksa berbagai sumber atau 

data yang terkait, baik itu sumber atau data primer maupun data sekunder 

yang diperoleh dari studi perpustakaan atau dokumen (arsip). 

Sumber primer dari penelitian ini adalah arsip-arsip yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Indonesia maupun instansi swasta yang terlibat dalam 

penyelenggaraan perjalanan haji pasca kemerdekaan. Sumber primer yang 

berupa arsip ini didapat dari badan Perpustakaan dan Kearsip provinsi Jawa 

Timur dan Badan Arsip Nasional, misalnya arsip Peraturan Presiden RI No. 

3 tahun 1960. Sedangkan sumber sekunder dari penelitian ini berupa buku-

buku literatur yang berkaitan penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. 

  

                                                           
41

 Hugiono dan P. K. Poerwantana, Pengantar Ilmu Sejarah (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), 30. 
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2. Verifikasi (Kritik Data)  

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menyeleksi, 

menilai, dan menguji untuk memperoleh keabsahan sumber yang dilakukan 

melalui kritik ekstern (menentukan otentisitas/keaslian sumber) dan kritik 

intern (kredibilitas/tingkat kebenaran informasi) sumber sejarah.
42

  

a. Kritik Ekstern (Otentisitas) 

Kritik ekstern adalah verifikasi atau pemeriksaan terhadap 

otentisitas sumber berdasarkan pengujian terhadap bahan yang 

digunakan dari sumber tersebut.
43

  

b. Kritik Intern (Kredibilitas) 

Setelah dilakukan kritik ekstern, langkah selanjutnya adalah 

melakukan kritik intern dengan menguji data sejarah berdasarkan 

kandungan informasi yang ada di dalam data tersebut.
44

 Kritik intern, 

dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah 

secara mendalam berbagai sumber yang telah didapatkan. Kemudian 

membandingkan isi sumber yang satu dengan sumber yang lain guna 

menemukan keabsahan sumber dan mengambil data yang bisa dipercaya. 

Dengan menggunakan kritik intern, diharapakan penulisan tesis 

penelitian ini dapat menggunakan sumber yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

                                                           
42

 Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, Pengantar Ilmu Sejarah,   . 
43

 Kemdikbud, Metode Sejarah, (Jakarta: Kemdikbud, 2017), 29. 
44

 Ibid., 30 
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 . Interpretasi  

Interpretasi atau penafsiran juga sering disebut analisis sejarah, 

analisis berarti menguraikan dan secara terminologis berbeda dengan sintesis 

yang berarti menyatukan.
45

 Analisis sejarah adalah menguraikan sumber-

sumber atau data-data yang telah dikumpulkan, dikritik (ekstern dan 

intern),
46

 dibandingkan kemudian disimpulkan agar dapat dibuat penafsiran 

sehingga bisa diketahui kausalitas dan kesesuaian dengan masalah yang 

dibahas. Setelah dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan sistesis sebagai 

penyatuan data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka penulisan. 

Menurut Kuntowijoyo, analisis dan sintesis merupakan metode utama dalam 

interpretasi.
47

 

Pada tahap interpretasi ini digunakan untuk mencari runtutan 

peristiwa pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia pasca 

merdeka. Di tahap ini pula peneliti menggunakan bantuan pendekatan ilmu 

sosial, ekonomi dan politik sehingga kontruksi peristiwa masa lampau lebih 

kritis dan analitis. 

 . Historiografi 

Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode sejarah. 

Historiografi adalah penulisan, pemaparan atau pelaporan dari hasil 

penelitian.
48

 Pada laporan penelitian ini, penulis berusaha menyajikan fakta-

fakta sejarah yang telah diinterpretasi sehingga bisa menghasilkan karya 

                                                           
45

 Dudung Abdurrahman, Motode Penelitian Sejarah, Cet I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 

  . 
46

 Dwi Susanto, Pengantar Ilmu Sejarah (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 59. 
47

 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), 100. 
48

 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah,   .   
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ilmiah yang bisa diperhitungkan dalam khazana keilmuan, khususnya yang 

berkaitan dengan historiografi haji di Indonesia. 

I. Sistematika Bahasan.  

Agar bisa memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka 

diperlukan sebuah sistematika isi dengan membagi dalam beberapa bab dan 

masing-masing bab akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Penelitian ini 

terdiri lima bab, dengan sistematika bahasan sebagai berikut: 

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, pendekatan dan kerangka teori, penelitian terdahulu, 

metode penelitian dan sistematika bahasan. Intinya bab ini merupakan 

pengantar secara sekilas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

penulisan penelitian ini. 

Bab II berisi penjelasan mengenai penyelenggaraan haji sebelum 

kemerdekaan Indonesia. Dalam bab ini dijelaskan tentang ordonansi-

ordonansi haji yang keluarkan oleh pemerintah kolobnial Belanda. Pada bab 

ini juga dijelaskan tentang perjalanan haji menggunakan perusahaan-

perusahaan angkutan swasta. 

Bab III menjelaskan tentang penyelenggaraan haji pasca Indonesia 

Merdeka, yaitu di masa Orde Lama. Di bab ini akan dipaparkan tentang 

Kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Lama terkait masalah penyelenggaraan 

perjalanan haji, penyelenggaraan haji oleh swasta, trasportasi haji, kesehatan, 

akomodasi dan konsumsi. Dalam bab ini juga akan dipaparkan periode 
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pelaksaanaan penyelenggaraan haji dari masa RIS, demokrasi liberal, dan 

demokrasi terpimpin. 

Bab IV menjelaskan tentang penyelenggaraan perjalanan haji dari 

masa Orde Baru hingga Reformasi (periode B.J. Habibie). Dalam bab ini akan 

diuraikan tentang kebijakan-kebijakan haji, penyelenggaraan haji oleh swasta, 

transportasi haji, kesehatan, akomodasi, konsumsi dan monopoli haji. 

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PENYELENGGARAAN HAJI DI MASA BELANDA DAN JEPANG 

A. Kebijakan Ordonansi Haji Di Masa Belanda 

Pembahasan tentang peraturan penyelenggaraan perjalanan haji di 

Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masa kolonial Belanda. Peraturan 

tentang penyelenggaraan perjalanan haji pertama kali lahir di masa penjajahan 

Belanda. Sebelum Belanda datang ke Indonesia, tidak ada peraturan tentang 

penyelanggaraan perjalanan haji yang dibuat oleh kerajaan atau raja yang 

berkuasa di bumi Nusantara. Umat Islam di Nusantara pada masa itu dapat 

dengan leluasa melaksanakan ibadah haji tanpa ada peraturan haji yang 

mengikat mereka.  

Sejak Belanda datang ke Nusantara tahun 1596 dan berhasil 

mendirikan VOC (Verenigde Oost-Indische Compagne) di tahun 1602. VOC 

mulai memberi larangan kepada penduduk pribumi yang akan pergi haji, 

untuk tidak ikut kapal VOC. VOC juga beberapa kali melarang para jamaah 

haji yang pulang dari Mekkah mendarat di Batavia. Namun larangan ini 

tidaklah konsisten, sebab sangat tergantung pada keadaan politik dan 

kepentingan-kepentingan perdagangan VOC. Terutama dalam usaha 

memperoleh simpati dari Sultan Mataram.
1
 

Memasuki abad XIX pasca dibubarkannya VOC tahun 1799, 

pemerintah Belanda secara resmi mengambil alih kekuasaan VOC yang ada di 

                                                           
1
 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-   (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1984), 234. 
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Nusantara. Hampir sama dengan VOC, pemerintah Belanda juga cenderung 

melarang umat Islam Nusantara untuk pergi berhaji. Seperti di masa 

pemerintahan Gubernur Jenderal Marsekal Herman Willem Daendels. Pada 

tahun 1810, Daendels mengeluarkan perintah agar para jamaah haji 

menggunakan pas jalan untuk bepergian.
2
 Begitu pula di masa pemerintahan 

Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles, yang menggantikan Daendels. 

Melalui surat edaran kepada para gubenur, Raffles memperingatkan bahaya 

para sayid atau pendeta pribumi (jamaah haji) sebagai penghasut penduduk 

pribumi membenci Belanda.
3
 

Kebijakan pemerintah Belanda tentang penyelenggaraan ibadah haji 

secara tertulis pertama kali ditetapkan melalui Resolusi Gubernur Jenderal 

tahun 1825.
4
 Resolusi ini berisi tentang keharusan para calon jamaah haji 

membayar pas jalan atau paspor haji sebesar 110 gulden.
5
 Namun, Resolusi ini 

sebenarnya diarahkan untuk membatasi kuota jamaah haji. Ini terbukti dengan 

surat-surat rahasia yang dikirim kepada para residen dan para bupati untuk 

menggunakan pengaruhnya membendung penduduk pribumi pergi berhaji.
6
 

Resolusi tahun      mendapat tambahan dengan dikeluarkannya 

Resolusi Gubernur Jenderal tahun     , yang memberi keringanan kepada 

                                                           
2
 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”, dalam kumpulan 

tulisan Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarso Soekarno dan Theresia 

Slamet (Jakarta: INIS, 1997), 6. 
3
 Ibid., 7. 

4
 Resolusi tahun 1825 ini sebenarnya tidak dimuat dalam Staatblad van Nederlandsch-Indie dan 

hanya berlaku di wilayah Jawa dan Madura, sebab di luar wilayah Jawa dan Madura Belanda 

belum memiliki pengaruh. 
5
 Untuk mengetahui isi dari Resolusi Gubernur Jenderal tanggal 18 Oktober 1825 No. 9 secara 

lengkap lihat M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2007), 126. 
6
 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”,  . 
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anak-anak di bawah umur 12 tahun bebas membayar pas jalan haji.
7
 Resolusi 

tahun 1825 kemudian diganti dengan dikeluarkan Resolusi Gubernur Jenderal 

tanggal 6 Nopember 1830 dan Resolusi 26 Maret 1831, yaitu dengan 

dinaikkannya biaya pajak bagi pribumi yang akan naik kapal ke Arab (berhaji) 

dan mengurangi denda bagi jamaah haji yang tidak mempunyai pas jalan, 

yang awalnya didenda 1.000 gulden menjadi 220 gulden.
8
 Akan tetapi, 

peraturan ini dicabut karena tidak tercantum dalam Staatblad sehingga pihak 

Hoogerechtsshof tidak bisa memberi tuntutan atas pelanggaran ketentuan 

resolusi 1831.
9
 Tahun 1852, Belanda kembali mengeluarkan Resolusi 

Gubernur Jenderal tahun 1852. Resolusi ini masih mempertahan kewajiban 

memiliki pas jalan bagi para calon jamaah haji namun membatalkan biaya 

pajak haji.
10

 

Peraturan tentang penyelenggaraan perjalanan haji secara resmi 

dikeluarkan oleh pemerintah Belanda tahun 1859, yaitu pelgrims ordonantie. 

Peraturan ini merupakan peraturan haji pertama yang dimuat dalam Staatblad 

van Nederlandsch-Indie dan diterjemahkan ke dalam dua bahasa, yaitu 

Melayu dan China.
11

 Ordonansi ini berisi tentang pas jalan haji, persyaratan 

ekonomi, persyaratan administrasi haji, ujian haji dan denda.
12

 Peraturan ini 

                                                           
7
 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial (Jakarta: CV Sejahtera, 2008), 90. 

8
 Karel A. Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-  ,    . 

9
 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia 

(Jakarta: Insan Cemerlang, Tanpa Tahun ,   . 
10

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”, Al-Ja>mi’ah, Vol. 46, No. 1, (2008), 127. 
11

 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial,   . 
12

 Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie 6 Juli 1859 No. 42. Ada yang menarik dari art. 3 

ordonansi ini, di mana menjelaskan kewajiban jamaah haji meminta visa bagi yang mempunyai 

pas jalan haji kepada Konsulat Belanda, padahal waktu itu belum ada konsulat Belanda di Jeddah. 

Belanda baru mendirikan konsulat Belanda di Jeddah tahun 1872.  
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lebih ketat dibandingkan dengan Resolusi Gubernur Jendral yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Belanda sebelumnya. 

Kebijakan pemerintah Belanda tentang ordonansi haji terus mengalami 

perubahan dan penyempurnaan pada tahun 1867,     ,     ,     ,     , 

    ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     ,     , 

1922, 1923, 1927, 1932 dan 1937.
13

 Namun di sini tidak akan dibahas secara 

keseluruhan perubahan dan penyempurnaan ordonansi-ordonansi haji tersebut. 

Adanya perubahan dan penyempurnaan dari ordonansi-ordonansi haji tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sosial dan politik. 

Terutama faktor politik merupakan faktor dominan dari sebab dikeluarkannya 

ordonansi haji.
14

 

Ordonansi tahun 1859, yang diantaranya membahas tentang pas jalan 

haji disempurnakan dan dipertegas penggunaannya dengan dikeluarkannya 

ordonansi 1872 No. 179, 1875 No. 161, 1881 No. 158, 1902 No. 318, 1909 

No. 396, 1910 No. 160, 1915 No. 197, 641, 1920 No. 397, dan 1923 No. 587. 

Begitu pula dengan ketentuan tentang administrasi haji, di mana pemerintah 

Belanda memerintahkan kepada para bupati untuk mengadakan pendaftaran 

haji di daerahnya masing-masing dimuat kembali dalam ordonansi 1867 No. 

                                                           
13

 Untuk mengetahui lebih detail tentang informasi ordonansi haji dan perubahan dari ordonansi-

ordonansi tersebut lihat Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial 

Belanda di Indonesia Tahun 1869-     M”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan 

Humaniora, Surabaya, 2016), 5 dan lihat pula Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan 

Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun 1911-     ”, A>l-Turas, Vol. XXII, No. 1 (2016), 5.  
14

 Politik haji yang dijalankan oleh pemerintah Belanda di Indonesia dibagi menjadi dua fase. Fase 

pertama (1800-1889), pemerintah Belanda cenderung membatasi dan mempersulit umat Islam 

Indonesia untuk pergi haji. Fase kedua (1889-     , pemerintah Belanda tidak lagi mempersulit 

umat Islam Indonesia pergi haji, namun lebih mengarah pada pengawasan elit-elit politik yang 

akan melaksanakan haji karena dikuatirkan terpengaruh gerakan Pan Islamisme dan nasionalisme. 

Untuk lebih jelasnya lihat Rina Farihatul Jannah, “Kebijakan Ordonansi Haji Pada Masa Kolonial 

Belanda di Indonesia Tahun 1869-     M”,   -  .  
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114. Selain itu, ketentuan tentang denda yang harus dibayar oleh jamaah haji 

apabila tidak lulus dalam ujian haji juga dimuat kembali dalam ordonansi 

1902 No. 381.
15

 Memang, sebagian besar ordonansi haji yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Belanda merupakan penyempurnaan dari ordonansi 1859. 

Pasca ikut sertanya pemerintah Belanda dalam bisnis pengangkutan 

jamaah haji dengan bekerja sama dengan tiga maskapai Belanda (Kongsi 

Tiga) tahun 1873. Maka lahirlah Stoomvaart Pelgrims Ordonantie tahun 1898. 

Ordonansi ini merupakan ordonansi kapal haji pertama yang dimuat dalam 

Staatblad.
16

 Dalam ordonansi ini dijelaskan secara lengkap mengenai 

pengangkutan jamaah haji dari pemberangkatan hingga kepulangannya, 

menjelaskan tempat embarkasi dan debarkasi haji, persyaratan kelayakan 

kapal haji, dan kesehatan. Ordonansi ini mengalami perubahan dan 

disempurnakan dalam ordonansi 1901 No. 473, 1902 No. 317, 1904 No. 97, 

1905 No. 370, 1906 No. 236, 1911 No. 144, 208, 301, 333, 529, 1912 No. 28, 

346, 531, 557, 1913 No. 563, dan 1914 No. 466, 710. 

Ordonansi 1898 No. 294 ini secara spesifik menyebutkan bahwa 

pelabuhan embarkasi dan debarkasi dibatasi hanya di pelabuhan Batavia dan 

Padang. Sebab dirasa kurangnya jumlah embarkasi dan debarkasi haji, maka 

                                                           
15

 Ordonansi tahun 1902 juga menjelaskan ketentuan tentang tiket pergi-pulang haji. Sejak tahun 

1872 pemerintah Belanda mewajibkan calon jamaah haji menggunakan tiket-pergi pulang. 

Peraturan ini digunakan pemerintah Belanda dalam mengontrol dan menekan jumlah masyarakat 

pribumi yang mukim di Mekkah. Adapun tiket pergi-pulang ditulis menggunakan dua bahasa yaitu 

bahasa Belanda dengan huruf Latin dan bahasa Melayu dengan huruf Arab Pegon. Lihat Staatblad 

van Nederlandsch-Indie tahun 1902 No. 318. Lihat pula M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial, 

  -  . Kebijakan tentang penggunaan tiket pergi-pulang dipertegas dengan dicantumkannya 

kembali dalam ordonansi tahun 1922, lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1922 No. 698. 
16

 Sebelumnya memang ada ordonansi yang menjelaskan tentang kapal pengangkutan penumpang 

pribumi keluar dari Indonesia di tahun 1872. Namun ordonansi ini bukanlah ordonansi yang secara 

spesifik menjelaskan tentang kapal pengangkutan penumpang haji. Lihat Staatblad van 

Nederlandsch-Indie tahun 1872 No. 179.    
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pemerintah Belanda mengeluarkan ordonansi 1904 No. 97.
17

 Ordonansi ini 

memuat adanya tambahan pelabuhan Sabang sebagai pelabuhan haji. Pada 

    , pelabuhan Makasar dan Palembang dijadikan pelabuhan embarkasi dan 

debarkasi haji.
18

 Pelabuhan Belawan Deli juga menjadi pelabuhan embarkasi 

dan debarkasi haji di tahun 1927.
19

 

Ordonansi 1898 No. 294 pasal 33 alinea pertama, juga membahas 

tentang pengawasan kesehatan. Dicantumkannya kesehatan dalam Stoomvaart 

Pelgrims Ordonantie ini berdasarkan hasil konvensi saniter di Paris tahun 

1894 dan di Venesia tahun 1897, yang memutuskan untuk mengambil 

tindakan perbaikan pelaksanaan kesehatan haji.
20

 Sejak pertengahan akhir 

abad ke-19, banyak jamaah haji yang meninggal di kapal dalam perjalanan 

pulang ke tanah air. Seperti di tahun 1891, kapal Gelderland yang tiba di 

Tanjung Priok dengan membawa 700 jamaah haji diketahui bahwa 32 orang 

diantaranya meninggal dalam perjalanan sebab tidak ada dokter ataupun 

petugas medis dalam kapal. Begitu pula kapal Samoa yang mengengkut 2.000 

jamaah di tahun 1893 diketahui banyak jamaah yang terkena penyakit 

menular, 61 orang diantaranya meninggal dalam perjalanan pulang karena 

kurangnya perawatan kesehatan di dalam kapal.
21

 Memang, pada umumnya 

kapal haji milik Kongsi Tiga adalah kapal dagang, yang tidak dilengkapi 

dengan fasilitas dan kabin yang layak untuk perjalanan jauh. Akibatnya, 

                                                           
17

 Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun     -

     ”,  . 
18

 Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1922 No. 698.  
19

 Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1927 No. 286. 
20

 Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun 1911-

     ”,  . 
21

 Ibid., 4. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

jamaah haji banyak yang terserang penyakit dan meninggal dalam kapal. 

Belum lagi di Mekkah terjadi wabah penyakit menular yang siap menyerang 

kesehatan jamaah haji Indonesia. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jan Hendrik Ziesel, di 

Mekkah terdapat beberapa jenis penyakit menular seperti, kolera, baksil 

disentri, cacar, pes, tuberkolose, lepra, trahom, sakit kepala dan juga 

kelamin.
22

 Petugas kesehatan di Mekkah menilai bahwa jamaah haji asal 

Indonesia rentan terhadap penyakit cacar dan kolera. Seperti di tahun 1881 ada 

2.000 orang jamaah haji asal Indonesia yang meninggal dunia akibat terserang 

penyakit kolera.
23

 Keadaan ini mengilhami pemerintah Belanda memperbaiki 

sarana kesehatan bagi jamaah haji. Dalam rangka memperbaiki fasilitas 

kesehatan dalam kapal maka dikeluarkan ordonansi 1902 No. 317, 370 dan 

1904 No. 97. Selain perbaikan fasilitas dalam kapal, pemerintah juga 

mengeluarkan ordonansi karantina 1911 No. 114, 277,
24

    ,    ,     dan 

1922 No. 698. Ordonansi ini merupakan bentuk pengawasan kesehatan 

terhadap penyakit menular yang sedang terjadi di Mekkah.
25

 

                                                           
22

 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial,    . 
23

 Marcel Witlox, “Mempertaruhkan Jiwa dan Harta Jemaah Haji dari Hindia Belanda Pada Abad 

Ke-  ”, dalam dalam kumpulan tulisan Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. 

Seodarso Soekarno dan Theresia Slamet (Jakarta: INIS, 1997), 75.    
24

 Dalam ordonansi ini dijelaskan bahwa pemerintah Belanda akan memberi sanksi berat dan 

denda yang besar bagi perusahaan kapal pelayaran haji yang menyampingkan tentang fasilitas 

kesehatan dan kelayakan kapal. Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1911 No. 277 

tentang Quarantaine Ordonantie. Namun, kenyataannya fasilitas kesehatan dalam kapal haji dan 

kelayakan kapal haji masih minim. Ini dapat diketahui pada tahun 1912, setahun setelah 

dikeluarkannya ordonansi ini. Dalam laporan haji tahun 1912, jumlah jamaah haji yang berangkat 

dari Indonesia adalah 18.535 dan yang meninggal selama perjalanan adalah 2.634 orang. Begitu 

pula di tahun 1913, jumlah jamaah yang meninggal adalah 3.158 dari jumlah awal yang berangkat 

dari Indonesia 26.321 orang, lihat Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di 

Hindia Belanda (Tahun 1911-     ”,   . 
25

 Karantina jamaah haji berada di pulau Rubiah, Sabang, Onrust serta Kuiper. Namun, dalam 

prakteknya pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh petugas medis di pulau-pulau tersebut 
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Usaha perbaikan pelayanan perjalanan haji terus dilakukan oleh 

pemerintah Belanda. Kebijakan baru tentang pengangkutan jamaah haji 

dikeluarkan kembali oleh pemerintah Belanda dalam ordonansi 1922. 

Ordonansi ini merupakan ordonansi yang membahas secara lengkap tentang 

kapal haji, persyaratan kelayakan kapal haji, pengangkutan jamaah haji dari 

pemberangkatan hingga kepulangannya, tempat embarkasi dan debarkasi haji, 

karantina, kesehatan dan denda.
26

 Ketentuan dalam ordonansi ini kemudian 

disempurnakan kembali dalam ordonansi 1923 No. 587, 1927 No. 286, dan 

1932 No. 552. 

Ordonansi 1922 lebih menekankan peningkatan sarana kesehatan pada 

kapal pengangkutan jamaah haji. Adanya peningkatan perbaikan sarana dan 

fasilitas perjalanan haji merupakan buah dari usaha umat Islam dan organisasi 

keagamaan yang mendesak pemerintah Belanda.  Seperti pada 1921, KH. 

Ahmad Dahlan, menuntut Kongsi Tiga untuk memperbaiki pelayanan ibadah 

haji.
27

 Pada tahun yang sama pula, Fakhruddin dan Mas Wirjopertomo pergi 

ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji dan menjalankan tugas yang 

                                                                                                                                                               
kurang wajar. Para jamaah haji ditelanjangi dan sebagainya. Selain karena pemeriksaan yang 

kurang wajar, kenyataan bahwa dikapal penumpang yang terdiri dari pria, wanita dan anak-anak di 

bawah umur berada di dalam suatu ruangan yang terbatas siang dan malam sehingga norma-norma 

kesopanan dan kesusilaan tidak terjamin. Oleh karen itu, para ulama Indonesia waktu itu 

mengeluarkan fatwa bahwa wanita tidak diwajibkan pergi haji sebab adanya perlakuan yang 

kurang baik di jalan. Lihat Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan 

Jemaah Haji Indonesia,   -  . 
26

 Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1922 No. 698. 
27

 Ali Mufrodi, Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis, disampaikan dalam peresmian Jabatan 

Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003, 

  . 
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diberikan oleh Hoofdbestuur Muhammadiyah untuk menyelidiki sistem 

perjalanan haji Indonesia.
28

 

Sejak abad ke-20, pemerintah Belanda harus berhadapan dengan 

berbagai organisasi politik dan keagamaan yang secara tidak langsung 

mempengaruhi setiap kebijakannya. Lahirnya ordonansi 1922, 1923, 1927, 

1932 dan 1987 merupakan dampak dari perjuangan umat Islam dan organisasi 

keagamaan seperti Muhammadiyah untuk memperbaiki sistem perjalanan haji. 

Bahkan dalam ordonansi 1932 No. 552 art. 22a ada dasar hukum bagi 

berdirinya perusahaan-perusahaan atau organisasi umat Islam untuk 

mengadakan pelayaran haji sendiri.
29

 Dengan kemauan dan usaha untuk 

mendirikan pelayaran atau pengangkutan haji sendiri oleh umat Islam, 

akhirnya pemerintah Belanda mengakui dan mengesahkan adanya suatu 

Badan Pelayaran Indonesia dengan Besluit Directeur van Justitie No. A/42/2/9 

pada tanggal 18 Januari 1941.
30

  

B. Penyelenggaraan Perjalanan Haji Oleh Swasta  

Para masa permulaan haji, para jamaah haji Nusantara tidak 

menggunakan kapal khusus untuk haji. Umumnya mereka menggunakan kapal 

dagang milik domestik maupun kapal dagang asing milik orang-orang Arab, 

Pesia, Turki dan India yang lalu lalang di perairan Nusantara.
31

 Begitu pula 

ketika Belanda datang ke Nusantara, penduduk pribumi kadang diperbolehkan 

                                                           
28

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   -  . 
29

 Lihat Staatblad van Nederlandsch-Indie tahun 1932 No. 552. 
30

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   . 
31

 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2007), 131. 
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menumpang di kapal dagang milik VOC, walaupun tidak setiap orang 

diizinkan untuk menumpang kapal VOC untuk pergi haji. 

Memasuki abad ke-19, animo umat Islam Indonesia untuk pergi haji 

semakin meningkat. Namun tidak disertai dengan adanya fasilitas 

pengangkutan khusus jamaah haji. Umumnya jamaah haji pada awal abad ke-

19 masih menggunakan kapal dagang milik perorangan. Seperti di tahun 1825, 

sekitar 200 penduduk Keresidenan Batavia dan sekitarnya pergi haji 

menggunakan kapal Agbar (Akbar) milik Syekh Umar Bugis.
32

 Selain 

menggunakan kapal milik Syekh Umar Bugis, jamaah haji Indonesia juga 

menggunakan kapal milik Syekh Abdul Karim. Baru pada pertengahan tahun 

1858, kapal uap Inggris muncul di Batavia untuk mengangkut jamaah haji. 

Orang Arab Batavia pun ikut turut dalam bisnis pengangkutan jamaah haji ini 

dengan membeli kapal uap dari firma Besier en Jonkheim.
33

 Angkutan jamaah 

haji pada waktu itu dipegang oleh pemilik-pemilik kapal Arab dan Inggris, 

yang titik embarkasi dan debarkasinya berada di Singapura.
34

 Pemerintah 

Belanda baru ikut terjun dalam bisnis pengangkutan jamaah haji tahun 1873, 

dengan memberikan kontrak kerjasama dengan Kongsi Tiga. 

Sejak akhir abad ke-19, jumlah jamaah haji Indonesia terus mengalami 

peningkatan, sehingga pemerintah Belanda mengajak pihak swasta dalam 

bisnis pengangkutan jamaah haji Indonesia. Sejak itu muncul beberapa firma 

atau agen perjalanan haji yang didirikan oleh penduduk pribumi, Indo Eropa, 

                                                           
32

 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial,   . 
33

 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia,    . 
34

 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”, dalam dalam Dick 

Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarso Soekarno dan Theresia Slamet 

(Jakarta: INIS, 1997), 37.  
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atau pun keturunan Arab. Seperti Borneo Company Limited, De Lloyd, Firma 

Gellatly Henky Sewell & Co, Firma Aliste, Java & Co, Firma Alsegaff & Co, 

Firma Knowles & Co, serta agen Herklots.
35

 Namun, kebijakan 

mengikutsertakan pihak swasta dalam pengangkutan jamaah haji di akhir abad 

ke-19 justru menjadi petaka bagi jamaah haji, sebab firma dan agen swasta itu 

hanya berorientasi pada bisnis mengeruk keuntungan saja. Seperti agen 

Herklots yang merupakan salah satu agen pengangkutan jamaah haji.
36

 Agen 

Herklots diketahui menelantarkan jamaah haji yang akan kembali ke tanah air 

dengan tidak memberikan kepastian keberangkatan. Akibatnya, para jamaah 

haji terlantar di pelabuhan dan tinggal di alam terbuka tanpa diberi fasilitas 

apapun. Selain menelantarkan para jamaah haji, Herklots juga melakukan 

tindak pemaksaan terhadap para jamaah haji untuk membeli tiket kapal yang 

dicarter oleh agen Herklots.
37

 

Selain agen Herklots, ada pula firma Al Seggaf & Co yang 

berkedudukan di Singapura, yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan dan 

pemulangan jamaah haji Jawa dari dan ke Singapura ke Mekkah.
38

 Selain 

bergerak di bidang pengangkutan jamaah haji, firma Al Seggaf & Co juga 

                                                           
35

 M. Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial,    .   
36

 Agen Herklots (1893-      didirikan oleh seorang Indo-Belanda bernama Gregorius Marianus 

Herklots. Awalnya Herklots adalah seorang pekerja di agen perusahaan perjalanan haji Firma 

Knowles & Co, kemudian ia mulai merintis usaha sendiri sebagai agen pemulangan jamaah haji 

dari Arab ke Jawa pada tahun 1893. Ibid., 130-   .  
37

 Pemaksaan agen Herklots kepada para jamaah haji ini terjadi di Tanah Air dan di Tanah Suci. Di 

tanah air, Herklots bekerjasama dengan penguasa setempat memaksa rakyatnya yang pergi haji 

menggunakan kapal carteran Herklots. Sedangkan di Tanah Suci, Herklots bekerjasama dengan 

para syekh kepercayaan amir Mekkah memaksa para jamaah haji yang akan kembali ke Indonesia 

untuk naik kapal milik agen Herklots. Ibid., 133-   . 
38

 Firma Al Seggaf & Co didirikan oleh seorang keturunan Arab bernama Sayid Mohammad bin 

Achmad al-Seggaf. Firma Al Seggaf & Co sangat populer pada tahun 1885 hingga 1899-an. Ibid., 

   . 
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memiliki perkebunan karet di pulau Cocob, Johor dan Malaya. Firma Al 

Seggaf & Co dalam perjalanannya diketahui telah memanfaatkan jamaah haji 

Indonesia dengan menawarkan sejumlah uang dalam bentuk pinjaman untuk 

membeli tiket kapal kembali ke tanah air.
39

 Jamaah yang telah meminjam 

uang dari firma Al Seggaf & Co harus menandatangani kontrak buruh untuk 

bekerja di perkebunan Cocob, Johor ataupun Malaya. Jumlah buruh haji firma 

Al Seggaf & Co pada tahun 1888 diketahui seluruhnya kurang lebih 4.000 

jiwa, yang kebanyakan dari mereka adalah jamaah haji asal Indonesia. Firma 

Al Seggaf & Co mengeksploitasi jamaah haji dengan harus bekerja selama 5 

sampai 10 tahun dan banyak lagi kontrak yang sengaja dibuat menjadi lama, 

sehingga hutang dinyatakan tidak pernah terlunasi. Padahal rata-rata para 

jamaah haji hanya mempunyai hutang sebesar $ 50 (Singapura).
40

 

Namun tidak semua agen perjalanan haji di akhir abad ke-19 

melakukan penyimpangan seperti agen Herklots dan firma Al Seggaf & Co. 

Firma Knowles & Co dan agen Java & Co dikenal sebagai perusahaan yang 

memiliki kualitas pelayaran dan manajemen yang baik. Mereka mempunyai 

reputasi yang baik dalam mengurus keberangkatan maupun kepulangan 

jamaah haji Indonesia. Sehingga tidak ditemukan adanya hambatan maupun 

tindakan penyimpangan maupun kecurangan.
41

 

                                                           
39

 Karena kekurangan tenaga kerja di perkebunannya sehingga firma Al Seggaf & Co melakukan 

kontrak buruh kepada para jamaah haji. Lihat Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan 

Fungsinya di Indonesia”,   . 
40

 Buruh jamaah haji mendapat upah $4.50 dibawah standar upah pada waktu itu $5 (Singapura), 

belum lagi dipotong setiap bulannya $2 (Singapura) sebagai biaya cicilan hutang. Jika 

dikalkulasikan rata-rata jamaah haji berhutang $50 (Singapura) dipotong tiap bulannya $2 

(Singapura) maka seharusnya hutang jamaah haji lunas setelah bekerja selama 25 bulan. Lihat M. 

Dien Majid, Berhaji di Masa Kolonial,    . 
41

 Ibid., 130. 
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Memasuki abad ke-20, pengangkutan jamaah haji kembali dimonopoli 

oleh perusahaan Kongsi Tiga. Baru pada 1331 H./    -1913 M., pemerintah 

Belanda kembali memberikan peluang kepada perusahaan swasta untuk ikut 

ambil bagian dalam pengangkutan jamaah haji Indonesia.
42

 Di tahun 1914-

1918 (Perang Dunia I) tidak ada data yang ditemukan tentang kapal yang 

mengangkut jamaah haji Indonesia, sebab Kongsi Tiga menghentikan kegiatan 

pengangkutan jamaah haji sementara mengingat kekacaun politik pada saat 

itu.
43

 Pada 1919, kapal-kapal milik perusahaan Inggris Ocean Holt Line 

kembali mulai beroperasi mengangkut calon jamaah haji di Tanjung Priok. Di 

tahun yang sama pula kapal-kapal Kongsi Tiga juga kembali aktif mengangkut 

calon jamaah haji.
44

 

Pasca berakhirnya Perang Dunia, jumlah jamaah haji Indonesia terus 

meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (sebelum Perang Dunia I). 

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Belanda mulai memainkan monopoli 

pengangkutan jamaah haji kembali. Sejak Februari 1920, calon jamaah haji 

Indonesia hanya diperbolehkan menggunakan kapal-kapal perusahaan milik 

Kongsi Tiga untuk berangkat maupun pulang haji.
45

 Namun, lonjakan jumlah 

calon jamaah haji Indonesia semakin banyak semenjak tahun 1337H./1   -

     M., membuat pemerintah Belanda kembali memberi kesempatan 

perusahaan swasta turut serta mengangkut jamaah haji Indonesia. Pada waktu 

                                                           
42

 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia,    . 
43

 Edan C. Gobee dan Adriaanse, Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya 

Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-      Jilid VIII (Jakarta: INIS, 1993),     . 
44

 Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun     -

     ”,   . 
45

 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia,    .   
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itu diketahui perusahaan swasta Ocean Holt Line, Haji Hasan Nemazee dan 

perusahaan Rossen & Co aktif dalam pengangkutan jamaah haji Indonesia.
46

 

Pada 1922, jamaah haji yang berangkat dari Singapura juga menggunakan 

kapal perusahaan Jepang, South Manchuria S.S. dan Pukawaga Kisan 

Kaisha.
47

 Bahkan pada 1924, kapal Islam milik seorang Muslim asal 

Hongkong bernama H. Husein juga ikut meramaikan pengangkutan jamaah 

haji Indonesia.
48

 

Selain menggunakan kapal milik Kongsi Tiga, Ocean Holt Line, Haji 

Hasan Nemazee, Rossen & Co, South Manchuria S.S. dan Pukawaga Kisan 

Kaisha, muncul beberapa perusahaan swasta pengangkutan jamaah haji baru, 

seperti The Straits Hejas Steam Co, Persians Gulf Steam Navigation Co, 

Steam Navigation Co dan Handersonline.
49

 Dengan dilibatkannya perusahaan 

pengangutan swasta dapat memberi dampak yang lebih baik kepada para 

jamaah haji. Jamah haji dapat memilih kapal perusahaan mana yang 

mempunyai fasilitas yang bagus dan harga tiket yang terjangkau. 

C. Haji Di Masa Pemerintahan Jepang 

Dengan menyerahnya pemerintah Belanda tanpa syarat kepada Jepang 

pada 8 Maret 1942 di Kalijati Subang, Jawa Barat, maka Jepang mengakhiri 

                                                           
46

 Kapal-kapal swasta Nemazee ikut dalam pengangkutan jamaah haji dari Batavia ke Mekkah 

hanya selama 3 tahun, dari tahun 1923 hingga tahun 1925 dan pada tahun 1928 perusahaan ini 

gulung tikar. Umumnya kapal-kapal dari perusahaan Nemazee lebih lamban di bandingkan dengan 

kapal milik Perusahaan Inggris  Holt Line. 
47

 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia,    . 
48

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   .  
49

 Ahmad Fauzan Baihaqi, “Pelayaran Angkutan Jamaah Haji di Hindia Belanda (Tahun 1911-

     ”,   . 
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penjajahan Belanda di Indonesia.
50

 Berbeda dengan Belanda, Jepang 

melakukan serangkaian pendekatan kepada umat Islam di Indonesia.  Kolonel 

Horie Choso sepanjang bulan Januari 1943 berkeliling Jawa Barat untuk 

bertemu dengan para kiai. Horie mengirim para bawahannya yang beragama 

Islam, seperti Abdul Muniam Inada dan Muhammad Sayido Wakas untuk 

menyampaikan khutbah di masjid-masjid besar.
51

 Kantor Urusan Agama 

(Shumubu untuk tingkat pusat dan Shumuka untuk daerah) juga didirikan oleh 

Jepang dengan Kolonel Horie Choso sebagai kepalanya. Meskipun Jepang 

lebih banyak memberikan kelonggaran di bidang agama dari pada 

pemerintahan Belanda. Akan tetapi, Jepang membubarkan organisasi-

organisasi Islam yang bergerak di bidang politik, hanya MIAI saja yang tidak 

dibubarkan oleh Jepang.
52

 Nampaknya Jepang telah membuat kebijakan 

politik tersendiri khusus untuk umat Islam, yang menurut H.J. Benda di sebut 

Nippon’s Islamic Grass Root policy.
53

 

Dalam urusan haji, Pemerintah Jepang tidak merevisi ordonansi haji 

yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda, ataupun tidak membuat peraturan 

                                                           
50

 Dalam perundingan di Kalijati, Jepang di wakili oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dan 

Belanda di wakili oleh Letnan Jenderal Ter Poorten. Pada pukul 13.20, Letnan Jenderal Hitoshi 

Imamura dan Letnan Jenderal Ter Poorten menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat 

yang disusun dalam bahasa Jepang dan bahasa Belanda. Lihat Marwati Djoened Poesponegoro dan 

Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 11-  . 
51

 Nino Oktorino, Dalam Cengkraman Dai Nippon (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 19. 
52

 Pada tahun 1939 pemerintah Jepang mengadakan konferensi dan pameran Islam sedunia di 

Tokyo dengan mengundang tokoh-tokoh dari berbagai Negara. MIAI (Majelis Islam A’la 

Indonesia) juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Oleh karena Jepang sudah mengenal MIAI 

dan sekaligus dalam rangka untuk menarik tokoh-tokoh Islam Indonesia sehingga MIAI tidak 

dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Lihat Aiko Kurasawa, Mobilitas dan Kontrol (Stusi tentang 

Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-       terj. Hermawan Sulistyo (Jakarta: PT Gramedia, 

     ,    .   
53

 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan 

Jepang, Terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1980),    . 
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tersendiri tentang penyelenggaraan ibadah haji.
54

 Segala peraturan perundang-

undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda masih tetap berlaku 

berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Bala Tentara Jepang No. 1 

tahun 1942.
55

 Aturan ini juga termasuk aturan tentang ordonansi haji yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah Belanda. 

Pada masa itu, pemerintah Jepang tidak mengatur layanan 

pengangkutan jamaah haji seperti yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. 

Begitu pula dengan organisasi Islam seperti Muhammadiyah maupun NU, 

tidak diketahui menyelenggarakan atau mengatur layanan apapun terkait 

masalah haji.
56

 Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia tidak ada data yang 

menyebutkan adanya kapal angkutan jamaah haji yang beroperasi. Kapal 

angkutan swasta yang selama ini mengangkut jamaah haji Indonesia ke 

Mekkah juga tidak diketahui melakukan pengangkutan jamaah haji. Ini 

dikarenakan situasi (Perang Dunia II) pada saat itu yang tidak kondusif untuk 

melakukan perjalanan haji.  

                                                           
54

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,    . 
55

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   . 
56

 Organisasi Muhammadiyah dan NU pada masa penjajahan Jepang dibekukan segala 

akitivitasnya. Baru pada bulan September 1943, dua organisasi ini diizinkan berdiri kembali untuk 

melakukan berbagai kegiatan di bidang kerohanian dan sosial. Lihat Marwati Djoened 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia IV,   . 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN HAJI DI MASA ORDE LAMA 

A. Penyelenggaraan Haji Pasca Kemerdekaan-Akhir Masa RIS      -       

Dengan dideklarasikannya Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945, tidak lantas membuat umat Islam Indonesia dapat dengan 

mudah pergi menunaikan ibadah haji. Pasalnya, umat Islam Indonesia harus 

menghadapi rongrongan Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia. 

Selain itu, pemerintah Indonesia pada masa itu belum mampu untuk 

menangani sendiri urusan ibadah haji. Kementerian Agama yang didirikan 

pada 1946 juga belum dipersiapkan untuk mengurus urusan haji. Blokade 

angkatan laut Belanda di wilayah perairan Indonesia turut mempersulit 

pemerintah dalam menyelenggarakan perjalanan haji. Pemerintah Indonesia 

juga belum mempunyai kapal-kapal sendiri untuk memberangkatkan jamaah 

haji.
1
 Pada waktu itu konsentrasi pemerintah Indonesia masih dicurahkan 

untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan Indonesia.
2
 

Di pihak lain, Belanda masih mencoba untuk memberangkatkan 

jamaah haji. Ibadah haji selalu mendapatkan perhatian besar dari umat Islam 

Indonesia. Hal ini rupanya mengilhami Belanda untuk meraih kembali simpati 

umat Islam. Pada     -    , Belanda berhasil memberangakatkan jamaah 

haji dari wilayah-wilayah yang telah dikuasainya. Pada 1946 ada 70 orang 

                                                           
1
 Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”, dalam kumpulan tulisan Dick Douwes dan 

Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarso Soekarno dan Theresia Slamet (Jakarta: INIS, 

     ,      
2
 Dengan bantuan Australia dan Inggris, Belanda berusaha merebut kembali wilayah-wilayah 

Indonesia yang pernah dikuasainya. Tercatat Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I dan 

Agresi Militer Belanda II untuk dapat berkuasa lagi di Indonesia.   
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yang berangkat haji, mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawasi, 

Maluku dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pada     , jumlahnya meningkat 

menjadi 3.956 orang, pada 1948  jumlah orang yang pergi haji sebanyak 8.818 

orang, dan tahun 1949 jumlah orang yang pergi haji mencapai 8.770 orang.
3
 

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait urusan haji dimulai pada tahun 

1948 dengan mengirim misi haji ke Mekkah. Misi haji tersebut terdiri dari 

Moh. Adnan, Ismail Banda, Saleh Suaidy dan Syamsir Ameh. Misi haji ini 

mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi dan bendera Indonesia 

(Merah-Putih) untuk pertama kalinya dikibarkan di Arafah.
4
 Namun, Belanda 

juga tidak mau ketinggalan dengan mengirim misi kehormatan dari Negara 

Indonesia Timur (salah satu negara boneka yang diciptakan oleh Belanda 

pasca 1945). Misi kehormatan ini bermaksud mengunjungi Raja Arab Saudi 

dan menumbuhkan semangat i’tikad baik di antara kaum Muslim 
5
 Pemerintah 

Arab Saudi sebagai tuan rumah bersikap netral dengan menerima wakil dari 

Negara Indonesia Timur maupun wakil dari Republik Indonesia.
6
 Diterimanya 

misi haji wakil Republik Indonesia menandakan dimulainya titik terang 

pelaksanaan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, 

selama 1946-     pemerintah RI belum bisa memberangkatkan jamaah haji. 

Jamaah haji yang berhasil berangkat pada 1946-     dari wilayah yang 

                                                           
3
 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”, dalam kumpulan 

tulisan Dick Douwes dan Nico Kaptein, Indonesia dan Haji, Terj. Seodarso Soekarno dan Theresia 

Slamet (Jakarta: INIS, 1997), 52. 
4
 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia 

(Jakarta: Insan Cemerlang, Tanpa Tahun),   -    
5
 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”,     

6
 Pemerintah Arab Saudi tidak memboikot kapal-kapal haji Kongsi Tiga milik Belanda yang 

berangkat dari wilayah Indonesia, yang telah dikuasai oleh Belanda. Namun pada bulan Mei 194 , 

pemerintah Arab Saudi melarang pesawat-pesawat terbang Belanda mendarat sehubungan dengan 

perang yang dilancarkan Belanda kepada negara Indonesia. Ibid., 32  
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dikuasai oleh Belanda dijuluki sebagai haji NICA (Netherlands Indies Civil 

Administration).
7
 

Pada akhir 1949, Republik Indonesia berubah menjadi Republik 

Indonesia Serikat (RIS), berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) 

tanggal 6-15 Desember.
8
 Dengan penyerahan dan penandatangan pengakuan 

kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, 

maka hal ini menyebabkan pemerintah Belanda harus menyerahkan 

konsulatnya yang ada di Jeddah kepada Indonesia.
9
 Dengan demikian, 

dimulailah babak baru penyelenggaraan perjalanan haji yang dilaksanakan 

oleh pemerintah Indonesia. 

Tahun 1950 merupakan salah satu periode yang paling krusial dalam 

bidang politik ketatanegaraan Indonesia. Pada tahun tersebut Indonesia secara 

resmi berbentuk federal, begitu pula dengan penyelenggaraan haji. Tahun 

1950 merupakan tahun yang penting dalam sejarah perhajian Indonesia, sebab 

tahun 1950 merupakan permulaan penyelenggaraan haji oleh pemerintah 

Republik Indonesia Serikat (RIS). Selain itu, tahun ini juga merupakan masa 

peralihan penyerahan kedaulatan. Dalam menangani urusan haji, pemerintah 

masih mengira-ngira bagaimana penyelenggaraan haji sebab selama ini 

penyelenggaraan haji dilakukan oleh pemerintah Belanda. Kementerian 

                                                           
7
 Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”,       

8
 Repulik Indonesia Serikat (RIS) merupakan negara berbentuk federasi yang terdiri dari 16 negara 

bagian, seperti Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Negara 

Indonesia Timur, Negara Jawa Timur dll. Terbentuknya RIS merupakan salah satu dari politik 

Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dengan adanya negara-negara bagian RIS akan 

mempermudah Belanda dalam menguasai kembali wilayah Indonesia. Marwati Djoened 

Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI (Jakarta: Balai Pustaka, 

     ,      
9
 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”,     
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Agama RIS dan Departemen Agama didirikan di beberapa negara bagian, 

sehingga kebijakan terkait urusan haji berada pada dewan menteri RIS, 

khususnya Menteri Agama RIS.
10

 

Dalam menangani urusan haji, pemerintah, dalam hal ini Kementrian 

Agama RIS dibantu oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 

(PPPHI/PHI) yang didirikan pada 21 Januari 1950. Penyelenggaraan haji pada 

saat itu dilaksanakan oleh PHI yang berada di setiap karesidenan (pemerintah 

daerah).
11

 Pada tahun yang sama, pemerintah bersama PHI juga membentuk 

Majelis Pimpinan Haji (MPH) dan Rombongan Kesehatan Haji Indonesia 

(RKHI). MPH bertugas memimpin rombongan, melayani, membimbing dan 

mengawasi jamaah haji. Selain itu, MPH juga sebagai penghubung antara 

jamaah haji dengan perwira kapal selama perjalanan pergi-pulang haji, 

sedangkan RKHI bertugas merawat dan menjaga kesehatan jamaah haji di 

kapal selama perjalanan pergi-pulang haji.
12

  

Sama seperti yang dihadapi oleh pemerintah Belanda di masa lalu, 

pemerintah RIS dan PHI harus menghadapi kenyataan bahwa minat umat 

Islam Indonesia cukup tinggi untuk pergi haji. Melonjaknya jumlah 

masyarakat yang ingin pergi haji bukanlah sesuatu yang baru. Sejak masa 

kolonial Belanda memang jumlah umat Islam Indonesia yang pergi haji 

cenderung naik di setiap tahun. Begitu pula di tahun pertama pemerintah RIS 

menyelenggarakan perjalanan haji, jumlah masyarakat yang mendaftar cukup 

                                                           
10

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,     
11

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 26. 
12

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 106. 
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banyak. Akibatnya, pemerintah kesulitan akomodasi dan kekurangan valuta 

asing, sehingga menyebabkan pemerintah memperkenalkan sistem kuota 

haji.
13

 Sistem kuota adalah jumlah jatah yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

pusat ke daerah (negara bagian) berdasarkan minat masyarakat untuk 

menunaikan ibadah haji dengan pertimbangan skala prioritas.
14

 

Dalam Surat Edaran Menteri Agama RIS No. A/III/I/1110 tahun 1950, 

dijelaskan dua alasan pemerintah menetapkan sistem kuota. Pertama, 

kurangnya devisa negara untuk memberangkatkan rombongan jamaah haji 

yang jumlahnya cukup banyak. Kedua, adanya pembatasan jumlah jamaah haji 

dari pemerintah Arab Saudi mengingat kurangnya fasilitas pemondokan dan 

udara yang panas di Arab Saudi.
15

 

Wewenang penetapan kuota haji ada pada Menteri Agama RIS 

berdasarkan pada minat calon jamaah haji di tiap-tiap daerah, maupun 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan skala prioritas. Berdasarkan jumlah 

pendaftar calon haji ditetapkan jatah negara-negara bagian. Lalu negara-

negara bagian menetapkan jatah kuota untuk provinsi, karesidenan dan 

kabupaten. Namun, hanya pemerintah pusat yang mempunyai wewenag untuk 

merubah jumlah jatah calon  haji di tiap negara bagian.
16

 Penetapan kuota oleh 

pemerintah pusat bertujuan untuk: Pertama, kuota dapat dimanfaatkan untuk 

daerah-daerah (jumlah minat hajinya tinggi/rendah) secara adil. Kedua, 

                                                           
13

 Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”,     
14

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,     
15

 Untuk mengetahui isi lebih lengkap dari Surat Edaran Menteri Agama RIS lihat Sumuran 

Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   -    
16

 Ibid.,      
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penyesuaian kuota dapat direncanakan secara tepat sehingga memudahkan 

pemberangkatan di tiap-tiap pelabuhan. Ketiga, menjaga agar kuota tidak 

sampai terbuang sebab di daerah tertentu ada yang kekurangan dan di daerah 

lain ada yang kelebihan kuota. Keempat, untuk mengontrol dan mengendalika 

agar tidak terjadi jual-beli kuota.
17

 

Pada 1950, yang merupakan tahun pertama penyelenggaraan haji dan 

tahun pertama berlakunya kuota haji, jumlah kuota yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebanyak 10.000 orang, sedangkan jumlah pendaftar haji ada 

20.000 orang.
18

 Akibatnya, banyak calon jamaah haji yang harus menunggu 

berangkat tahun depan dan banyak pula jamaah haji yang berangkat secara 

mandiri. Jumlah jamaah haji yang berangkat pada tahun pertama 

penyelenggaraan haji oleh pemerintah hanya 9.892 orang, ditambah dengan 27 

orang pendamping haji (MPH) dan 14 orang tenaga kesehatan (RKHI).
19

 

Jumlah jamaah haji yang berangkat namun tidak sesuai prosedur (mandiri) 

sebanyak 1.843 orang.
20

 Mereka yang berangkat haji secara mandiri umumnya 

menggunakan visa umrah maupun visa ziarah. Penggunaan visa umrah 

maupun visa ziarah untuk pergi haji sudah dikenal sejak masa pemerintahan 

Belanda di Indonesia. Jamaah haji yang berangkat menggunakan visa umrah 

                                                           
17

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,     
18

 Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”,       
19

 Total jumlah orang yang berangkat adalah       jamaah haji +    MPH +    RKHI =  . 33 

sedangkan 67 dari jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah sebanyak 10.000 tidak diketahui dan 

tidak ada catatan digunakan untuk apa. Di lihat dari data ini berarti setiap 1 orang MPH harus 

memimpin sekitar 366 orang jamaah, begitu pula dengan RKHI, setiap 1 orang RKHI bertanggung 

jawab atas kesehatan 707 orang jamaah.   
20

 Menurut catatan Vredenbergt jumlah jamaah haji yang berangkat tahun 1950 sebanyak 9.980 

orang  Lihat Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia”,        
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maupun visa ziarah sebagian besar berasal dari wilayah-wilayah timur Pulau 

Jawa.
21

 

B. Penyelenggaraan Haji Di Masa Demokrasi Liberal      -        

Pasca penyelenggaraan haji pertama oleh pemerintah RIS tahun 1950, 

negara Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI). Sistem pemerintah federal sesuai dengan KMB 

ternyata tidak berumur panjang. Pengakuan kedaulatan yang dilakukan pada 

tanggal 27 Desember 1949 justru mendorong gerakan persatuan yang muncul 

di kalangan elit pemerintahan dan juga di kalangan masyarakat bawah.
22

 Oleh 

karena itu, pada tanggal 15 Agustus     , Ir. Soekarno membacakan piagam 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua hari 

kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS secara resmi dibubarkan.
23

 

Dengan demikian, negara Republik Indonesia Serikat (RIS) hanya berumur 8 

bulan saja. 

Sejak dibubarkannya RIS dan kembali ke NKRI, Indonesia mulai 

menganut sistem pemerintahan demokrasi liberal (parlementer). Sistem 

pemerintahan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara 

(UUDS 1950). Perubahan bentuk negara dari RIS ke NKRI tidak 

mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan haji di Indonesia. 

Penyelenggaraan haji tetap diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu 

                                                           
21

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,     
22

 Haryono Rinardi, “Dari RIS Menjadi Negara RI: Perubahan Bentuk Negara Indonesia Pada 

Tahun     ”, MOZAIK: Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 12, No. 2 (2012), 182. 
23

 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, 
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Kementerian Agama RI (dulu Kementrian Agama RIS) dan Departemen 

Agama yang bekerja sama dengan PPPHI/PHI. 

Setelah penyelenggaraan haji pertama, Departemen Agama dan PHI 

membuat sinkronisasi dalam beberapa hal. Pasalnya, di beberapa kantor 

jawatan agama daerah terjadi dualisme pengurusan haji, yaitu antara cabang 

PHI daerah dengan pemerintah daerah (bupati/pamong praja). Berdasarkan 

Surat Edaran Kementerian Agama No. A.III/I/648 tahun 1950, PHI berada di 

bawah pengawasan dan petunjuk dari jawatan agama serta di bawah 

perlindungan pamong praja.
24

 Bupati sebagai ketua panitia khusus dan juga 

sebagai pejabat yang ditunjuk memberi tanda tangan serta memberikan paspor 

haji kepada para calon jamaah. Pemerintah daerah (bupati) juga harus 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji di daerahnya.
25

 

Kerja sama PHI dengan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan 

haji pertama dalam beberapa hal masih menimbulkan berbagai kecurigaan dan 

kesalahpahaman dari beberapa instansi di daerah. Oleh karena itu, pada 

tanggal 8 Februari 1951 dikeluarkan Maklumat Bersama antara Kementerian 

Agama dan PHI. Maklumat ini berisi tentang kewajiban Kementerian Agama 

RI, kewajiban PHI, dan kerja sama antara Kementerian Agama RI dengan 

PHI. Di dalam Maklumat ini juga disebutkan secara jelas batasan antara PHI 

dengan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan urusan haji.
26

 

                                                           
24

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,     
25

 Ibid.,      
26

 Untuk lebih jelasnya tentang isi Maklumat Bersama Kementerian Agama RI dengan PPHI/PHI 

lihat Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   -
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Pada 1952 dibentuklah PT. Pelayaran Muslim Indonesia (MUSI). 

Terbentuknya PT. MUSI atas prakarsa PHI yang mendapat persetujuan dari 

Menteri Agama. PT. MUSI menjadi satu-satunya perusahaan yang menjadi 

panitia haji di bidang pengangkutan calon jamaah haji.
27

 Pada tahun yang 

sama juga didirikan Bank Haji Indonesia (BHI). BHI bertugas mengatur dan 

menyelenggarakan keuangan haji. Beberapa bank swasta daerah juga 

diizinkan untuk menerima penitipan dan pegiriman setoran ONH, seperti Bank 

Pembangunan Sulawesi, Bank Dagang Indonesia Banjarmasin dan Bank 

Dagang Nasional Medan.
28

 

Sejak awal penyelenggaraan haji maupun pada tahun-tahun berikutnya, 

masalah kuota menjadi masalah primadona setiap musim haji. Hal ini akibat 

jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah lebih kecil dibandingkan jumlah 

pendaftar calon haji. Pada 1951 jumlah yang mendaftar haji 22.079 sedangkan 

kuota haji 1.842,
29

 1952 jumlah pendaftar 11.398 sedangkan kuota haji 

      , 1953 jumlah pendaftar 39.777 sedangkan kuota 14.031, 1954 

pendaftar haji 30.146 jumlah kuota 10.154, dan 1955 jumlah pendaftar haji 

                                                           
27

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,     
28

 Untuk mengetahui kedudukan PT MUSI dan BHI lihat surat Kementerian Agama No. 

1213/E/55 tahun 1955 dan Keputusan Menteri Agama No. 8 Tahun 1956. Lihat pula Harahap dan 

Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, 111 dan 114-     
29

 Jumlah jamaah yang diberangkat pada tahun ini memang sedikit, ini karena sebanyak 8.000 

orang batal pergi haji akibat wabah penyakit pers di dekat Arab Saudi dan kurangnya akomodasi. 

Atas anjuran para ulama, jamaah yang batal berangkat di tahun 1951 dapat diberangkatkan pada 

tahun 1952. Sehingga pada tahun 1952 jumlah kuota yang tersedia lebih banyak dari pada jumlah 

pendaftar. Namun tidak semua pendaftar pada tahun 1952 bisa berangkat karena jumlah kuota 

yang cukup besar pada tahun itu diperuntuhkan kepada jamaah haji yang batal berangkat di tahun 
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tercatat 111.662 orang, sedangkan kuota dan jumlah yang diberangkatkan 

hanya 10.400 orang.
30

 

Besarnya minat masyarakat setiap tahunnya untuk pergi haji 

sedangkan jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah terbatas 

menimbulkan rasa tidak senang di hati masyarakat. Apalagi tersiarnya rumor 

bahwa hanya orang-orang atau golongan tertentu saja yang memperoleh 

layanan istimewa. Hal ini juga diperkuat dengan adannya kuota haji khusus 

untuk pengawai negeri, AL, AU, AD, Polri, Veteran dan tokoh-tokoh atau 

golongan politik tertentu.
31

 

Pemerintah Indonesia harus menghadapi berbagai kesulitan dalam 

penetapan jumlah kuota haji. Ini karena jumlah jamaah haji dari tahun ke 

tahun semakin bertambah dan daftar tunggu bagi calon jamaah haji semakin 

panjang. Calon jamaah haji harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat 

berangkat haji. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan undian haji. Undian 

haji dilakukan oleh pemerintah berhubungan dengan adanya pembatasan 

jumlah jamaah haji yang diberangkatkan. Namun, sistem undian haji 

menimbulkan rasa iri di kalangan masyarakat. Pasalnya, undian haji ini 

berdasarkan adu nasib dan keberuntungan dari calon jamaah haji,
32

 apalagi 

jika pelaksanaan undian dirasa tidak adil atau kurang adil. 

                                                           
30

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia,       
31

 Sistem kuota haji memang digunakan oleh pemerintah untuk mengambil hati lawan-lawan 

pilitik. Pemerintah menggunakan kuota haji sebagai hadiah atas penghapusan kekacauan dalam 

pengurusan penyelenggaraan haji (mereka yang memberi penerangan haji dan membantu 

pemerintah menumpas penyalahgunaan wewenang dalam urusan haji). Kuota haji juga digunakan 

oleh pemerintah daerah (gubernur/bupati) untuk mengirim orang-orang atau golongan tertentu 

yang dianggap mengancam kedudukannya atau demi keamanan di dalam daerahnya. Lihat Kees 

van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”,    -   . 
32

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia,      
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Dengan adanya sistem kuota haji dan undian haji terbuka peluang 

berbagai penipuan dan pemerasan. Umumnya masyarakat ingin cepat pergi 

berhaji dengan jalan mencari calo atau perantara untuk dapat memperoleh 

kuota haji. Keadaan seperti ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu 

(pejabat haji) untuk memperoleh tambahan uang dari para calon jamaah haji 

sehingga memberi citra yang negatif bagi pemerintah, terutama Departemen 

Agama dan kantor Pemerintah Daerah.
33

 Penipuan dan pemerasan terhadap 

calon jamaah terutama terjadi di Jawa dan Madura yang minat masyarakatnya 

untuk pergi haji cukup tinggi. Oleh karena itu, pada 1953 dikeluarkan 

pengumuman Menteri Agama No. 10 tahun 1953 tentang urusan haji.
34

 

Sejak awal penyelenggaraan haji, Kementerian Agama mengambil 

kebijakan seleksi calon jamaah haji. Seleksi calon jamaah haji merupakan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji agar diizinkan untuk 

pergi haji. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon jamaah haji 

seperti, umur calon jamaah haji minimal 15 tahun, cukup pengetahuan tentang 

agama Islam dan ibadah haji, belum pernah berhaji sebelumnya, melek huruf, 

dan berbadan sehat.
35

 

Kecemasan pemerintah tentang rendahnya tingkat intelektual dan 

keagamaan sebagian jamaah haji Indonesia mendorong pemerintah untuk 

                                                           
33

 Ibid.   
34

 Untuk mengetahui isi lebih lengkap tentang pengumuman Menteri Agama No. 10 Tahun 1953 

lihat Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   -

     
35

 Seleksi calon jamaah haji erat kaitannya dengan kuota haji maupun undian haji. Sebab, apabila 

calon jamaah haji lolos seleksi calon haji maka ia berhak memperoleh kuota haji maupun dapat 

mengikuti undian haji. Lihat Jacob Vredenbergt, “Ibadah Haji Beberapa Ciri dan Fungsinya di 

Indonesia”,   -     
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merencanakan ujian haji terbalik.
36

 Rencana ujian haji terbalik ini mendapat 

tindak lanjut dengan dikeluarkannya Surat Edaran Departemen Agama Tahun 

    . Dalam surat edaran tersebut, pemerintah memberitahukan bahwa calon 

jamaah haji akan terlebih dahulu diuji pengetahuannya untuk mengetahui 

apakah calon jamaah haji cukup memahami tentang ibadah haji.
37

 

Selama kurun waktu 1950-1959 (masa demokrasi liberal), sering 

terjadi pergantian kabinet sehingga pembangunan tidak berjalan dengan 

lancar. Masing-masing partai lebih menonjolkan kepentingan partainya 

maupun golongannya saja. Dalam bidang urusan haji, kebijakan terkait urusan 

haji banyak dikeluarkan oleh Kemeterian Agama. Namun, kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Agama pada masa demokrasi liberal 

ini, masih banyak yang melanjutkan atau merevisi kebijakan ordonansi haji 

yang telah dibuat oleh pemerintah Belanda. 

C. Penyelenggaraan Haji Di Masa Demokrasi Terpimpin (1959-       

Terbentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia dimulai pada tahun 

    . Disebut demokrasi terpimpin karena Soekarno sebagai pemegang 

kekuasaan penuh pemerintahan. Demokrasi terpimpim diawali dengan 

dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akibat belum tersusunnya 

Undang-Undang Dasar Negara, sehingga kembali menggunakan UUD 1945 

sebagai dasar negara. Dikeluarkannya Dekrit Persiden berkaitan dengan 

                                                           
36

 Ujian haji bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Di masa kolonial Belanda, pemerintah 

juga mengadakan ujian haji untuk mengetahui apakah orang yang pulang dari haji benar-benar 

melaksanakan haji (sesudah berhaji). Namun, di masa demokrasi liberal pemerintah mengadakan 

ujian haji terbalik. Ujian haji terbalik merupakan ujian yang diperuntukan bagi calon jamaah haji 

yang ingin pergi haji (sebelum pergi haji).  
37

 Kees van Dijk, “Perjalanan Jemaah Haji Indonesia”,      
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terjadinya berbagai pemberontakan di berbagai daerah dan perbedaan 

pendapat antar partai politik di parlemen. Selain itu, banyaknya kepentingan-

kepentingan politik antar partai menyebabkan keterpurukan politik dan 

menggangu stabilitas nasional.
38

 Oleh sebab itu, Presiden Seokarno berusaha 

memperbaiki keadaan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden dan dimulailah 

babak baru dalam sistem pemerintah Indonesia. 

Perubahan sistem pemerintahan dari parlementer (demokrasi liberal) 

ke presidensil (demokrasi terpimpin) turut mempengaruhi penyelenggaraan 

haji di Indonesia. Pasalnya, Presiden sebagai penentu kebijakan di berbagai 

aspek, termasuk urusan penyelenggaraan haji. Dengan doktrin NASAKOM 

(Nasionalis, Agama, dan Komunis),
39

 Presiden Soekarno mencoba 

memperkenalkan beberapa reformasi dalam penyelenggaraan haji di 

Indonesia. Pemerintah mulai mengambil alih kekuasaan atas penyelenggaraaa 

haji dengan membatasi ruang gerak dan tugas PHI. Sejak     , PHI seolah-

olah dianggap sebagai lembaga semi pemerintah sekaligus merupakan bagian 

dari Kementerian Agama. Namun, sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri 

Muda Agama No. 36 tahun 1959, tentang posisi dan penarikan pengakuan PHI 

sebagai lembaga yang bekerja di bawah perlindungan Departemen Agama.
40

 

                                                           
38

 Abi Sholehuddin, “Jargon Politik Masa Demokrasi Terpimpin Tahun     -    ”, AVATARA: e-

Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 3, No. 1, (2015),    
39

 Perbedaan Ideologi dari partai-partai yang berkembang di masa demokrasi liberal menimbulkan 

perbedaan pemahan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berdampak terancamnya 

persatuan Indonesia. berkaca dari masa demokrasi liberal, Presiden Seokarno berusaha 

mempersatukan ideologi dari masing-masing partai yang mendominasi (PNI, Masyumi dan PKI). 

Oleh karena itu, Seokarno menggunakan konsep NASAKOM sebagai perwakilan dari ideologi-

ideologi yang berkembang pada waktu itu dan sebagai landasan dari demokrasi terpimpin, dengan 

tujuan menggalang persatuan bangsa. 
40

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”, Al-Ja>mi’ah, Vol. 46, No. 1, (2008), 130. 
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Maka PHI tidak lagi diberi tugas menyelenggarakan perjalanan haji oleh 

pemerintah. 

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Muda Agama No. 36 tahun 1959, 

secara otomatis meralat Penetapan Menteri Agama No. 9 tahun 1954, 

Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1956, dan Keputusan Menteri Agama 

No. 4 tahun 1957. Selanjutnya, Menteri Muda Agama menyatakan bahwa PHI 

sebagai yayasan partikelir dan lepas dari hubungan organisatoris dengan 

Kementerian Agama.
41

 Keputusan Menteri Muda Agama No. 36 tahun 1959 

kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 

1960 tentang penyelenggaraan urusan haji.
42

 Dengan demikian, segala sesuatu 

yang bertalian dengan ibadah haji, baik teknis maupun administratif, sejak 

dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 dilaksanakan oleh 

pemerintah (Departemen Agama). 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960, dibentuk Panitia 

Negara Urusan Haji (PANAHUD). PANAHUD dibentuk untuk membantu 

Menteri Muda Agama dan Menteri Luar Negeri dalam menjalankan tugasnya 

menyelenggarakan urusan haji. PANAHUD bertugas memberikan 

pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Muda Agama dan Menteri Luar 

Negeri mengenai penyelenggaraan urusan haji, baik yang diminta maupun atas 

inisatif sendiri.
43

 

                                                           
41

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,    -

     
42

 Dalam PP tersebut dijelaskan tentang urusan haji termasuk dalam tanggungjawab Menteri 

Agama Muda dan Menteri Luar Negeri. Lihat Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 pasal 1. 
43

 Lihat Peraturan Presiden No. 3 Tahun 1960 pasal 4 dan pasal 5. Untuk mengetahui susunan 

mengetahui susunan PANAHUD liat pasal 6. 
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Melalui Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 pula, pemerintah kembali 

memberi subsidi kepada calon jamaah haji. Pemberian subsidi ini berdasarkan 

pertimbangan bahwa keadaan sosial politik masyarakat belum menentu. 

Sebenarnya pemberian subsidi diberikan pemerintah sejak pertama kali 

pemerintah RIS memberangkatkan jamaah haji namun kemudian dicabut oleh 

pemerintah pada 1958. Dengan adanya subsidi tersebut calon jamaah haji 

dapat menutupi/menambah biaya operasional untuk pergi melaksanakan 

ibadah haji. Berdasarkan subsidi pemerintah, biaya ONH pada 1960 hanya 

sebesar Rp. 38.200, jumlah ini tidak terlalu tinggi dibadingkan tahun 

sebelumnya yang hanya terjadi kenaikan sebesar 9,1%.
44

 

Dalam rangka meningkatkan kelancaran urusan haji, Menteri Agama 

mengeluarkan Keputusan Menteri Agama No. 13 tahun 1961. Keputusan ini 

berisi tentang pembentukan Bagian Urusan Haji pada Kantor Urusan Agama 

daerah tingakat I atau pelabuhan besar seperti Makassar, Surabaya, Semarang, 

Jakarta, Palembang, Padang, dan Medan. Selain itu, juga berisi pembentukan 

Bagian Urusan Haji pada Kantor Urusan Agama daerah tingakat II pelabuhan 

besar atau pelabuhan embarkasi haji di Ampenan.
45

 

Pada 1961 PHI dibekukan oleh pemerintah.      PT. MUSI dan Bank 

Haji Indonesia (BHI) juga dibubarkan. Pembubaran PT. MUSI dan BHI 

berhubungan erat dengan dibekukannya PHI oleh pemerintah.
46

 PHI 

dibekukan oleh pemerintah akibat pertimbangan politik sebab banyak dari 

                                                           
44

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,     
45

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,      
46

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia,      
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tokoh PHI yang menjadi anggota Masyumi. Sejak September 1960 Masyumi 

dibubarkan sedangkan tokoh-tokohnya di penjara.
47

 

Pada 1962, pemerintah membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji 

(P3H) dengan Muljadi Djojomartono (Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat) sebagai ketuanya.
48

 P3H diberi dua tugas penting oleh 

pemerintah. Pertama, tugas jangka pendek yaitu P3H harus merumuskan 

pedoman dan tugas pokok dari masing-masing instansi pemerintah maupun 

swasta yang terlibat langsung dalam pelayanan penyelenggaraan haji. Kedua, 

tugas jangka panjang yaitu P3H harus merevisi (mengubah) Ordonansi 1919 

dan peraturan pemerintah Belanda terkait penyelenggaraan haji yang tidak 

sesuai dengan UUD 1945.
49

 

Di tahun pertama sejak pembentukkannya, P3H harus menghadapi 

kenyataan tidak dapat memberangkatkan jamaah haji dari Indonesia Bagian 

Timur. Ini sebagai akibat berlangsungnya pembebasan Irian Barat.
50

 Sebagian 

besar calon jamaah haji dari Indonesia Timur pada waktu itu tidak dapat 

diberangkatkan. Mereka harus menunggu kondisi politik dan keamanan 

                                                           
47

 Ira M. Lapindus, Sejarah Sosial Ummat Islam, Terj  Ghufron A  Mas’adi (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2000), 343.  
48

 Untuk mengetahui susunan panitia P3H lihat Keputusan Presiden No. 290 tahun 1962. Susunan 

panitia P3H ditambah anggotanya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 181 tahun 

          
49

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,      
50

 Sejak Indonesia merdeka, Irian Barat masih berada di tangan pemerintah Belanda dan belum 

diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Kasus Irian Barat membuat hubungan Indonesia-

Belanda kembali memanas hingga pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno 

mengeluarkan komando Tri Komando Rakyat (trikora) untuk berkonfrontasi secara militer dengan 

Belanda. Dengan diucapkannya trikora maka dimulailah konfrontasi total terhadap Belanda. Lihat 

Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI,    -
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kondusif. Baru pada 1963 mereka bisa berangkat haji. Namun, calon jamaah 

haji harus menambah setoran ONH mereka.
51

 

P3H dengan segala kemampuan dan kekurangannya yang masih baru 

mulai menyelenggarakan hal-hal terkait penyelenggaraan haji, baik di bidang 

administrasi maupun di bidang teknis. Di tahun pertama sejak 

pembentukkannya, P3H menentukan besarnya ONH. Untuk penyetoran ONH 

mulai 1962 disetorkan langsung ke Bank Indonesia. Pada 1963, dibentuk Biro 

Urusan Haji. Biro Urusan Haji membantu P3H sebagai pelaksana 

penyelenggaraan urusan haji dengan ketentuan bahwa tugas yang diserahkan 

terbatas hanya dalam bidang administrasi saja, sedangkan di bidang teknik 

operasional diserahkan kepada PHI.
52

 Pada 1963, kerja sama antara 

pemerintah dengan lembaga swasta (PHI) dipulihkan kembali dalam 

mengurus jamaah haji.
53

 

Sejak berdirinya P3H, ONH setiap tahun semakin meningkat seiring 

dengan meningkatnya jumlah jamaah haji. Pada 1962, biaya ONH sebesar Rp. 

60.000 naik 45% dari tahun sebelumya. Di tahun berikutnya, biaya ONH 

sebesar Rp. 200.000 naik 334%. Selama ini memang setiap tahun terus terjadi 

kenaikan biaya ONH. Di tahun 1965, setoran ONH melesat hingga sebesar 

Rp. 2.260.000.
54

 Meningkatnya biaya ONH disebabkan tingkat inflasi yang 

                                                           
51

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,     
52

 Ibid.,    -      
53

 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,      
54

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,   -    
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tinggi akibat kekacauan di bidang politik yang mempengaruhi berbagai 

macam sektor kehidupan, termasuk ekonomi. 

Tahun 1964, P3H dibubarkan digantikan Dewan Urusan Haji (DUHA) 

dengan ketuanya tetap Muljadi Djojomartono (Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat). Pada masa DUHA ini, cita-cita umat Islam untuk 

mempuyai kapal haji sendiri mulai terealisasikan. Dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden No. 122 tahun 1964 tentang upaya melakukan pembelian 

kapal dan alat-alat angkutan yang khusus untuk mengangkut jamaah haji 

Indonesia. Maka pada tahun itu, berdirilah PT. Arafat yang bergerak di bidang 

pelayaran dan diberi wewenang yang sama seperti PT. MUSI yang pada 1962 

dibekukan oleh pemerintah. 

Berdirinya PT. Arafat yang bergerak dalam bidang pengangkutan 

jamaah haji mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam. Walaupun 

modal pembelian kapal-kapal PT. Arafat diperoleh dari saham yang harus 

dibeli oleh calon jamaah haji. Instruksi DUHA tentang pembelian saham ke 

seluruh daerah tingkat I/Provinsi mendapatkan respon yang positif dari 

masyarakat. Jumlah penyetor/pembeli saham dalam tempo yang singkat 

mencapai puluhan ribu orang.
55

 Pada tahun tersebut, setiap calon haji yang 

mendaftar sebagai calon haji diwajibkan membeli saham PT. Arafat dan yang 

tidak membeli pendaftarannya ditolak serta akan kehilangan haknya sebagai 

calon haji.
56

 

                                                           
55

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,    -

      
56

 Kewajiban membeli saham PT. Arafat tersebut terkesan memaksa para calon jamaah haji. Sebab 

setiap pendaftar calon haji, baik yang mengulangi maupun yang baru diharuskan menyetor uang 
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Pada 1965, dalam rangka melanjutkan usaha untuk menyempurnakan 

dan mempertinggi daya kerja Kabinet Dwikora, maka organisasi 

penyelenggaraan urusan haji ditetapkan menjadi Departemen Urusan Haji 

dengan KH  Farid Ma’ruf sebagai Menteri Urusan Haji (kemudian Menteri 

Urusan Haji diganti dengan Deputy Menteri Urusan Haji). Menteri Urusan 

Haji bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan haji secara 

menyeluruh.
57

 Adapun tugas Departemen Urusan Haji yaitu: Pertama, 

menentukan kebijakan penyelenggaraan haji. Kedua, mengatur 

penyelenggaraan haji dan mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan 

urusan haji di dalam maupun di luar negeri. Ketiga, menyempurnakan 

pendidikan para calon jamaah haji, terutama tentang pengetahuan haji dan 

kepribadian bangsa. Keempat, membimbing jiwa para jamaah haji yang telah 

kembali ke tanah air agar tetap berguna bagi agama, bangsa dan negara.
58

 

Belum setahun sejak dibentuknya Departemen Urusan Haji, struktur 

pemerintahan berubah dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 249 

tahun 1965, yang menyatakan bahwa tugas-tugas yang sebelumnya dikerjakan 

oleh Dewan Urusan Haji (DUHA) yang kemudian dialihkan lagi kepada 

Departemen Urusan Haji dipindahkan lagi kepada Menteri Koordinator 

Kompartimen Urusan Agama (Departeman Agama) yang dipimpin oleh KH. 

                                                                                                                                                               
harga saham sebesar Rp. 50.000 ke Bank Indonesia. Lihat Pengumuman Haji Dewan Urusan Haji 

(DUHA) No. 04 Tahun 1964 tentang pembelian kapal-kapal haji poin ketiga. Bagi jamaah haji 

yang tidak menyetor sejumlah uang tersebut maka pendaftaran hajinya di tolak dan akan hilang 

hak pendaftaran mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga apabila mengulang kembali 

pendaftarannya sebagai calon haji di tahun yang akan datang, maka akan dianggap sebagai calon 

haji yang pertama daftar (calon haji baru).  
57

 Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 180 Tahun 1965. 
58

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,     
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Saifuddin Zuhri. Menteri tersebut mendapat wewenang untuk mendirikan 

Dewan Penasehat Urusan Haji yang bertugas membantu menentukan 

kebijakan urusan haji. Namun, tugas administrasi urusan haji tetap diserahkan 

kepada Departemen Urusan Haji.
59

 

Bertepatan dengan persiapan penyelenggaraan haji, pada bulan 

September 1965 terjadi peristiwa G 30 S/PKI yang menggemparkan 

Indonesia. Kekacauan yang terjadi di tanah air akibat terjadinya peristiwa G 

30 S/PKI tidak mengurungkan niat umat Islam Indonesia untuk pergi haji. 

Tercatat pada 1965, jumlah jamaah haji yang berangkat sebanyak 15.004 

orang dari jumlah pendaftar sebanyak 245.400 orang, dengan didampingi 60 

MPH dan 108 RKHI.
60

 

Pasca terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, perkembangan dan perubahan 

dalam struktur organisasi penyelenggaraan haji terus berjalan sesuai dengan 

perkembangan administrasi pemerintah. Pada 1966, dengan dikeluarkannya 

Keputusan Presiden No. 170 tahun 1966, Departemen Urusan Haji berubah 

menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah lingkungan dan Koordinasi 

Departeman Agama. Selama kekacauan politik Indonesia pasca peristiwa G 30 

S/PKI kebijakan penyelenggaraan haji menggunakan pijakan pada Keputusan 

Menteri Haji No. 16 tahun 1965. Dalam Keputusan Menteri Haji tersebut, 

penyelenggaraan urusan haji di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
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 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia,      
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Jenderal Urusan Haji, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh aparat 

pemerintah daerah bersama kepala staf urusan haji.
61

 

D. Penyelenggaraan Perjalanan Haji Oleh Swasta 

Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama RIS tanggal 18 

Januari, maka pada tanggal 21 Januari 1950, Badan Kongres Muslimin 

Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang secara khusus menangani 

kegiatan penyelenggaraan haji. Yayasan yang didirikan BKMI tersebut 

bernama Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI).
62

 Kemudian 

Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI) ini dikenal dengan nama 

yayasan Perjalanan Haji Indonesia (PHI),
63

 dengan KH. M. Sudjak PHI 

sebagai ketuanya dan KH. Wahab Hasbullah sebagai wakilnya.
64

 

PHI didirikan dengan tujuan untuk mengatur, menyelenggarakan dan 

mengawasi perjalanan haji Indonesia. PHI bertugas mengurus masalah yang 

bersifat layanan sosial dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perjalanan 

haji. Sebulumnya, tugas tersebut dilakukan oleh agen-agen Kongsi Tiga, 

Broker dan para badal syech yang kerap mengambil keuntungan dan 

pemerasan kepada para calon jamaah haji. Dengan adanya PHI peran agen 
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 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,      
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 Lihat Putusan BKMI No. 1/B.K.M.I/L.S.E./50 tanggal 21 Januari 1950. 
63

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,     
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 KH. M. Sudjak (    -      lahir di Kauman Yogyakarta. Ayahnya, H. Hasyim  adalah seorang 

abdi dalem Kraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. KH. 

M. Sudjak merupakan seorang aktivis Muhammadiyah yang menaruh perhatian besar pada urusan 

haji. Sejak didirikannya Muhammadiyah, KH. M. Sudjak menjabat sebagai komisaris Bagian 

Penolog Haji (BPH). Pada tahun 1922, KH. M. Sudjak dan M. Wirjopertomo pergi ke Mekkah 

untuk mensurvei kondisi perjalanan haji. KH. M. Sudjak juga merupakan perintis Persatuan 

Djamaah Haji Indonesia (PDHI) di masa pasca kemerdekaan. Hingga akhir hayatnya KH. M. 

Sudjak masih terus aktif di bidang urusan perjalanan haji. Oleh karena itu, KH. M. Sudjak dikenal 

sebagai pelopor perbaikan perjalanan haji Indonesia. M. Yunan Yusuf, Ensiklopedi 

Muhammadiyah (Jakarta: 2005, PT RajaGrafindo Persada), 353.     
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haji, broker, dan badal syech dapat diminimalisir sehingga pemerasan yang 

kerap terjadi kepada calon jamaah haji tidak terulang kembali.
65

 

Kedudukan PHI sebagai yayasan yang bergerak dalam usaha 

memperbaiki penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia diperkuat dengan 

dikeluarkannya surat Kementerian Agama RIS (KH. Wahid Hasyim) No. 3170 

tanggal 6 Februari 1950. Kedudukan PHI diperkuat lagi dengan 

dikeluarkannya surat edaran Menteri Agama RI (KH. Faqih Usman) di 

Yogyakarta No. A./III/I/648 tanggal 9 Februari 1950, yang menunjuk PHI 

sebagai satu-satunya institusi yang sah di samping pemerintah untuk 

mengurus dan menyelenggarakan perjalanan haji.
66

 Dengan demikian, 

pemerintah memberi kuasa kepada PHI untuk menyelenggarakan perjalanan 

haji. Sehingga pada waktu itu, penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab 

Kementerian Agama dan PHI sebagai satu-satunya yayasan/lembaga yang sah 

yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mengatur, melaksanakan dan 

mengawasi perjalanan haji. 

Pengesahan dan pengakuan badan hukum kepada PHI disertai dengan 

syarat bahwa PHI berbentuk waqaf dan berlandaskan hukum publik dan 

syariat Islam. PHI terdiri dari pimpinan pusat dan pimpinan cabang. PHI 

berada di setiap karesidenan. Dalam pelaksanaan tugasnya, PHI bertanggung 

jawab kepada Kementerian Agama. Tugas PHI adalah memberi penerangan 

(pengetahuan) dan bimbingan tentang ibadah haji, mengatur pemberangkatan 
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 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,      



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

dan pemulangan ibadah haji, sarana pemondokan, penginapan dan segala 

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjalanan haji.
67

  

Untuk memantapkan kedudukan PHI, pada tanggal 13 April 1954 

dikeluarkan surat penetapan Menteri Agama (KH. Masykur) No. 9 tahun 

      Dalam surat tersebut, pemerintah menetapkan yayasan PHI sebagai 

satu-satunya lembaga (swasta) yang mempunyai kredibilitas dan sesuai untuk 

menangani penyelenggaraan perjalanan haji.
68

 Pemerintah mengakui kinerja 

yang telah dicapai oleh PHI selama ini dalam menyelenggarakan perjalanan 

haji. PHI telah membuktikan kepada pemerintah berhasil memperbaiki sistem 

penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. 

Sejak dikeluarnya surat penetapan Menteri Agama tahun 1954, 

peranan dan kedudukan PHI sangat berpengaruh dalam penyelenggaran 

perjalanan haji. Hal ini disebabkan tugas PHI yang bergerak di bidang teknik 

operasional dalam penyelenggaraan urusan haji. Administrasi urusan haji di 

luar negeri juga dipercayakan kepada PHI (perwakilan Jeddah) sehingga pada 

waktu itu seolah-olah terkesan ada dua kepengurusan (Kementerian Agama 

dan PHI) dalam menangani urusan haji. Apalagi sejak berdirinya, PHI 

mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Dampaknya, PHI seolah-olah 

dianggap sebagai lembaga semi pemerintah dan merupakan bagian dari 

Kementerian Agama.
69
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 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,   -    
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 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,      
69

 Anggapan bahwa PHI sebagai lembaga semi pemerintah atau bagian dari Kementerian Agama 

pada masa itu sangat wajar. Sebab, yang menjabat sebagai menteri-menteri agama pada masa itu 

adalah tokoh-tokoh yang merintis berdirinya PHI. Sehingga antara PHI dengan Kementerian 
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Kedudukan dan dominasi PHI dalam penyelenggaraan perjalanan haji 

diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 

1956 tentang komisaris pemerintah pada PHI pusat. Di susul kemudian 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama No. 4 tahun 1957 tentang 

penunjukkan PHI untuk mengurus pengambilan uang oleh maskapai pelayaran 

atau tiket kapal kepada para jamaah haji yang ada di Arab Saudi. Selama ini 

jamaah haji mengirim ONH kepada wakil PHI di pelabuhan Besar, lalu 

perwakilan PHI mengirim kepada BNI (setelah ada BHI dikirim ke BHI) 

pelabuhan dan dibukukan atas nama PHI. Tentunya atas sepengetahuan dan 

tanggung jawab keuangan disampaikan kepada Kementerian Agama.
70

 

Sejak berdirinya PHI pada 1950 hingga 1959 dapat dikatakan 

penyelenggaraan haji di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan 

peran PHI. PHI berhasil memprakarsai berdirinya Majelis Pimpinan Haji 

(MPH) dan Rombonga Kesehatan Haji Indonesia (RKHI) pada 1950. PHI juga 

turut andil dalam pendirian PT. Pelayaran Muslim Indonesia (MUSI) dan 

Bank Haji Indonesia (BHI) pada 1952. Namun, sejak dikeluarkannya 

Keputusan Menteri Muda Agama No. 36 tahun 1959, tentang posisi dan 

penarikan pengakuan PHI sebagai lembaga yang bekerja di bawah 

perlindungan Departemen Agama.
71

 Maka pada tahun itu, PHI dihadapkan 

pada dua pilihan, yaitu mencari bentuk lain untuk tetap ikut dalam 

                                                                                                                                                               
Agama mempunyai kedekatan dan keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Lihat Sumuran 

Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,      
70

 Ibid.,82. 
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 Moch Nur Ichwan, “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”,      
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melaksanakan penyelenggaraan haji atau membubarkan diri.
72

 Apalagi dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan 

urusan haji, posisi PHI dalam penyelenggaraan perjalanan haji semakin 

dipersempit oleh pemerintah dan segala sesuatu yang terkait dengan 

penyelenggaraan perjalanan haji, baik teknis maupun administratif, 

dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen Agama). 

Tugas PHI setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 

1960 hanya terbatas pada menyediakan fasilitas penampungan 

(asrama/pemondokan) jamaah haji di kota pelabuhan besar 

(embarkasi/debarkasi), serta menyediakan pekerja untuk mengangkut barang 

bawaan para jamaah haji.
73

 Mulai 1960, atas perintah pemerintah Indonesia 

kantor perwakilan PHI di Jeddah ditutup.      akhirnya PHI dibekukan oleh 

pemerintah. Setahun kemudian, PT. MUSI dan Bank Haji Indonesia (BHI) 

yang berdiri atas prakarsa PHI juga dibubarkan oleh pemerintah. Pembekuan 

badan-badan yang terkait dengan PHI merupakan dampak politik Indonesia 

pada waktu itu. Tokoh-tokoh PHI banyak yang menjadi anggota Masyumi, 

yang sejak tanggal 13 September 1960 dibubarkan karena keterlibatan 

beberapa pemimpinnya dalam pemberontakan PRRI/Permesta.
74

 

Pada     , PHI dipanggil kembali oleh pemerintah untuk membantu 

menyelenggarakan perjalanan haji. Dipanggilnya PHI atas dasar pertimbangan 
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 Namun kerena kegigihan dari tokoh-tokoh NU seperti KH. Musta’in Romli dan KH  Idham 

Cholil PHI tidak sampai dibubarkan pada tahun 1959. Lihat Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, 

Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, 130. Lihat pula Achmad Nizam dan Alatief 

Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker,     
73

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia,      
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 Musyrifah Sunanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71-    
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pengalaman menyelenggarakan perjalanan haji selama 10 tahun sejak 1950-

    . PHI kembali menangani bidang teknis operasional urusan haji 

sedangkan urusan administrasi dipegang oleh P3H.
75

 Tahun 1964, P3H 

dibubarkan dan digantikan oleh DUHA. Pada masa DUHA, PHI hanya 

menangani urusan pemondokan jamaah haji. Sejak 1964-1968 PHI hanya 

berkonsentrasi menangani pembangunan asrama haji saja.
76

 

E. Transportasi Haji  

Transportasi haji dari masa ke masa terus berkembang dan mengalami 

perbaikan. Dari mulai kapal layar beralih ke kapal uap. Dari semula jamaah 

haji menggunakan kapal dagang beralih menggunakan kapal penumpang. 

Penggunaan kapal penumpang ini di mulai sejak awal abad ke-20, di mana 

banyak organisasi sosial keagamaan yang protes dan menuntut perbaikan 

fasilitas di atas kapal haji oleh Kongsi Tiga yang didirikan sejak     . Kongsi 

Tiga merupakan maskapai yang resmi ditunjuk pemerintah Belanda untuk 

mengangkut jamaah haji Indonesia. Oleh karena itu, sejak 1873 hingga 

berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia, umat Islam menggunakan kapal 

milik Kongsi Tiga untuk pergi haji. 

Pasca diproklamasikan kemerdekaan Indonesia, antara 1945-1949 

pemerintah Indonesia belum mampu menyelenggarakan perjalanan haji dan 

belum mempunyai sarana pengangkutan haji sendiri. Selama rentang waktu 

tersebut penyelenggaraan perjalanan haji masih dilakukan oleh Belanda di 
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 Ibid., 214. Bandingkan dengan Kaksim yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perjalanan 

haji dikelola oleh PHI hingga tahun       Lihat Kaksim, “Berhaji Pada Masa Orde Baru di 

Sumatera Barat 1966-    ”, Jurnal Pelangi, Vol. 3, No. 2 (2011), 96.  
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wilayah yang berhasil dikuasainya dengan menggunakan kapal-kapal Kongsi 

Tiga.
77

 Pemerintah Indonesia baru bisa menyelenggarakan perjalanan haji 

pada tahun 1950, itu pun dengan menggunakan kapal Kongsi Tiga. 

Pada 1952 didirikan perusahaan pelayaran bernama PT. Pelayaran 

Muslim Indonesia (PT. MUSI). PT. MUSI ini mendapat dukungan dari 

pemerintah dan merupakan satu-satunya perusahaan yang menjadi panitia 

penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia.
78

 PT. MUSI diberi tanggung 

jawab sebagai petugas operasional yang mengkoordinasi maskapai-maskapai 

pelayaran pengangkutan jamaah haji dan mencarter kapal haji.
79

 Selama 10 

tahun berkiprah, PT. MUSI tidak memiliki kapal sendiri untuk mengangkut 

jamaah haji. Oleh karena itu, PT. MUSI harus mencarter dari perusahaan 

kapal swasta, baik domestik maupun maskapai asing,
80

 seperti menggunakan 

kapal Kongsi Tiga, Inaco, Pelni dan Jakarta Lloyd untuk mengangkut jamaah 

haji Indonesia. 

Seiring bertambahnya jumlah pendaftar haji pasca perang 

kemerdekaan, pada 1953 pemerintah memberikan pilihan kepada umat Islam 

untuk pergi haji menggunakan kapal laut atau pesawat terbang. Pengunaan 
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 Pada masa itu masih terjadi perang kemerdekaan dan Belanda ingin kembali menguasai kembali 
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 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker,      
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pesawat terbang untuk pergi haji dianggap lebih efisien dibandingkan dengan 

menggunakan kapal laut. Sehingga sejak 1953, umat Islam Indonesia mulai 

menggunakan pesawat terbang untuk pergi haji. Namun, terdapat perbedaan 

tarif angkutan haji yang besar antara tarif haji kapal laut dengan tarif haji 

udara. Apalagi biaya pergi haji dengan pesawat terbang pada waktu itu harus 

dibayar dengan dolar. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan Pengumuman 

Pemerintah No. 13 tahun 1953, yang menjelaskan bahwa pergi haji 

menggunakan pesawat terbang dapat diusahakan sendiri secara mandiri.
81

 

Selama penyelenggaraan haji pada 1953, jumlah jamaah haji yang 

menggunakan pesawat terbang sebanyak 293 orang, sedangkan yang 

menggunakan kapal laut sebanyak 14.031 orang. 1954 jumlah pengguna kapal 

terbang turun menjadi 82 orang, 1955 jumlah pengguna kapal terbang 

meningkat kembali menjadi 240 orang,
82
      jumlahnya meningkat menjadi 

288 orang, dan pada 1957 turun kembali menjadi 240 orang. Pada 1958 tidak 

ada jamaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang, jamaah haji 

menggunakan pesawat terbang kembali pada 1959 dengan jumlah 146 orang. 

Tahun 1960-1966 tidak ada jamaah yang menggunakan pesawat terbang untuk 

pergi haji, baru pada masa Orde Baru penggunaan pesawat terbang untuk 

pergi haji diadakan kembali.
83
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 Pada tahun 1955, PT. MUSI berencana mencarter kapal Inaco dan Kongsi Tiga. Namun karena 

ada beberapa kendala sehingga hanya bisa mencarter kapal-kapal milik Kongsi Tiga untuk 

memberangkatkan jamaah haji. Akan tetapi tidak semua jamaah bisa terangkut dan untuk mengejar 

ketertinggalan kapal yang telah berangkat terlebih dulu PT. MUSi menjalin kontrak tambahan 

dengan Garuda untuk mengangkut jamaah haji. Ibid., 111. 
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Achmad Nizam dan Alatief Hanan.  
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Perjalanan haji menggunakan pesawat terbang yang memakan waktu 

singkat menurunkan jumlah kematian jamaah haji. Dari jumlah 14.031 orang 

(naik kapal laut), terdapat 278 orang jamaah haji yang meninggal pada tahun 

1953, semuanya berasal dari jamaah haji yang menggunakan kapal laut, 

sedangkan yang menggunakan pesawat terbang semuanya kembali dengan 

selamat. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah berusaha tetap 

mempertahankan pemakaian pesawat terbang untuk mengangkut jamaah haji 

dan mengurangi jumlah jamaah haji yang menggunakan kapal laut. Namun, 

karena kondisi ekonomi, sosial dan politik yang belum stabil, akhirnya 

pemerintah masih mempertahankan penggunaan kapal laut sebagai media 

pengangkutan jamaah haji Indonesia.
84

 Dengan digunakannya pesawat terbang 

merupakan bentuk kemajuan dalam penyelenggaraan perjalanan haji 

Indonesia, meskipun pemerintah tetap mempertahan penggunaan kapal laut. 

Masyarakat pada waktu itu dapat memilih menggunakan kapal laut atau 

pesawat terbang berdasarkan biaya yang mereka miliki. Sebab, terdapat 

perbedaan tarif yang cukup besar antara pesawat terbang dan kapal laut. 

Di samping ada jamaah haji yang menggunakan pesawat terbang, pada 

1953 juga diumumkan tentang perbaikan akomodasi di atas kapal-kapal haji. 

Kapal haji harus dilengkapi dengan ventilasi yang cukup dan setiap masing-

masing jamaah haji di atas kapal harus mendapatkan ruangan 2,5 meter 

persegi.
85

 Selama ini peraturan tentang kapal haji masih mengadopsi 

ordonansi tahun 1922 No. 698 warisan dari pemerintah Belanda. Pada 1956 
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diadakan perbaikan akomodasi kapal kembali dengan menambah ruangan di 

tiap kapal-kapal haji. Penambahan ruangan ini dimaksudkan agar antara laki-

laki dan perempuan yang bukan suami-istri tidak tercampur dalam satu 

ruangan yang panas, yang terkadang mereka harus membuka baju dan terlihat 

sebagian auratnya seperti yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
86

 

Pada 1958, pemberangkatan jamaah haji dengan kapal laut mengalami 

kendala. Pemberangkatan haji yang seharusnya menggunakan 4 buah kapal, 

ternyata hanya dengan menggunakan 2 kapal saja. Hal ini dikarenakan 2 kapal 

haji terkena peraturan baru di bidang pelayaran. Dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1957, kapal-kapal berbendera asing harus 

mendapatkan dispensasi terlebih dahulu. Kapal-kapal haji yang dicarter oleh 

PT. MUSI umumnya merupakan kapal milik perusahaan asing. Akibatnya, 

banyak calon jamaah haji yang terpaksa ditunda keberangkatannya pada tahun 

berikutnya.
87

 

Di tahun 1959 keadaan di kapal haji sudah lebih baik. Pada waktu itu, 

kapal haji sudah lebih modern dengan dilengkapi AC, kamar mandi dan kamar 

kecil sendiri. Apalagi bagi penumpang VIP dilengkapi dengan beberapa 

fasilitas di setiap kamarnya. Bagi penumpang kelas ekonomi juga dilengkapi 

dengan bangku-bangku dan ruangan tersendiri untuk melepas lelah.
88
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 Tentang ketentuan dispensasi kapal berbendera asing lihat Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 

1957 dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1957. Peraturan ini diubah dengan Peraturan 

Pemerintah No. 29 tahun 1958 tentang ketentuan mempercepat diberikannya dispensasi 

berdasarkan pertimbangan Panitia Perizinan Pelayaran. Lihat pula Sumuran Harahap dan Mursidi 
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Persediaan air dan kebersihan di dalam kapal juga mulai diperhatikan. Kapal-

kapal milik Kongsi Tiga juga umumnya sudah menyiapkan cukup tempat 

untuk orang-orang yang sakit dan tempat tidur dalam ruangan. Kapal Tydarus 

juga menyediakan 48 tempat tidur lengkap dengan matras dan ruangan-

ruangan kecil yang masing-masing berisi 6 tempat tidur, sehingga mudah 

digunakan untuk tempat orang sakit, isolasi dan sebagainya.
89

 

Sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang 

penyelenggaraan urusan haji, yang disusul dengan Ketetapan MPRS RI tahun 

1960, pemerintah mengambil alih seluruh perhubungan dan angkutan baik di 

darat, laut, dan udara.
90

 Maka pada 1962, PT. MUSI dibubarkan oleh 

pemerintah dan diganti dengan didirikannya PT. Arafat tahun 1964. PT. Arafat 

didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 1 Desember 1964 No. 21, yang 

kemudian diubah dengan akta Notaris tanggal 19 Februari 1965. Kedua akta 

Notaris dibuat di hadapan orang yang sama, yaitu Notaris Soeleman 

Ardjasasmita, Menteri Kehakiman No. JA.5/20/22 tanggal 24 Februari 1965 

dan didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 

524 tanggal 9 Maret 1965. Pengesahan akta tersebut diumumkan dalam Nerita 

Negara RI No. 64 tahun 1965. Adapun tujuan didirikannya PT. Arafat adalah 

untuk menyelenggarakan pengangkutan jamaah haji laut dan membantu 
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 Lihat PP RI No. 3 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji pasal 2, poin g-j, lihat pula 

Ketetapan MPRS RI No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasioanal 

Cemesta Berencana Tahapan Pertama 1961-     pasal 6, poin 4. 
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pemerintah menjalankan segala usaha, baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang berbuhungan dengan bidang pelayaran.
91

 

Didirikannya PT. Arafat tidak bisa dilepaskan dari peran Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat, H. M. Muljadi Djojomartono. Ia adalah 

arsitek utama pendirian PT. Arafat sekaligus kepala Dewan Perwakilan 

Pemegang Saham dari PT. Arafat.
92

 Berbeda dengan PT. MUSI yang hanya 

bertindak hanya sebagai agen dan pencarter kapal haji, PT. Arafat membeli 

kapal haji dengan modal pembelian kapal diperoleh dari saham yang harus 

dibeli oleh calon jamaah haji. Walaupun terkesan memaksa dengan 

dikeluarkannya Pengumuman Haji Dewan Urusan Haji (DUHA) No. 04 tahun 

1964 tentang pembelian kapal-kapal haji dan Pengumuman Haji No.    tahun 

1965 tentang pendaftaran calon haji dengan syarat membeli saham dari PT. 

Arafat. Namun Jumlah penyetor/pembeli saham PT. Arafat dalam waktu yang 

singkat mencapai puluhan ribu orang.
93

 

Kapal yang berhasil dibeli dan digunakan untuk mengangkut jamaah 

haji Indonesia adalah KM (Kapal Motor) Gunung Jati, KM Tjut Nyak Dien, 

KM Ambulombo, KM Pasific Abeto, KM Belle Abeto, KM Le Harve Abeto, 

dan KM La Grande Abeto. Kapal-kapal ini merupakan kapal laut yang 

mempunyai keunggulan teknologi pada masa itu, yang dapat berlayar 

mengarungi laut dari Indonesia ke Timur Tengah dengan jangka waktu kurang 
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lebih satu bulan untuk pergi-pulang.
94

 Penggunaan kapal-kapal haji dari PT. 

Arafat ini terus digunakan oleh umat Islam hingga masa Orde Baru dan PT. 

Arafat dinyatakan pailit lalu dibubarkan. 

F. Kesehatan Haji 

Kesehatan jamaah haji merupakan komponen penting dalam 

penyelenggaraan perjalanan haji. Pasalnya, sejak masa kolonial Belanda 

hingga di masa RIS, angka kematian jamaah haji Indonesia cukup tinggi 

selama perjalanan pergi-pulang haji maupun ketika berada di tanah suci. Di 

masa RIS (musim haji 1950) misalnya, jumlah jamaah haji yang meninggal 

sebanyak 320 orang dari jumlah yang berangkat 9.892 orang.
95

 Rombongan 

Kesehatan Haji Indonesia (RKHI) yang dibentuk pada 1950 juga belum 

maksimal. RKHI hanya bertugas merawat dan menjaga kesehatan jamaah haji 

di kapal selama perjalanan pergi-pulang haji.
96

 Dalam pelaksanaannya RKHI 

bersifat pasif sebab hanya melayani jamaah haji yang datang ke tim RKHI 

atau tim RKHI yang dipanggil oleh jamaah untuk mengobatinya, sehingga 

RKHI tidak mempunyai catatan pasti kesehatan jamaah haji.
97

 

Dari laporan-laporan dokter kedutaan, jamaah haji sering menderita 

penyakit priklyheat, malaria, pneumonia, bronchitis, heatstroke dan lain-lain. 

Sejak 1954 sengatan panas di Arab Saudi umumnya dianggap sebagai 

penyebab kematian. Selain itu, tempat pemondokan yang kurang baik, 
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 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 106. 
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penyakit bawaan, kelelahan yang dialami oleh jamaah haji sejak turun dari 

kapal, dimana selama kurang lebih dua minggu mereka terpaksa hidup dalam 

ruang yang sempit juga merupakan penyebab kematian. 

Untuk meminimalkan terjadinya kematian jamaah haji, dilakukan 

pemeriksaan kesehatan kepada para calon jamaah haji. Hal ini berdasarkan 

Internasional Sanitary Regulation atas perantara pemerintah Arab Saudi, 

calon jamaah haji sebelum berangkat harus memperoleh dua kali suntikan 

kolera dengan rentang waktu paling lama tujuh hari antar suntikan. Untuk 

memenuhi peraturan tersebut ditetapkan bahwa: Pertama, setiap calon jamaah 

yang telah mendapat kuota haji diberi suntik cacar. Kedua, suntikan TCD 

pertama diberikan oleh dokter pelabuhan embarkasi sebelum berangkat. 

Ketiga, suntikan TCD kedua diberikan oleh dokter kapal selama perjalanan 

setelah tujuh hari dari suntikan TCD pertama. Keempat, calon jamaah yang 

telah diberi suntikan akan mendapat sertifikat kesehatan atau surat keterangan 

kesehatan.
98

 Namun, dalam prakteknya ada beberapa masalah dengan jamaah 

haji yang disebabkan pemeriksaan kesehatan yang terlalu dekat dengan waktu 

pemberangkatan. Selain itu, selama ini peraturan terkait kesehatan haji masih 

mengikuti peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda (ordonansi 1902 

No. 317, 370 dan 1904 No. 97). Akibatnya, banyak orang tua yang lanjut usia, 

wanita hamil, penderita TBC yang lolos dari pemeriksaan. 

Dalam rangka menanggulangi agar tidak ada kesalahan dalam 

pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji, maka pada 1957, dikeluarkan 
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siaran Menteri Kesehatan No. 10573/IIISH/1957. Isi siaran Menteri Kesehatan 

tersebut membahas pemeriksaan kesehatan jamaah dan syarat-syarat kesehatan 

haji. Adapun syarat-syarat pemeriksaan jamaah haji yaitu: Pertama, ketentuan 

umur maksimal 60 tahun dan minimal 18 tahun. Kedua, tidak menderita 

penyakit menahun (TBC, lepra, jantung, asma dan sejenisnya). Ketiga, dapat 

beraktivitas tanpa bantuan orang lain. Keempat, tidak sedang hamil 

(kehamilan hanya diperbolehkan maksimal 2 bulan). Kelima, tidak menderita 

penyakit menular. Keenam, syarat pemeriksaan kesehatan minimal 1 bulan 

sebelum keberangkatan.
99

 Ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan jamaah 

dan syarat-syarat kesehatan haji diubah dan disempurnakan lagi dengan 

dikeluarkannya Surat Menteri Kesehatan No. 9993/UISH/8 tanggal 14 Januari 

      

G. Akomodasi Haji  

Akomodasi adalah tempat penginapan atau pemondokan sementara 

bagi jamaah haji. Pemondokan jamaah haji selama di tanah air diatur dan 

disediahkan oleh PHI. Selama masa Orde Lama sampai awal Orde Baru, PHI 

diberi tugas oleh pemerintah untuk mengatur pemberangkatan dan 

pemulangan ibadah haji, menyediahkan sarana pemondokan jamaah haji di 

kota pelabuhan besar (embarkasi/debarkasi), dan menyediakan pekerja untuk 

mengangkut barang bawaan para jamaah haji,
100

 bahkan sejak     -    , PHI 

hanya berkonsentrasi menangani pembangunan asrama haji saja.
101
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 Lihat Peraturan Periden RI No. 3 tahun 1960. 
101

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, 214. 

Bandingkan dengan Kaksim yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perjalanan haji dikelola 
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Selama di Arab Saudi, Majelis Pimpinan Haji (MPH) yang bertugas 

menangani masalah pemondokan, hubungan dengan syekh, menangani soal 

kematian, memberi bimbingan dan pengawasan terhadap jamaah, serta 

mengadakan pendekatan dengan syekh. Oleh kerena itu, di Jeddah juga 

ditempatkan MPH yang bertugas di Madinatul Hujaj dan di pelabuhan atau 

bandara.
102

 Adapun mengenai pemondokan jamaah haji di Arab Saudi 

dilakukan oleh syekh dan muzawir. Setelah tiba di Madinah jamaah haji 

Indonesia diterima serta ditampung oleh para muzawir. Tugas muzawir dan 

syekh adalah menyediahkan pemondokan bagi jamaah haji Indonesia lengkap 

dengan akomodasinya selama 10 hari di Madinah, membawa dan mengantar 

jamaah haji berziarah selama di Madinah, mengurus dan menyelesaikan 

masalah jamaah haji yang menjadi tanggung jawabnya serta melapor kepada 

KBRI.
103

 Namun, terkait dengan pemondokan jamaah haji di Arab Saudi bisa 

dikatakan jauh dari layak. Pasalnya, jamaah haji Indonesia selama berada di 

rumah syekh dan muzawir di tempatkan pada ruangan yang sempit ditambah 

lagi dengan suasana Arab yang panas. Akibatnya jamaah haji lesu, kurang 

nafsu makan, mengalami gangguan pencernaan, timbul bintik-bintik di seluruh 

tubuhnya. Di samping itu, para jamaah haji Indonesia juga kurang 

memperhatikan kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari cara hidup 

dan bergaul yang tidak mencerminkan kebersihan. Dalam ruang yang sempit, 

para jamaah haji harus tidur, memasak, membuang kotoran, mandi dan 

                                                                                                                                                               
oleh PHI hingga tahun       Lihat Kaksim, “Berhaji Pada Masa Orde Baru di Sumatera Barat 

1966-    ”, Jurnal Pelangi, Vol. 3, No. 2 (2011), 96.  
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 Ibid., 118. 
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sebagainya.
104

 Selain masalah kurang baiknya pelayanan maupun akomodasi 

di tempat syekh atau muzawir, ada kebiasaan syekh dan muzawir yang 

meminta tambahan uang kepada para jamaah haji Indonesia untuk mengganti 

nama dan sebagainya. 

H. Konsumsi Haji 

Terkait masalah konsumsi selama masa Orde Lama, para jamaah haji 

harus mengurus makanannya sendiri. Pada waktu itu pemerintah belum 

menyediahkan jasa katering untuk para jamaah haji. Oleh karena itu, 

pemerintah memberi ketentuan tentang barang bawaan di atas kapal yang 

boleh dibawa oleh para calon jamaah haji berdasarkan surat Kongsi Tiga 

tanggal 9 Mei 1950 No. ST/S/32/1950, jamaah haji dapat membawa barang 

bawaan seberat 0,3 ton dengan gratis. Barang bawaan berupa bahan makanan 

yang boleh dibawa adalah: 30 kg beras, 10 kg kacang hijau, 3 kg gula pasir, 2 

kg teh, 2 kg kopi, 2 kg tembakau, 1 kg obat-obatan, 5 kg perkakas dapur, 5 kg 

makanan kering, 5 kg bumbu dapur, 5 kg alat dapur, 50 kg perlengkapan tidur 

dan 25 kg pakaian.
105

 Peraturan tentang barang bawaan ini direvisi 

berdasarkan surat izin pengeluaran umum dari Pusat Jawatan Eksport tanggal 

27 Desember 1960 No. 6/SIPH/Dek/60 dan surat kantor besar jawatan bea 

cukai tanggal 30 November 1960 No. IM/XII/KB/1/4 tentang macam dan 

banyaknya barang-barang yang diperbolehkan dibawa oleh jamaah haji. 

Berikut bahan-bahan makanan yang diperkenankan untuk dibawa oleh jamaah 

haji meliputi: 30 kg beras, 5 kg gula pasir, 1 kg kopi bubuk, 1 kg teh, 1 kg 
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krupuk udang, 1 kg minyak goring, 3 batang sabun cuci, 200 batang rokok 

atau 50 batang cerutu atau setengah kilogram tembakau. Apabila ada jamaah 

haji yang membawa lebih dari yang telah ditetapkan di atas maka kelebihan 

tersebut dikenakan bea cukai.
106

 Bahan makanan ini digunakan pada saat 

jamaah haji berada di Arab Saudi, sedangkan selama perjalanan pergi-pulang 

jamaah haji memperoleh makanan dari kapal haji.
107

 

Jadi selama masa Orde Lama dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan haji dibagi menjadi empat fase. Fase Pertama (1950-1959), 

penyelenggaraan haji secara administrasi dipegang oleh Kementerian Agama 

atau Departemen Agama sedangkan secara operasional dipegang PHI (PHI 

merupakan lembaga swasta satu-satunya yang diakui pemerintah pada masa 

orde lama). Fase Kedua (    -1962), secara keseluruhan baik administasi 

ataupun operasional dipegang oleh Departemen Agama. Fase Ketiga (1963-

1964), P3H sebagai pelaksana penyelenggaraan urusan haji namun hanya 

terbatas dalam bidang administrasi saja (PHI dipulihkan tahun 1963 dan 

kembali menangani di bidang teknik operasional urusan haji). Fase Keempat 

(1964-1965), penyelenggaraan ibadah haji dipegang oleh DUHA. Terkotak-

kotaknya penyelenggaraan haji dalam beberapa fase disebabkan oleh situasi 

politik pada masa itu, yang turut mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait 

dengan urusan penyelenggaraan perjalanan haji. Umumnya kebijakan haji 
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 Untuk mengetahui makanan yang diperoleh dari kapal haji lihat Rina Farihatul Jannah, 
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(Skripsi, UIN Sunan Ampel Fakultas Adab dan Humaniora, Surabaya, 2016), 58-60. Umumnya 

kebijakan haji pada masa Orde Lama masih menggunakan kebijakan ordonansi haji sehingga 

makanan yang diperoleh dalam kapal haji juga masih menggunakan aturan kapal haji masa 

kolonial.  
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yang keluarkan oleh pemerintah Orde Lama bertujuan untuk memperbaiki 

penyelanggaraan perjalanan haji yang selama ini masih menggunakan 

ordonansi haji buatan pemerintah Belanda. Selain itu, kebijakan haji yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Orde Lama juga merespon keadaan sosial, 

ekonomi masyaraka Islam pada waktu itu.    

Selama masa Orde Lama terdapat dua perusahan yang menyediakan 

layanan pengangkutan haji haji, yaitu PT. MUSI dan PT. Arafat. PT. MUSI 

pada masa hanya bertindak sebagai agen dan pencarter kapal haji, sedangkan 

PT. Arafat pada masanya sudah mampu membeli kapal haji sendiri meskipun 

modalnya berasal dari colon jamaah haji. Pada 1953, umat Islam Indonesia 

juga sudah mulai menggunakan pesawat terbang untuk pergi berhaji, 

meskipun hanya sampai tahun 1959. Dengan demikian, adanya penggunaan 

pesawat terbang untuk pergi haji dan sudah adanya kapal haji sendiri yang 

dibeli oleh umat Islam merupakan wujud kemajuan dalam bidang transportasi 

penyelenggaraan perjalanan haji di Indonesia. 
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BAB IV 

PENYELENGGARAAN HAJI DI MASA ORDE BARU-REFORMASI 

       

A. Penyelenggaraan Haji Di Masa Orde Baru  

Sejak terjadinya peristiwa G 30 S/PKI, kedudukan Presiden Soekarno 

mulai goyah. Kekacauan politik, sosial, ekonomi melanda Indonesia hingga 

akhirnya mengulingkan kedudukan Seokarno sebagai presiden Indonesia. 

Dengan tumbangnya kekuasaan Seokarno maka berakhir pula masa Orde 

Lama (demokrasi terpimpin) dan lahirlah Orde Baru. Orde Baru ditunggangi 

oleh Soeharto sebagai pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Orde Baru lahir 

dengan tekad untuk melakukan koreksi terhadap demokrasi terpimpin pada 

masa Orde Lama, mengembalikan pelaksanakan UUD 1945 dan Pancasila 

secara murni dan konsekuen.
1
 

Salah satu tugas awal bagi penguasa Orde Baru sebagai pimpinan 

tertinggi negara adalah membenahi tatanan sistem pemerintahan pasca 

terjadinya G 30 S/PKI dan berakhirnya Orde Lama. Pembenahan sistem 

pemerintahan negara juga berdampak pada penyelenggaraan perjalanan haji. 

Departemen Urusan Haji berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di 

bawah lingkungan dan koordinasi Departeman Agama.
2
 Pada masa ini, 

dilakukan perubahan struktur dan tata kerja organisasi Menteri Urusan Haji 

dan mengalihkan tugas penyelenggaraan ibadah haji di bawah wewenang 

                                                           
1
 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai 

Pemandu Reformasi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2012),      
2
 Perubahan struktur organisasi merupakan dampak dari adanya penyederhanaan organisasi 

berdasarkan Keputusan Kabinet Ampera. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

Direktur Jenderal Urusan Haji, termasuk besarnya biaya, sistem manajerial 

dan bentuk organisasi yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Dirjen 

Urusan Haji No. 105 tahun 1966.
3
 

Direktorat Jenderal Urusan Haji yang merupakan penerus Departemen 

Urusan Haji bertugas menyelenggarakan urusan haji di tingkat pusat, 

sedangkan di tingkat daerah diserahkan kepada bupati/kepala daerah. Hal ini 

berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Urusan Haji dan Menteri dalam 

Negeri No. 1 dan No. 16 tahun 1965. Pada tahun 1968 baru dibentuk Dinas 

Urusan Haji di setiap daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No. 56 

tahun 1967 dan diperkuat dengan Keputusan Direktur Jenderal Urusan Haji 

No. 1 tahun 1968.
4
 

Sementara itu, jumlah pendaftar haji setiap tahun semakin bertambah 

banyak, sedangkan jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah terbatas. Melihat 

kenyataan tersebut, pemerintah mencoba memperkenalkan kembali haji 

Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) yang pernah dilaksanakan di tahun 

1956. Haji Berdikari adalah orang yang naik haji dengan menggunakan devisa 

mereka sendiri. Haji Berdikari merupakan wujud dari keinginan sebagian 

umat Islam yang mampu dan memiliki devisa sendiri serta tidak ingin 

berlarut-larut menunggu daftar panjang pergi haji sebagaimana pada 

umumnya. Lahirnya kebijakan tentang haji Berdikari merupakan realisasi dari 

hasil keputusan Musyawarah Kerja Urusan Haji tanggal 13-15 September 

                                                           
3
 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003),     
4
 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia 

(Jakarta: Insan Cemerlang, Tanpa Tahun),      
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1966. Sebagai dasar dari pelaksanaan haji Berdikari maka dikeluarkan 

Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1966.
5
 

Tahun 1966 merupakan tahun diberlakukannya kembali haji Berdikari. 

Jumlah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 400 orang. Kuota 

tersebut diperuntukan bagi mereka yang sanggup menyediakan devisa sendiri 

untuk menyokong kebutuhan selama di Arab Saudi, biaya tiket pergi-pulang, 

seragam, akomodasi dan lain-lain.
6
 Adapun syarat pendaftaran haji Berdikari 

adalah harus menunjukkan mempunyai uang $ 100, membayar tiket kapal 

pergi-pulang sebesar Rp. 35.000, membeli saham PT. Arafat, menguasai 

manasik haji, dan diutamakan bagi mereka yang telah mendaftar sebagai calon 

jamaah haji. Biaya ONH yang harus dibayar oleh calon jamaah haji Berdikari 

sebesar Rp. 67.500, dua kali lipat lebih dari pada biaya ONH umum (subsidi) 

sebesar Rp. 27.000.
7
 

Dengan diberlakukannya kembali haji Berdikari, maka sejak 1967 

penyelenggaraan ibadah haji dikembalikan kepada Keputusan Menteri Agama 

No. 92 tahun 1967, yang memberi wewenang kepada Menteri Agama untuk 

menentukan besarnya biaya ONH. Meskipun pada 1968 keputusan tentang 

besarnya biaya ONH kembali ditetapkan oleh Dirjen Urusan Haji.
8
 Berhubung 

banyaknya desakan masyarakat yang mampu yang tidak mau menunggu lama 

untuk pergi haji, maka di samping ada haji Berdikari dengan kapal laut juga 

diadakan haji Berdikari dengan pesawat terbang. Pada tahun itu pula pesawat 

                                                           
5
 Ibid., 218.  

6
 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 73 tahun 1966. 

7
 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia       

8
 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker      



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
 

terbang mulai dioperasikan kembali untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. 

Kuota yang ditetapkan untuk haji Berdikari dengan pesawat terbang sebanyak 

180 orang. Oleh karena itu, pada tahun tersebut biaya ONH ditetapkan dalam 

dua kategori. Pertama, haji kapal laut sebesar Rp. 62.500. Kedua, haji pesawat 

terbang (Berdikari) sebesar Rp. 130.000.
9
 Jumlah jamaah haji yang 

menggunakan kapal laut sebanyak 15.585 orang, sedangkan yang 

menggunakan pesawat terbang sebanyak 364 orang, yang di dampingi dengan 

Majelis Pimpinan Haji (MPH) 60 orang dan Rombongan Kesehatan Haji 

Indonesia (RKHI) 102 orang.
10

 

Mulai 1967 peran swasta dalam penyelenggaraan perjalanan haji 

dikembalikan. Kembalinya badan swasta dalam penyelenggaraan perjalanan 

haji berlandaskan Intruksi Presidium No. 27/U/IN/6/67 dan diperkuat dengan 

pernyataan Menteri Agama KH. Moh. Dahlan pada tanggal 19 Agustus 1968, 

yang membuka kesempatan kepada badan-badan swasta selain PT. Arafat dan 

Garuda untuk ikut menyelenggarakan pengangkutan jamaah haji.
11

 Ini 

merupakan kabar yang mengembirakan bagi pengusaha swasta yang ingin ikut 

dalam bisnis angkutan haji. Pasalnya sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden 

No. 3 tahun 1960 dan Ketetapan MPRS RI tahun 1960, segala sesuatu yang 

                                                           
9
 Hak-hak yang diperoleh oleh jamaah haji Berdikari adalah memperoleh biaya tempat tinggal dari 

KBRI sebesar Rls. 450, seragam, kasur bantal tikar, dapat memilih syech/muzawir sendiri, dan 

transportasi disediahkan oleh syech. Selain itu, waktu yang ditetapkan oleh pemerintah bagi 

jamaah haji Berdikari selama di Arab Saudi adalah 39 hari. Lihat  Sumuran Harahap dan Mursidi 

Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia       
10

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia (Jakarta: CV Rajawali, 1983), 124. Bandingkan 

dengan apa yang ditulis Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan 

Telaah Implementasi Knowledge Worker, 35 dan bandingkan pula dengan data dari Direktorat 

Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Infosgrafi Haji Indonesia tahun 1949 sd 2014 (Jakarta: 

Kementerian Agama Republik Indonesia, tanpa tahun), 2 dalam www.haji.kemenag.go.id. 
11

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia       
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berhubungan dengan penyelenggaraan haji hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah begitu pula dengan angkutan haji. 

Berpijak pada Intruksi Presidium dan pernyataan Menteri Agama KH. 

Moh. Dahlan, maka antara 1967-1968 lahir beberapa lembaga/badan swasta 

yang turut serta dalam penyelenggaraan perjalanan haji (khususnya haji 

Berdikari). Umumnya, mereka adalah lembaga/badan yang bergerak dalam 

usaha pengangkutan. Pemerintah memang hanya memberi izin kepada 

lembaga/badan yang bergerak dalam bidang pengangkuatan saja, sebab dalam 

bidang pengurusan penyelenggaraan haji, baik administrasi maupun 

operasional ditangani sendiri oleh pemerintah. Lembaga/badan yang didirikan 

pada masa itu seperti Yayasan Al-Ikhlash  Husami  Yamu’alim  Mukersa Haji, 

I.C.A, Al-Amin, Al-Akbar dan lain-lain. Namun, dalam prakteknya ada 

beberapa lembaga/badan swasta yang ingin mengambil keuntungan pribadi, 

baik melalui pemerasan, penipuan, dan penyimpangan dari ketentuan-

ketentuan yang berlaku atau cara-cara lain yang merugikan jamaah. Misalnya, 

kasus Mukersa Haji dengan perusahaan kapal Oriental Queen yang 

pembayaran sewa kapalnya tidak lunas, kasus yayasan Al-Ikhlash yang 

memberangkatkan jamaah haji tanpa dokumen, serta kasus yayasan 

Yamu’alim di Semarang 
12

 Ini merupakan contoh kasus-kasus penyimpangan 

penyelenggaraan perjalanan haji oleh pihak swasta yang banyak merugikan 

para calon jamaah haji. 

                                                           
12

 Muhammad Nuri  “Pragmatisme Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia”  Salam: Jurnal 

Filsafat dan Budaya Hukum, Vol. 9, No. 1 (2014), 150. 
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Dengan munculnya kasus-kasus penyelewengan penyelenggaraan 

perjalanan haji sebagai akibat ikut sertanya lembaga/badan swasta yang 

beberapa di antaranya tidak profesional dan tidak bertanggung jawab, serta 

banyaknya protes dari para calon jamaah kepada pemerintah akibat masalah 

tersebut. Maka untuk melindungi umat Islam dari lembaga/badan 

penyelenggaraan perjalanan haji swasta yang tidak profesional, pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969, yang menetapkan 

bahwa seluruh penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah.
13

 

Untuk memperkuat Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969, 

selanjutnya pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969 

yang menjelaskan tentang petunjuk pelaksanaan urusan haji, yang meliputi 

kegiatan-kegiatan seperti; penentuan jumlah kuota haji, pembagian kuota, 

penentuan biaya ONH, penerimaan dan pendaftaran calon jamaah haji, 

penyetoran biaya ONH, pengeluaran pas jalan haji, pengangkutan jamaah haji, 

kesehatan, keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan, dan lain-lain 

yang berhubungan dengan urusan penyelenggaraan haji hanya dilaksanakan 

oleh pemerintah, perusahaan swasta atau perorangan tidak diperbolehkan 

melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
14

 

Akibat dikeluarkannya kebijakan tersebut, muncul berbagai reaksi dari 

masyarakat. Berbagai tanggapan yang kurang simpati dari berbagai pihak 

mulai bermunculan. Salah satunya berasal dari Sjafruddin Prawiranegara yang 

                                                           
13

 Lihat Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969, pasal 1. 
14

 Lihat Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969, pasal 1, ayat 1-   
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bersama kawan-kawannya mendirikan Husami dan berhasil 

menyelenggarakan perjalanan haji pada 1969. Menurut Sjafruddin, kebijakan 

pemerintah tentang haji (Keppres RI No. 22 tahun 1969 dan Inpres RI No. 6 

tahun 1969) bertentangan dengan UUD 1945, yaitu dengan Pasal 29 ayat 2 

tentang kebebasan beragama dan beribadah. Selain itu, kebijakan pemerintah 

tentang haji menurut Sjafruddin juga melanggar TAP MPR No. XXVII dan 

XXIII tahun 1966, tentang urusan haji harus diatur dengan undang-undang, 

dan monopoli yang merugikan rakyat harus dilarang dan etatisme harus 

dijauhi.
15

 

Menurut Sjafruddin, kebijakan haji yang dikeluarkan pemerintah 

tersebut menghalangi umat Islam untuk memilih penawaran perjalanan haji. 

Kebijakan haji tersebut sama sekali tidak memberi kesempatan kepada umat 

Islam untuk memilih mana biaya perjalanan haji yang lebih murah dan mana 

yang lebih bagus. Dengan kata lain, umat Islam dipaksa untuk menggunakan 

angkutan perjalanan haji yang disiapkan oleh pemerintah dengan harga tinggi 

namun tidak sebanding dengan fasilitas yang diperoleh. Tambahnya lagi, 

dengan adanya larangan bagi perusahaan swasta untuk menyelenggarakan 

perjalanan haji merupakan suatu kecenderungan yang berorientasi pada 

sosialisme Marxisme dan oleh sebab itu melanggar UUD 1945.
16

 

Meskipun menuai kecaman dari banyak pihak, namun pemerintah tetap 

pada keputusannya untuk menerapkan sistem sentralisasi haji (monopoli haji). 

Menurut pidato Seoharto pada peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad 

                                                           
15

 Ajib Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Allah SWT (Jakarta: Inti Indayu Press, 

            
16

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia     -      
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tanggal 9 Oktober 1969, pemerintah tidak membatasi keleluasaan umat Islam 

untuk melaksanakan ibadah haji. Pemerintah hanya ingin menertibkan 

pelaksanaan haji, melindungi umat Islam dalam praktek oknum-oknum swasta 

yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi para calon jamaah 

haji.
17

 

Untuk menjaga supaya jangan ada orang yang naik haji di luar jamaah 

yang diselenggarakan oleh Dirjen Urusan Haji, maka dibuatkan pas jalan 

sendiri khusus untuk jamaah haji yang hanya berlaku untuk Arab Saudi pada 

musim haji.
18

 Pas jalan khusus ini hanya diberikan kepada calon jamaah haji 

yang telah menyelesaikan semua biaya urusan haji, termasuk iuran untuk 

pembangunan masjid Istiqlal Jakarta.
19

 Sedangkan pas jalan biasa seorang 

Muslim warga negara Indonesia ditambah dengan catatan stempel yang 

tertulis “tidak berlaku untuk pergi ke Arab Saudi pada musim haji”  Padahal 

sejak 1950-1969 para jamaah haji menggunakan paspor biasa.
20

 Baru pada 

1969 dan seterusnya pas jalan khusus ditetapkan untuk keperluan naik haji. 

Agaknya kebijakan pas jalan khusus jamaah haji ini ditetapkan sebab pada 

waktu itu Husami, yang diketuai oleh Sjafruddin Prawiranegara akan 

mengadakan perjalanan haji mandiri dengan kapal Gambela pada 1970. 

                                                           
17

 Lihat lebih lengkap pidato Presiden Seoharto di depan Istana Negara pada peringatan Isra’ 

Mi’raj Nabi Muhammad dalam Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan 

Jemaah Haji Indonesia     -     
18

 Aturan tentang pas jalan haji bahkan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden RI tahun 

    , lihat Peraturan Presiden No. 36 tahun 1994, bab 5, pasal 16-     
19

 Sejak tahun 1968, pemerintah membuat kebijakan mengambil dana dari para jamaah haji untuk 

berbagai keperluan umat Islam, seperti untuk membangun masjid Istiqlal, membantu pondok 

pesantren dan madrasah-madrasah. 
20

 Ajib Rosidi, Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Allah SWT, 247 dan lihat pula Deliar Noer, 

Administrasi Islam di Indonesia        
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Mulai 1970 biaya ONH ditetapkan oleh Presiden berdasarkan kriteria 

penggunaan transportasi melalui Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1970. 

Besarnya biaya ONH kapal laut sebesar Rp. 336.000, sedangkan biaya ONH 

pesawat terbang sebesar Rp. 380.000. Adanya penurunan biaya ONH dipicu 

oleh semakin baiknya kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu 

itu.
21

 Sejak 1966-1968 pemerintah melakukan kebijakan stabilitas ekonomi. 

Tindakan ini dilakukan untuk menekan inflasi dan mengurangi volume uang. 

Tujuan dari stabilitas ekonomi (Repelita I) adalah untuk meningkatkan taraf 

hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam 

tahapan berikutnya, sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah di bidang 

pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan 

kerja, dan kesejahteraan rohani. Dengan adanya Repelita I, iklim ekonomi 

Indonesia semakin naik dan membaiknya ekonomi masyarakat berdampak 

pada penyelenggaraan haji.
22

 

Pada tanggal 10 Februari 1970, atas petunjuk Presiden dalam sidang 

kabinet terbatas dibentuk suatu lembaga/badan yang menangani masalah 

penerangan haji. Lembaga tersebut bernama Badan Koordinasi Penerangan 

Haji (Bakopen Haji). Bakopen Haji lahir dalam rangka memberi penerangan 

(sosialisasi) tentang haji kepada masyarakat agar tidak menjadi korban 

penipuan atau pemerasan oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam 

                                                           
21

 Lihat Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1970, tentang perpanjangan waktu penyetoran uang 

dimuka untuk musim haji tahun 1970/1971 sampai dengan bulan Juli tahun 1970. Dalam Keppres 

RI ini dijelaskan tentang biaya yang harus disetorkan oleh calon jamaah haji dari bulan Februari-

Juli, yang rata-rata tiap bulannya mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.000-         
22

 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2010),      
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penyelenggaraan urusan haji, baik di tanah air, dalam perjalanan haji, maupun 

selama berada di Arab Saudi. Tugas utama Bakopen Haji adalah memberi 

penerangan khusus kepada calon jamaah haji. Sehubungan dengan tugas 

Bakopen Haji, diterbitkan buku tentang pokok-pokok perjanjian 

penyelenggaraan urusan haji 1970/1971. Buku ini dipakai sebagai pegangan 

haji bagi juru penerangan pemerintah maupun juru penerangan agama. Buku 

tersebut juga diberikan kepada petugas haji daerah tingkat I dan II.
23

 

Dalam kaitannya dengan usaha-usaha peningkatan di bidang pelayanan 

ibadah haji, diadakan pula peningkatan dan pemantapan dalam susunan 

organisasi penyelenggaraan urusan haji. Maka untuk itu, ditetapkan susunan 

organisasi Dirjen Urusan Haji yang terdiri dari Sekretariat Dirjen Urusan Haji 

yang membawahi beberapa bagian dan Dirjen Urusan Haji yang dibagi 

menjadi dua direktorat, yaitu direktorat pembinaan dan direktorat 

penyelenggaraan.
24

 Dengan adanya perubahan susunan organisasi 

penyelenggaraan haji pada Dirjen Urusan Haji, organisasi penyelenggaraan 

urusan haji di daerah juga mengalami perubahan. Organisasi  penyelenggaraan 

urusan haji di daerah berubah dari Dinas Urusan Haji menjadi Inspeksi Urusan 

Haji (baik untuk daerah tingkat I mapun tingkat II).
25

 Namun, dalam 

                                                           
23

 Sebenarnya hadirnya Bakopen Haji adalah untuk mensukseskan kebijakan haji (Keppres No. 22 

tahun 1969 dan Inpres No. 6 tahun 1969). Bakopen memberikan informasi kepada masyarakat 

untuk tidak menggunakan atau ikut badan/lembaga swasta yang menyelenggarakan perjalanan haji 

(angkutan haji), ini terbukti Bakopen hanya berjalan beberapa tahun saja. Lihat Sumuran Harahap 

dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia     -      
24

 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 269 tahun 1970, yang kemudian disempurnakan dengan 

dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 11 tahun 1971. Lihat pula Sumuran Harahap 

dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia     -     
25

 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 51 tahun 1971.  
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pelaksanaannya tugas penyelenggaran urusan haji di daerah tetap dipegang 

oleh gubernur/bupati/walikota/koordinator urusan haji daerah. 

Pada 1971, dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1971 tentang 

tambahan/penyempurnaan Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969. Dalam 

instruksi tersebut dijelaskan tata cara penyetoran ONH guna memudahkan 

pembayaran biaya haji. Calon jamaah haji dapat menyetor terlebih dahulu 

ONH-nya langsung ke bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, tanpa 

menunggu surat penetapan kuota haji dan cukup dengan menyerahkan 

fotocopi kwitansi penyetoran ONH kepada bupati/walikota/Koordinator 

Urusan Haji/ Koordinator Urusan Haji ABRI dan Veteran setempat untuk 

pengurusan selanjutnya.
26

 Terkait dengan sistem kuota, sejak 1971 sistem 

kuota haji ditiadakan berdasarkan Keputusan Dirjen Urusan Haji No. 50 tahun 

1971. Untuk biaya ONH pada musim haji 1971/1972 yang menggunakan 

kapal laut sebesar Rp. 320.000 dan pesawat terbang sebesar Rp. 370.000.
27

 

Biaya ONH pada tahun ini mengalami penurunan Rp. 16.000 untuk kapal laut 

dan Rp. 10.000 untuk pesawat terbang. 

Untuk pertama kalinya, pada 1973 jumlah jamaah yang menggunakan 

pesawat terbang lebih banyak dibandingkan yang menggunakan kapal laut. 

Dalam catatan Deliar Noer, jumlah jamaah yang menggunakan kapal laut 

hanya 16.039 orang sedangkan yang menggunakan pesawat terbang sebanyak 

                                                           
26

 Lihat Instruksi Presiden RI No. 5 tahun 1971, pasal 1-   
27

 Untuk pembayaran ONH dimulai sejak bulan Mei-September, yang setiap bulannya terjadi 

kenaikan Rp. 3.000-      perbulan untuk kapal laut sedangkan untuk pesawat terbang 

kenaikannya rata-rata Rp. 3.000-      perbulan. Lihat Keputusan Presiden RI No. 20 tahun 1971.  
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23.449 orang.
28

 Bertambah tingginya jumlah pengguna trasportasi udara 

dipengaruhi sering terjadinya kerusakan kapal-kapal haji milik PT. Arafat. 

Pada musim haji 1972 misalnya, kapal Gunung Djati mengalami kerusakan 

sehingga jamaah harus menunggu kapal haji yang lain datang, akibatnya 

banyak jamaah haji yang kehabisan uang dan bahkan ada yang sampai 

menjual barang berharga atau berhutang.
29

 Selain itu, biaya ONH kapal laut 

dengan pesawat terbang hanya tepaut sebesar Rp. 22.000. Adapun antara 

    -1973, penyelenggaraan ibadah haji tidak banyak mengalami perubahan 

kebijakan. 

Sebuah peristiwa besar dalam sejarah perhajian bangsa Indonesia 

terjadi pada tanggal 4 Desember 1974. Pesawat terbang yang disewa Garuda 

Indonesia Airlines dari perusahaan Belanda Martin Air, yang mengangkut 

jamaah haji Indonesia jatuh di Colombo (Sri Lanka). Penyebab kecelakaan 

tersebut diketahui karena pesawat Martin Air menabrak gunung.
30

 Selain 

peristiwa jatuhnya pesawat terbang, peristiwa lain yang tidak kalah 

mengemparkan terjadi pada tahun itu adalah sebanyak 79 bayi lahir di atas 

                                                           
28

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, 124. Untuk data jumlah jamaah haji ini 

bandingkan dengan data dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Infosgrafi Haji 

Indonesia tahun 1949 s/d 2014 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, tanpa tahun), 2 

dalam www.haji.kemenag.go.id. 
29

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia         
30

 Mengenai jumlah jamaah haji yang meninggal terdapat perbedaan data. Menurut catatan Nizam 

dan Hanan, jumlah yang meninggal sebanyak 1.126 orang, lihat  Achmad Nizam dan Alatief 

Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Worker, 37. Adapun 

menurut catatan Ichwan, jumlah yang meninggal sebanyak 182 jamaah, 9 awak pesawat, dan 2 

diantaranya adalah pramugara dan pramugari yang direkrut dari IAIN, lihat Moch Nur Ichwan, 

“Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior to Reformasi Era”  Al-
Ja>mi’ah, Vol. 46, No. 1, (2008), 137. Catatan Jumlah jamaah yang meninggal yang dipaparkan 

oleh Ichwan sama seperti yang ditulis oleh Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah 

Perjalanan Jemaah Haji Indonesia     -       
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kapal haji.
31

 Peristiwa tersebut menunjukkan kurang efektifnya penerangan 

haji (sosialisasi) dan longgarnya pelaksanaan peraturan penyelenggaraan haji 

yang telah dibuat oleh pemerintah. Pasalnya sejak masa Orde Lama sudah 

ditetapkan persyaratan bahwa wanita hamil tidak diperkenankan berangkat 

haji (kehamilan hanya diperbolehkan maksimal 2 bulan). 

Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan haji, Dirjen 

Urusan Haji mengadakan lokakarya tentang peningkatan pelayanan haji di 

Jakarta. Diadakannya lokarya haji tanggal 26 Februari 1975 merupakan 

trobosan baru dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Hasil dari lokakarya haji 

ini pun menjadi pijakan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang haji. 

Misalnya, pembaharuan tata kerja dan organisasi TPHI/TKHI (sebagai ganti 

dari MPHI/RKHI), yang mencakup pembinaan pelayanan, pengalokasian dan 

pengendalian efektifitas, TPHI mengikuti jamaah haji di tempat syechnya 

masing-masing sedangkan TKHI disebar menurut daerah kerja yang di 

tentukan. Selain itu, mulai musim haji 1975/1976 diadakan pengelompokan 

jamaah haji. Sarana transportasi haji udara juga ditingkatkan, yang awalnya 

satu perusahaan penerbangan ditambah menjadi 3 perusahaan penerbangan 

(PT. Garuda, PT. Merpati Nusantara, dan PT. Mandala).
32

 

Sosialisasi haji menggunakan pesawat terbang secara intensif 

dilakukan pemerintah mulai 1975. Pemerintah memberi penerangan kepada 

masyarakat bahwa perjalanan haji menggunakan pesawat terbang akan 

                                                           
31

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker      
32

 Untuk mengetahui lebih lengkap tentang kesimpulan lokakarya peningkatan pelayanan haji, 

lihat Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia, 

257-258 dan 387-      
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mengurangi kelelahan dan mempersingkat waktu perjalanan.
33

 Umumnya 

masyarakat masih trauma dengan jatuhnya pesawat haji Martin Air di 

Kolombo. Oleh karena itu, pemerintah masih tetap mengadakan perjalanan 

haji dengan menggunakan kapal laut. Untuk biaya ONH menggunakan 

pesawat terbang sebesar Rp. 690.000 sedangkan menggunakan kapal laut 

sebesar Rp. 795.000.
34

 Biaya ONH kapal laut lebih mahal dari pada pesawat 

terbang dipicu banyaknya kapal haji PT. Arafat yang sering rusak sehingga 

butuh perawatan lebih, di samping itu kondisi keuangan PT. Arafat juga mulai 

pailit. Jumlah jamaah haji dengan kapal laut ditetapkan sebanyak 16.500 

orang, sedangkan mereka yang tidak tertampung dalam kapal laut dapat 

menggunakan pesawat udara.
35

 

Biaya ONH dengan kapal laut terus mengalami kenaikan. Mulai     -

1976, ONH kapal laut melebihi ONH pesawat terbang, dimana ONH pesawat 

terbang pada tahun 1976 hanya sebesar Rp. 890.000 sedangkan ONH kapal 

laut melambung sebesar Rp. 92      
36

 Hal inilah yang nantinya menjadi 

pertimbangan pemerintah untuk meniadakan penyelenggaraan perjalanan haji 

dengan kapal laut. Dalam penyelenggaraan haji 1976-1977 tidak tercatat 

adanya perbaiakan fasilitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan haji. 

Kecuali beberapa masalah yang merupakan kejadian rutin yang berhubungan 

                                                           
33

 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker      
34

 Biaya pembayaran ONH dapat dilakukan dari bulan April-Juli, yang rata-rata tiap bulan 

kenaikan sebesar Rp. 4.000 untuk kapal laut, sedangkan untuk pesawat terbang rata-rata naik 

sebesar Rp. 3.000-6.000 tiap bulan. Pembayaran dan pendaftaran terakhir ditutup tanggal 15 Juni 

1975. Lihat Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1975, pasal 1-   
35

 Keputusan Presiden RI No. 12 tahun 1975, pasal 5. 
36

 Kaksim  “Berhaji Pada Masa Orde Baru di Sumatera Barat     -    ”      
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dengan masalah angkutan haji. Hampir setiap tahun kapal-kapal haji dari PT. 

Arafat mengalami kerusakan dan hal ini sangat menganggu jadwal 

pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji. 

Pada 1978 penyelenggaraan perjalanan haji hanya menggunakan 

pesawat terbang. Hal ini dikarenakan PT. Arafat sudah kehilangan 

kepercayaan dari pemerintah. Pengangkutan haji dengan menggunakan kapal 

laut beberapa tahun terakhir terus mengalami kesulitan sehingga banyak 

merugikan jamaah haji. Selain itu, PT. Arafat juga mengalami kesulitan 

finansial yang cukup parah. Akhirnya pemerintah mempercayakan 

pengangkutan jamaah haji dengan pesawat terbang dilakukan oleh empat 

perusahaan penerbangan yaitu PT Garuda Indonesia, Merpati Nusantara 

Airlines, PT. Mandala dan Bouraq. Namun, keempat perusahaan tersebut 

belum memiliki pesawat yang cukup sehingga sebagian pesawat yang 

digunakan untuk mengangkut jamaah haji adalah pesawat carteran dari luar 

negeri.
37

 ONH pesawat terbang pada waktu itu sebesar Rp. 766.000, 

pembayarannya di mulai bulan Mei-Agustus.
38

 Dengan adanya penurunan tarif 

ONH pesawat terbang dari tahun lalu sebesar Rp. 816.000 menjadi Rp. 

766.000, mengakibatkan terjadi lonjakan pendaftar haji. 

Tragedi pesawat haji jatuh terulang kembali di saat pemerintah 

mengambil kebijakan hanya menggunakan pesawat terbang sebagai media 

transportasi haji. Pada tanggal 15 November 1978, sebuah pesawat Loftleider 

jenis DC 8 Longbody yang disewa oleh PT. Garuda Indonesia dari Islandia 

                                                           
37

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia     -

     
38

 Keputusan Presiden RI No. 10 tahun 1978.  
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jatuh di Bandara Internasional Katunayake Kolombo. Akibat peristiwa 

jatuhnya pesawat haji yang kedua kalinya ini, banyak pemimpin Muslim dan 

anggota legislatif yang mengusulkan kepada pemerintah untuk kembali 

menggunakan kapal laut untuk mengangkut jamaah haji sebab dirasa lebih 

aman. Namun, pemerintah tetap kokoh pada pendiriannya untuk menggunakan 

pesawat terbang. 

Pada 1978 terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja 

Departemen Agama. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 30 

tahun 1978 tentang perubahan Keputusan Presiden No. 44 dan 45 tahun 1974, 

berimbas kepada susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama pusat, 

termasuk Direktorat Jenderal Urusan Haji mengalami perubahan. Maka untuk 

menindak lanjuti keputusan presiden tersebut, Menteri Agama mengeluarkan 

keputusan No. 6 tahun 1979 yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal 

Urusan Haji digabung dengan Direktorat Jenderal Bimas Islam sehingga 

menjadi Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji (Dirjen BIUH). 

Direktorat ini terdiri atas 4 direktorat dan 1 sekretariat direktorat jenderal yaitu 

Direktorat Urusan Agama Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam, 

Direktorat Pembinaan Urusan Haji, dan Direktorat Penyelenggaraan Urusan 

Haji. Dengan perubahan ini, tugas-tugas teknis operasional pembinaan dan 

penyelenggaraan urusan haji dipegang oleh dua direktorat saja.
39

 Namun, 

adanya reorganisasi pada organisasi penyelenggaraan haji pusat tidak 

mempengaruhi proses penyelenggaraan haji baik di pusat maupun di daerah. 

                                                           
39

 Yusuf A. Hasan, Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde baru (1966-

       (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), 43. 
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Pada 1979, Menteri Agama bersama Menteri Kehakiman 

mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan haji dan umrah. Hal ini 

dipicu banyak umat Islam yang mencari jalan pintas untuk pergi haji. Mereka 

yang gagal pergi haji karena berbagai sebab, pergi ke Arab Saudi sebelum 

bulan haji dengan dalih melaksanakan ibadah umrah. Namun, setelah selesai 

melaksanakan umrah mereka tinggal sementera untuk menunggu waktu haji 

tiba. Hal ini menimbulkan banyak persoalan bagi pemerintah Arab Saudi 

maupun pemerintah Indonesia, sebab banyak diantara mereka yang kemudian 

tidak bisa kembali ke tanah air karena kehabisan biaya.
40

 

Pada musim haji 1979/1980 terjadi peristiwa besar di Masjid Haram. 

Terdapat segerombolan orang bersenjata yang menduduki Masjid Haram 

menjelang subuh pada tanggal 1 Muharam 1400 H. Pada waktu itu terdapat 

sebagian jamaah haji Indonesia yang berada di dalam masjid. Segerombolan 

bersenjata ini menduduki Masjid Haram kurang lebih 4 hari, akibatnya para 

jamaah haji panik dan tidak terurus selama di Mekkah. Pemulangan jamaah 

haji ke Indonesia juga mengalami kemacetan dan harus mundur selama 4 hari 

dari jadwal yang telah direncanakan sebagai dampak dari peristiwa tersebut.
41

 

Pada 1981 pemerintah mengubah kembali berbagai sistem pelayanan 

haji. Diawali dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 53 tahun 

1981, di mana pemerintah kembali menekankan kewenangannya dalam urusan 

haji. Dalam Keppres RI tersebut dijelaskan kembali bahwa segala kegiatan 

penyelenggaraan haji merupakan tugas nasional yang hanya dilaksanakan oleh 

                                                           
40

 Zubaedi  “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi Model 

Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern”  Manhaj, Vol. 4, No. 3, (2016), 192. 
41

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia       
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pemerintah. Penyelenggaraan haji dilakukan di bawah koordinasi dan 

tanggung jawab Menteri Agama, termasuk bekerjasama dengan departemen 

lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, sedangkan penyelenggaraan 

haji di daerah dilaksanakan oleh kepala daerah masing-masing 

(gubernur/walikota/bupati) dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. 

Untuk biaya ONH diputuskan oleh presiden atas usul Menteri Agama setelah 

memperoleh pendapat dari Menteri Keuangan.
42

 Biaya ONH selama 

dasawarsa 1980-an selalu mengalami kenaikan. Besar ONH pada setiap tahun 

tidaklah sama, kecuali pada 1985 dan 1986 yang memiliki kesamaan yaitu 

sebesar Rp. 3.212.000.
43

 Biaya ONH mengalami peningkatan yang cukup 

tajam terjadi pada     -1987, yaitu dari Rp. 3.212.000 menjadi sebesar Rp. 

          
44

 Namun, untuk jumlah jamaah haji pada dasawarsa 1980-an tidak 

dibatasi oleh pemerintah sepanjang angkutan haji (pesawat terbang yang telah 

dicarter oleh pemerintah) masih memungkinkan untuk mengangkut jamaah 

haji. 

Pada dasarnya, Keputusan Presiden RI No. 53 tahun 1981 merupakan 

tindak lanjut dari kebijakan haji yang dikeluarkan pemerintah tahun 1969. 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, bertanggung jawab mengatur 

hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, baik secara horizontal 

maupun vertikal. Secara horizontal, Menteri Agama diharapkan dapat bekerja 

sama dengan kementerian lainnya yang berhungan dengan penyelenggaraan 

haji seperti, Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Kesehatan, 

                                                           
42

 Keputusan Presiden RI No. 53 tahun 1981.  
43

 Lihat Keputusan Presiden RI No. 7 tahun 1985 dan Keputusan Presiden RI No. 6 tahun 1986. 
44

 Lihat Keputusan Presiden RI No. 2 tahun 1987. 
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Perhubungan, dan lain-lain. Secara vertikal, Menteri Agama harus bekerja 

sama dengan kepala daerah tingkat I dan II (gubernur/bupati/walikota) sebagai 

penyelenggara haji daerah. Dengan adanya kerja sama antar kementerian dan 

kantor pemerintah menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji adalah tugas 

nasional yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah. 

Sejak 1981-1984 pemerintah gencar melakukan penerangan 

(sosialisasi) haji yang selama ini dirasa masih kurang. Meskipun banyak buku 

tuntunan manasik haji dicetak, tetapi hal itu belum menjamin terlaksananya 

penerangan yang menjangkau segenap jamaah haji. Berlandaskan Keputusan 

Presiden RI No 53 tahun 1981 serta Intruksi Dirjen Bimas Islam dan Urusan 

Haji No. 9 tahun 1984, maka dilaksanakan pembinaan dan penyuluhan haji di 

beberapa daerah. Umumnya di beberapa daerah dilaksanakan kursus/manasik 

haji selama 3 bulan atau 4 bulan sebelum pemberangkatan. Namun, 

pelaksanaan tentang manasik haji tersebut tergantung kepada kondisi daerah 

masing-masing. Untuk manasik secara resmi dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum dan ketetapan Menteri Agama. Pembekalan tentang haji juga 

dilaksanakan ulang saat jamaah haji berada di asrama haji.
45

 

Sejak zaman Belanda hingga tahun 1970-an, banyak umat Islam 

Indonesia yang pergi untuk melaksanakan umrah tidak kembali ke Indonesia 

untuk menunggu waktu haji tiba. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan tersendiri tentang penyelenggaraan perjalanan umrah. Pemerintah 

menetapkan agar perjalanan umrah di luar musim haji sesuai dengan ketetapan 
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 Kaksim  “Berhaji Pada Masa Orde Baru di Sumatera Barat     -    ”    -    
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Menteri Agama.
46

 Pemerintah juga mewajibkan peserta umrah untuk membuat 

surat pernyataan segera kembali ke tanah air setelah melaksanakan ibadah 

umrah. Penyelenggaraan perjalanan umrah tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah, namun diserahkan kepada badan/lembaga swasta yang telah 

mendapat izin usaha dari Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan 

selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai penyelenggara perjalanan 

umrah, sedangkan angkutan perjalanan umrah harus dilakukan oleh 

perusahaan angkutan nasional.
47

 

Memasuki tahun 1980-an, minat masyarakat Indonesia untuk 

menunaikan ibadah umrah semakin tinggi. Untuk memberi perlindungan 

terhadap calon jamaah umrah, pemerintah mengeluarkan sederet kebijakan 

tersendiri tentang penyelenggaraan umrah. Dimulai dengan dikeluarkannya 

Keputusan Preiden RI No. 63 tahun 1983, lalu diperjelas dengan 

dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama RI No. 1 tahun 1984 dan Keputusan 

Menteri Agama RI No. 12 tahun 1984. Pada 1988, kebijakan tentang 

penyelenggaraan perjalanan umrah kembali dikeluarkan pemerintah dengan 

terbitnya Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1988. Peraturan ini 

kemudian dilengkapi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI 

No. 5 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perjalanan 

umrah. Memang mulai 1980-an banyak berdiri lembaga penyelenggaraan 

perjalanan umrah sehingga banyak peraturan tentang umrah yang dikeluarkan 

pemerintah. Selain itu, lembaga penyelenggaraan perjalanan umrah inilah 
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 Maksudnya adalah umrah tidak boleh dilaksanakan dua bulan sebelum bulan haji dan satu bulan 

setelah bulan haji.  
47

 Keputusan Presiden RI No. 63 tahun        
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yang nantinya menjadi penyelenggara perjalanan haji khusus (penyelenggara 

ONH Plus). 

Pada 1987, pemerintah membuka kembali keterlibatan terbatas 

badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan haji. Pada tahun tersebut 

diperkenalkan adanya penyelenggaraan ONH Plus. Hal ini berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 22 tahun 1987 tentang penyelenggaraan 

urusan haji ONH Plus. Menurut kebijakan ini, penyelenggaraan ONH Plus 

dilaksanakan oleh badan/lembaga perjalanan swasta yang telah memperoleh 

izin dari pemerintah. Dalam kegiatan ini, badan/lembaga swasta sebagai sub-

sistem atau bagian dari penyelenggara haji pemerintah. Disebut sub-sistem 

sebab otoritas tentang ketentuan perusahaan penyelenggara, kuota, dan biaya 

ONH Plus masih dipegang oleh pemerintah.
48

 Penyelenggaraan ONH Plus 

atau Haji Plus dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa banyak di antara 

calon jamaah haji yang secara ekonomi menengah keatas dan berkeinginan 

memperoleh pelayanan yang bersifat plus. Selain itu, mereka juga banyak 

yang terikat oleh keterbatasan-keterbatasan waktu karena kesibukan di bidang 

kenegaraan, sosial, dan bisnis.
49

 

Keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ONH Plus 

difokuskan bagi calon jamaah haji yang memiliki dana lebih tetapi tidak 

memiliki cukup waktu luang. Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon jamaah 

haji khusus (Haji Plus) dalam bentuk mata uang Dollar AS, dengan tarif yang 
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 Zubaedi  “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi Model 

Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern”       
49

 Yusuf A. Hasan, Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde baru (1966-
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berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pihak penyelenggara haji plus, 

meskipun ada ketentuan tarif batas minimal dan maksimal dari Menteri 

Agama. Biaya haji plus umumnya lebih tinggi dua kali lipat dari biaya haji 

reguler.
50

 Sebenarnya haji plus ini hampir serupa dengan haji Berdikari atau 

bahkan kelanjutannya. Bedanya haji plus sepenuhnya ditangani oleh pihak 

penyelenggara swasta, dari mulai pengaturan pemberangkatan, 

pemondokan/hotel/akomodasi dan pemulangan jamaah haji, sedangkan dahulu 

haji Berdikari tetap dilaksanakan oleh pemerintah kecuali antara 1968-1969, 

yang dilaksanakan oleh pihak swasta itu pun terbatas pada penyedia angkutan 

haji saja. 

Meskipun penyelenggaraan haji plus dilaksanakan oleh badan/lembaga 

swasta namun wewenangnya dibatasi oleh pemerintah. Hal ini bertujuan agar 

pemerintah dapat mengendalikan penyelenggaraan haji oleh swasta, sehingga 

dapat berjalan dengan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku. Sesuai aturan, 

penyelenggara haji plus harus melaporkan program yang ditawarkan, baik 

rencana keberangkatan dan pemulangan, kegiatan peribadatan, klasifikasi 

biaya perjalanan, dan hotel yang digunakan kepada pemerintah. Laporan ini 

akan menjadi acuan pemerintah dalam memberi legalitas kepada 

badan/lembaga swasta dalam menyelenggarakan haji plus. Selain itu, laporan 

ini juga digunakan oleh pemerintah untuk memberi teguran atau sanksi kepada 
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 Achmad Nizam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji: Studi Kasus dan Telaah Implementasi 

Knowledge Worker      
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pihak penyelenggara swasta apabila terjadi ketidaksesuaian dalam 

pelaksanaannya.
51

 

Pada 1990, terjadi peristiwa tragis di Terowongan Muaisim Mina, di 

mana lebih dari 600 jamaah haji Indonesia meninggal dunia. Peristiwa ini 

menyentuh hati Presiden Seoharto untuk meninjau dan melaksanakan ibadah 

haji di tahun 1991. Dengan pergi berhajinya Presiden Soeharto beserta 

keluarga dan beberapa menterinya berdampak pada populernya pelaksanaan 

haji di kalangan pejabat pemerintah dan tokoh politik.
52

 Hal ini kemudian juga 

memicu ketertarikan masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas untuk 

berlomba-lomba pergi melaksanakan ibadah haji. 

Meningkatnya jumlah haji plus yang berasal dari kelas menengah ke 

atas berdampak pada semakin banyaknya badan/lembaga penyelenggara haji 

plus. Hal ini mendorong pemerintah untuk menyempurnakan peraturan 

tentang penyelenggaraan haji plus. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 245 tahun 1991 tentang penyelenggaraan 

perjalanan urusan haji ONH plus. Kebijakan ini berisi peraturan untuk 

mengajukan permohonan penyelenggaran perjalanan haji plus, aturan 

pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji plus, dan aturan yang harus 

diikuti oleh badan/lembaga penyelenggara haji plus.
53

 Kebijakan ini 
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 Berikut adalah aturan yang diberikan pemerintah kepada pihak penyelenggara haji plus yaitu: 

Pemberangkatan jamaah haji plus hanya dilaksanakan hanya di embarkasi Jakarta saja, pihak 

penyelenggara haji plus harus melaporkan kedatangannya perwakilan pemerintah di Arab Saudi, 

selama di Arab Saudi pihak penyelenggara haji plus harus selalu melakukan koordinasi dengan 

Kepala Bidang Urusan Haji di Jeddah, pemulangan jamaah haji plus harus dilaporkan kepada Tim 

Pemulangan Haji di Jeddah dan harus menggunakan pesawat reguler. Ibid., 42. 
52

 Moch Nur Ichwan  “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”     -     
53

 Ibid. 
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disempurnakan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI No. 246 

tahun 1991 tentang pengangkatan penyelenggaraan perjalanan urusan haji 

ONH plus. Keputusan ini bertujuan menetapkan 13 lembaga perjalanan swasta 

untuk menyelenggarakan perjalanan haji plus di tahun 1992.
54

 Sebenarnya 

ketigabelas lembaga penyelenggara perjalanan haji plus ini awalnya 

merupakan lembaga penyelenggara perjalanan umrah. 

Dalam prakteknya, penyelenggaraan perjalanan haji plus ditemukan 

beberapa masalah. Ada beberapa penyelenggara yang belum siap dalam 

mengelola perjalanan haji plus sehingga pada waktu itu muncul beberapa 

kasus yang merugikan jamaah haji, seperti jamaah haji plus diikutkan pada 

penerbagan reguler yang menyebabkan masalah dalam pelayanan haji reguler. 

Selain itu, ada penyelenggara perjalanan haji plus yang memindahkan jamaah 

hajinya ke penyelenggara perjalanan haji plus lain.
55

 Melihat adanya masalah 

dalam penyelenggaraan perjalanan haji plus pada 1992, pemerintah berusaha 

menanggulangi agar tidak terulang kembali dengan mengeluarkan Keputusan 

Menteri Agama RI No. 218 tahun 1992 tentang penyelenggara perjalanan haji 

plus di tahun 1993. Keputusan ini lebih ketat dari pada sebelumnya, sanksi 

yang dikenakan pada penyelenggara perjalanan haji plus yang melanggar 

peraturan ini akan ditarik izin usahanya atau mungkin tidak diperpanjang,
56

 

seperti yang dialami oleh PT. Utama Cahaya Makmur yang dibekukan izin 

                                                           
54

 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 246 tahun 1991. 
55

 Pemerintah menetapkan bahwa penyelenggara perjalanan haji plus tidak diperbolehkan 

memasukan atau memutasi jamaah haji plus dari penyelenggara perjalanan haji plus satu ke 

penyelenggara perjalanan haji plus lain.  
56

 Moch Nur Ichwan  “Governing Hajj: Politics of Islamic Pilgrimage Services in Indonesia Prior 

to Reformasi Era”     -     
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menyelenggarakan perjalanan umrah dan haji plus selama enam bulan. 

Pembekuan ini dikarenakan PT. Tiga Utama Cahaya Makmur dalam 

melakukan penyelenggaraan haji plus kurang sejalan (terjadi penyimpangan) 

dengan upaya pemerintah meningkatkan pelayanan penyelenggaraan haji.
57

 

Setiap tahun pemerintah menetapkan badan/lembaga penyelenggara 

perjalanan haji plus. Pemerintah tidak memberi hak paten kepada 

badan/lembaga swasta tertentu untuk selalu menyelenggarakan perjalanan haji 

plus. Hal ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada badan/lembaga 

swasta lain untuk ikut berpartisipasi dan dorongan bagi badan/lembaga swasta 

yang telah berpartisipasi di tahun sebelumnya untuk meningkatkan 

pelayanannya. Umumnya, penyelenggara perjalanan haji plus setiap tahun 

semakin bertambah, hal ini dipicu dengan semakin banyaknya badan/lembaga 

swasta yang terjun dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan umrah yang 

kemudian dinyatakan layak untuk menyelenggarakan perjalanan haji plus. 

Pada 1995 misalnya, penyelenggara perjalanan haji plus ditetapkan sebanyak 

25 badan/lembaga, 1996 jumlah penyelenggara perjalanan haji plus naik 

menjadi 35 badan/lembaga termasuk diikut sertakan kembali PT. Tiga Utama 

Cahaya Makmur sebagai penyelenggara haji plus.
58

 

Meningkatkannya ekonomi masyarakat membuat minat masyarakat 

Indonesia untuk melaksanakan haji plus semakin tinggi. Hal ini juga yang 

melatarbelakangi semakin menjamurnya badan/lembaga swasta yang turut 

dalam bisnis penyelenggaraan perjalanan haji plus. Meskipun ONH haji plus 

                                                           
57

 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 238 A tahun 1994.  
58

 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 400 tahun 1994 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 

16 tahun 1996.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

setiap tahun terus meningkat,
59

 akan tetapi jumlah peminat haji plus semakin 

bertambah. Pemerintah bahkan harus membatasi hanya boleh 

memberangkatkan calon jamaah haji plus maksimal 1.000 orang.
60

 

Penyelenggaraan perjalanan haji plus berkaitan erat dengan 

penyelenggaraan perjalanan umrah. Umumnya pemerintah menunjuk 

penyelenggara perjalanan umrah sebagai badan/lembaga penyelenggara 

perjalanan haji plus. Hal ini bisa dilihat dari Keputusan Menteri Agama RI 

No. 280 tahun 1991 yang menetapkan 23 badan/lembaga penyelenggara 

perjalanan umrah, termasuk 13 badan/lembaga yang terlibat sebagai 

penyelenggara perjalanan haji plus. Dengan diberinya kesempatan 

badan/lembaga penyelenggara perjalanan umrah sebagai penyelenggara 

perjalanan haji plus, mendorong semakin banyak badan/lembaga 

penyelenggara perjalanan umrah yang berdiri. Untuk mengatur penyelenggara 

perjalanan umrah oleh badan/lembaga swasta, pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 288 tahun 1996 tentang penetapan biro 

perjalanan umum sebagai penyelenggara perjalanan umrah. Dalam keputusan 

ini ditetapkan bahwa penyelenggara perjalanan umrah berkewajiban menunjuk 

seorang atau beberapa orang yang beragama Islam untuk menjadi pimpinan 

rombongan, menyelenggarakan perjalanan umrah di luar musim haji, 

membuat rencana penyelenggaran perjalanan umrah yang diketahui dan 

dilegalisir Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, melaporkan kedatangan 
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 Misalnya tarif ONH plus tahun 1995 minimal $. 4.500 dan maksimal $. 9.000, naik di tahun 

1996 menjadi minimal $. 5.000 dan maksimal $. 9.000. 
60

 Keputusan Menteri Agama RI No. 400 tahun 1994 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 16 

tahun 1996. 
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kepulangan jamaah umrah kepada Kosulat Jenderal RI di Jeddah, membuat 

laporan pertanggungjawaban paling lambat satu bulan setelah rombongan 

umrah tiba di Indonesia, dan menyerahkan uang jaminan tiap peserta umrah 

yang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
61

 Untuk 

penyelenggaraan perjalanan umrah berada di bawah bimbingan dan 

pengawasan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. 

Pemerintah menyempurnakan pengaturan perjalanan umrah dengan 

mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 57 tahun 1996. Keputusan ini 

sekaligus merevisi Keputusan Presiden RI No. 63 tahun 1983 yang selama ini 

dijadikan pijakan penyelenggaraan perjalanan umrah. peraturan ini 

dikeluarkan untuk memperketat pengaturan penyelenggaraan perjalanan 

umrah dan melindungi calon jamaah umrah dari kemungkinan terjadinya 

kecurangan. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa majelis taklim, 

yayasan, organisasi dakwa, instansi lainnya dapat menyelenggarakan 

perjalanan umrah setelah memperoleh izin dari Menteri Agama. Selain itu, 

penyelenggara perjalanan umrah wajib membuat rencana penyelenggaraan 

perjalanan umrah, memberi penyuluhan dan bimbingan umrah kepada 

jamaahnya, memberangkatkan dan memulangkan sesuai rencana, 

menyediahkan pemondokan, transportasi, dan menjaga kesehatan serta 

keselamatan jamaah umrah. Penyelenggara perjalanan umrah juga wajib 

melaporkan kedatangan rombongan umrah kepada perwakilan pemerintah RI 

di Arab Saudi paling lambat tiga hari setelah kedatangannya. Selain itu, 
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 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 288 tahun 1996. 
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penyelenggara perjalanan umrah diwajibkan menyampaikan laporan 

penyelenggaraan perjalanan yang telah dilaksanakan kepeda Menteri Agama 

paling lambat tujuh hari setelah tiba di Indonesia.
62

 

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi dalam 

penyelenggaraan urusan haji, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden 

RI No. 62 tahun 1995. Keputusan ini meralat Keputusan Presiden RI No. 53 

tahun 1981, namun keputusan ini tetap menegaskan bahwa penyelenggaraan 

urusan haji merupakan tugas nasional dan dilaksanakan hanya oleh 

pemerintah. Segala kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan 

urusan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama, sedangkan pelaksanaan 

kegiatan penyelenggaraan urusan haji dilakukan oleh Dirjen Bimas Islam dan 

Urusan Haji. Di dalam keputusan ini dibentuk adanya Panitia Pemberangkatan 

dan Pemulangan jamaah haji (P3H) di setiap pelabuhan embarkasi haji.
63

 

Selain itu, mulai musim haji 1996 Indonesia mengirim misi haji yang diketuai 

oleh Menteri Agama RI atau Menteri Agama menunjuk seorang Amirul Haj.
64

 

Untuk menjelaskan dan melengkapi Keputusan Presiden RI No. 62 

tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji. Pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 462 A tahun 1995. Dalam keputusan ini 

dijelaskan secara lengkap tentang teknis dan tugas penyelenggaraan urusan 
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 Lihat Keputusan Presiden RI No. 57 tahun 1996. 
63

 Keputusan Presiden RI No. 62 tahun 1995. 
64

 Amirul Haj merupakan ketua misi haji yang diangkat oleh Menteri Agama apabila Menteri 

Agama tidak menunaikan ibadah haji. Bila Menteri Agama menunaikan ibadah haji bertindak 

sebagai Amirul Haj. Jumlah Amirul Haj satu orang dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 

Naib Amirul Haj bidang operasional dan Naib Amirul Haj bidang bimbingan ibadah. Tugas 

Amirul Haj adalah memimpin perutusan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi. Lihat Yusuf A. 

Hasan, Birokrasi Haji: Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde baru (1966-           
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haji baik di pusat maupun di daerah. Dijelaskan pula tentang pembentukan 

Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji (P3H) baik pengangkatannya, 

jumlahnya, tugasnya, dan lain-lain yang yang berkaitan dengan 

pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Keputusan ini sekaligus 

menjelaskan dibentuknya Panitia Operasional Haji Pusat (POHP).
65

 

Sebenarnya Keputusan Presiden RI No. 62 tahun 1995 dan Keputusan 

Menteri Agama RI No. 462 A tahun 1995 menegaskan penyelenggaraan 

urusan haji menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Departemen Agama 

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh departemen/lembaga/instansi yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan urusan haji. Adapun departeman yang 

terkait dengan penyelenggaraan urusan haji antara lain Departemen Dalam 

Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen 

Perhubungan, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen 

Perdagangan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen 

Penerangan, dan Bank Indonesia.
66

 

Pada 1995 terjadi ledakan jumlah calon jamaah haji. Jumlah jamaah 

haji yang berangkat melebihi kuota internasional yang ditetapkan oleh 

pemerintah Arab Saudi. Akibatnya, banyak jamaah haji yang gagal berangkat 

dan harus menunggu berangkat di tahun berikutnya. Berdasarkan rapat 

Menteri Luar Negeri dengan negara-negara Organisasi Konfrensi Islam (OKI) 

di Amman tahun 1987, disepakati bahwa setiap negara hanya dapat mengirim 
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 Lihat Keputusan Menteri Agama RI No. 462 A tahun 1995.  
66

 Ibid. 
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0,1% penduduknya untuk pergi melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi.
67

 

Pada waktu itu jumlah calon jamaah haji Indonesia sebanyak 231.000 orang, 

sedangkan kuota yang ditetapkan oleh OKI hanya sebanyak 195.000 orang.
68

 

Untuk mengatur jumlah calon jamaah haji di musim haji 1996, 

pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 63 tahun 1995. Dalam 

keputusan tersebut dijelaskan bahwa jumlah jamaah haji untuk tahun 1996 

dibatasi berdasarkan jumlah kuota yang ditetapkan. Namun, pemerintah 

memberi kesempatan kepada umat Islam apabila di tanggal 30 Desember 1995 

(batas waktu terakhir pembayaran ONH) belum mencapai jumlah kuota yang 

ditetapkan, maka calon jamaah haji dapat melakukan penyetoran biaya ONH 

sampai tanggal 31 Desember 1995.
69

 Dengan demikian, sistem kuota haji yang 

pernah dipergunakan pada masa Orde Lama digunakan kembali mulai tahun 

      

Pada 1996 dibentuk badan khusus yang mengelola dana ongkos haji, 

badan tersebut bernama Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia 

dengan Menteri Agama sebagai ketuanya. Badan ini dibentuk dalam rangka 

mengelola dana ongkos naik haji secara lebih berguna. Badan pengelola dana 

bertugas melakukan pengelolaan dana ONH yang berasal dari calon jamaah 

haji yang dihimpun melalui bank-bank penyelenggara penerima setoran haji. 

Bank-bank yang ditunjuk pemerintah untuk menerima setoran haji adalah 

Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan 
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Negara (BTN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank 

Ekspor Impor (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia 

(BAPINDO).
70

 Tugas pokok dari Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji 

Indonesia adalah merencanakan dan melaksanakan pengelolaan ONH, 

mengawasi kegiatan pengelolaan ONH, merencana dan melaksanakan 

pemanfaatan hasil pengelolaan ONH, dan membuat laporan pelaksanaan 

pengelolaan ONH kepada Presiden.
71

 Badan Pengelola Dana Ongkos Naik 

Haji Indonesia juga bertindak sebagai pemegang kuasa para jamaah haji 

Indonesia, dalam pengelolaan dana yang mereka sertakan dalam modal usaha 

Bank Muamalat Indonesia, beserta pementuan pemanfaatan dari hasil 

pengembangan dana tersebut bagi kemajuan umat Islam dan syi’ar Islam 
72

 

Namun, sebenarnya hasil dari Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji 

Indonesia dimanfaatkan untuk pengembangan komunitas Muslim dan 

membantu organisasi Islam, terutama yang dekat dengan Soeharto dan Partai 

Golkar.
73

 

Selain membentuk Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji 

Indonesia, pemerintah juga melakukan kajian ulang terhadap sistem 

penyelenggaraan haji secara menyeluruh, baik dari aspek perencanaan, 

pendataan, operasional manajerial, SDM, dan pengembangan teknologi 
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informasi.
74

 Di bidang teknologi informasi, pemerintah mengadopsi dan 

mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sistem 

ini digunakan untuk memudahkan pemerintah dalam menghitung jumlah 

pendaftar haji. Meskipun terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terkait 

digunakannya SISKOHAT, khususnya dalam pendaftaran calon jamaah haji. 

Pada waktu itu sistem ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal, namun 

perlahan sistem ini dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari 

perkembangan zaman. Sistem SISKOHAT ini didukung oleh sistem informasi 

PT. Garuda Indonesia dan sistem informasi perbankan.
75

 

Pada 1997 krisis moneter melanda negara-negara Asia Tenggara, di 

mulai dari negara Thailand, Filipina, Malaysia kemudian merembet ke 

Indonesia. Nilai tukar rupiah bahkan terus mengalami kemerosotan hingga 

menyentuh angka Rp. 17.000/US $. Krisis ekonomi yang semakin dalam 

menyebabkan terjadinya gangguan sosial dan politik.
76

 Krisis ekonomi ini 

juga berdampak pada penyelenggaraan perjalanan haji. Biaya ONH untuk 

1998 melambung sebesar Rp. 8.805.000 naik sebesar Rp. 1.254.000 dari tahun 

sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 7.551.000.
77

 Biaya ONH ini terus 

mengalami kenaikan hingga tumbangnya masa Orde Baru yang kemudian 

diganti dengan lahirnya masa Reformasi.  
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B. Penyelenggaraan Haji Di Masa Reformasi (Periode Presiden B.J. 

Habibie) 

Masa reformasi lahir pada tanggal 21 Mei 1998, di mana Presiden 

Soeharto secara resmi berhenti dari jabatannya sebagai presiden RI. Jabatan 

Presiden RI kemudian dipegang oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat 

sebagai wakil presiden RI.
78

 Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi presiden 

menggantikan Seoharto sebagai kepala negara sesaat setelah diumumkannya 

pemberhentian Soeharto. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie hanya 

berlangsung selama delapan belas bulan saja, sebab naiknya Habibie sebagai 

Presiden menggantikan Soeharto tidak diterima dengan tangan terbuka oleh 

masyarakat Indonesia. Memang pada waktu itu Indonesia sedang mengalami 

kekacauan di berbagai bidang. Kekacauan terjadi di mana-mana bahkan para 

demontrasi yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia datang ke 

Jakarta dan menduduki gedung DPR/MPR RI. 

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan naiknya B.J. Habibie sebagai 

Presiden membawa perubahan yang signifikan. Perubahan tatanan politik, 

sosial dan ekonomi banyak dilakukan di masa Reformasi. Memang, 

penyelenggaraan urusan haji baik secara administrasi maupun teknik 

operasional tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji. Namun, terjadi perubahan kebijakan di 

bidang angkutan penyelenggaraan perjalanan haji. Pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Presiden RI No. 119 tahun 1998, keputusan ini sebenarnya 
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merevisi Keputusan Presiden RI No. 62 dan No. 81 tahun 1995 tentang 

agkutan jamaah haji. Melalui Keputusan Presiden RI No. 119 tahun 1998, 

pemerintah menghapus monopoli angkutan jamaah haji yang selama ini 

dipegang oleh PT. Garuda Indonesia. Pemerintah memberi kesempatan kepada 

perusahaan penerbangan lain yang dapat menyelenggarakan angkutan haji 

dengan biaya serendah mungkin namun tidak mengurangi aspek keselamatan 

dan keamanan jamaah haji.
79

 

Lahirnya Keputusan Presiden RI No. 119 tahun 1998 dilatarbelakang 

oleh tingginya biaya ONH tahun 1999. Pada waktu itu, ekonomi negara masih 

belum stabil akibat terjadinya krisis moneter dan kekacaun politik. Selain itu 

nilai tukar rupiah juga masih rendah. Umumnya biaya ONH ditentukan sesuai 

dengan nilai tukar valuta asing dan kondisi perekonomian bangsa. Pada 

musim haji 1999 biaya ONH sebesar Rp. 27.373.000, jumlah ini naik sebesar 

Rp. 18.571.000 dari ONH tahun 1998 yang hanya sebesar Rp. 8.805.000.
80

 

Hal inilah yang membuat pemerintah membuka kesempatan kepada 

perusahaan lain yang mampu memberi penawaran yang rendah untuk 

menyelenggarakan angkutan haji, sebab tarif angkutan haji adalah komponen 

utama dalam penentuan biaya ONH selama ini. 

Dibukanya kesempatan bagi perusahaan angkutan selain PT. Garuda 

Indonesia, untuk berpartisipasi dalam angkutan jamaaah haji disambut baik 

oleh perusahaan penerbangan Arab Saudi. Dengan adanya kompetitor baru, 

pemerintah dapat memilih dan menentukan perusahaan mana yang dapat 
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memberi penawaran yang lebih rendah. Dampak posistif dari adanya 

kompetitor angkutan haji adalah dapat menekan biaya ONH serendah 

mungkin. Selain itu, dengan adanya ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi 

bahwa pemulangan jamaah haji dilakukan oleh perusahaan penerbangan Arab 

Saudi, sedangkan untuk pemberangkatan calon jamaah haji dilakukan oleh 

perusahaan angkutan nasional juga dapat menjadi salah satu faktor untuk 

menekan biaya ONH.
81

 

Untuk penyelenggaraan perjalanan haji plus dilakukan dengan 

menggunakan angkutan penerbangan reguler. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

Keputusan Menteri Agama RI No. 376 tahun 1998 dan Keputusan Dirjen 

Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/193 tahun 1998. Dalam keputusan 

tersebut dijelaskan bahwa pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji plus 

menggunakan angkutan penerbangan reguler (bukan angkutan haji). Selain itu, 

dalam keputusan tersebut juga dijelaskan bahwa masa menyelenggarakan 

perjalanan haji plus paling lama 25 hari dengan biaya serendah-rendahnya $. 

6.000 dan setinggi-tingginya $. 8.500.
82

 Untuk penyelenggaraan perjalanan 

umrah dan haji plus tetap berada di bawah bimbingan dan pengawasan Dirjen 

Bimas Islam dan Urusan Haji. Memang selama beberapa tahun terakhir, 

penyelenggaraan haji plus (haji khusus) banyak diminati oleh masyarakat 

sebab daftar tunggunya tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan haji 
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reguler (biasa). Selain itu, ada pembagian kuota sendiri yang diperuntukan 

untuk calon jamaah haji khusus. 

Pemerintah masa Reformasi tidak hanya memberi kesempatan kepada 

pihak swasta dalam menyelenggarakan perjalanan haji plus dan angkutan haji 

saja. Pemerintah juga memberi kesempatan kepada masyarakat untuk 

menyelenggarakan bimbingan manasik haji kepada calon jamaah haji. Pada 

1998, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 390 A tahun 1998 

tentang bimbingan manasik haji. Dalam keputusan ini dijelaskan bahwa 

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga sosial keagamaan 

Islam yang memperoleh izin Departemen Agama untuk menyelenggarakan 

bimbingan ibadah haji. Akan tetapi, kewenangan KBIH hanya sebatas 

penyelenggara bimbingan ibadah haji bukan penyelenggara urusan haji. Tugas 

KBIH terikat pada ketentuan: Pertama, KBIH hanya penyelenggara 

bimbingan manasik haji. Kedua, materi dan metode mengacu pada pedoman 

Departeman Agama. Ketiga, mentaati dan mematuhi peraturan, serta 

kebijakan pemerintah Arab Saudi. Keempat, mengadakan perjanjian tertulis 

dengan jamaah tentang pelayanan dan rincian biaya tambahan di luar ONH. 

Kelima, menonjolkan identitas nasional. Keenam, membantu kelancaran dan 

ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.
83

 

Pada masa Reformasi ini, pemerintah memang dituntut untuk 

menyempurnakan sistem penyelenggaraan perjalanan haji. Penyelenggaraan 

perjalanan haji diharapkan dapat menekankan pada pelayanan, perlindungan, 
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dan pembinaan secara optimal. Masalah yang timbul akibat sistem dan 

prosedur yang terlalu rumit diharapkan dapat diubah dengan sistem dan 

prosedur yang mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat.
84

 Momentum 

Reformasi juga diharapkan dapat memberi ruang dan kebijakan yang jelas 

tentang penyelenggaraan perjalanan haji. Pasalnya selama ini belum ada 

payung hukum yang kuat, yang menjelaskan tentang penyelenggaraan 

perjalanan haji di Indonesia. Selama ini kebijakan tentang penyelenggaraan 

urusan haji hanya dikeluarkan oleh Presiden RI dan Menteri Agama. 

Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Presiden RI 

dan Menteri Agama sudah cukup berhasil dalam mengatur penyelenggaraan 

urusan haji, namun masyarakat tetap menuntut adanya undang-undang haji 

untuk menjamin hak-hak jamaah haji dan memberi kepastian kepada 

pemerintah dalam penyelenggaraan perjalanan haji.
85

 

Untuk menjamin dan meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan terhadap jamaah haji, pemerintah mengeluarkan Undang-

Undang No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Undang-

undang ini merupakan undang-undang haji pertama yang keluarkan oleh 

pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka di tahun 1945. Dalam undang-

undang tersebut dipaparkan secara lengkap tentang penyelenggaraan ibadah 

haji. Di mulai dari organisasi penyelenggara haji, biaya haji, pendaftaran haji, 

kesehatan haji, transportasi, keimigrasian, akomodasi, umrah, haji khusus (haji 
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plus), barang bawaan, denda dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan 

penyelenggaraan ibadah haji.
86

 

Dalam undang-undung tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan 

ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah 

di bawah koordinasi Menteri Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri 

Agama melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan departemen/instansi 

lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Adapun penyelenggara 

ibadah haji adalah pemerintah (haji reguler) dan masyarakat (haji khusus/ONH 

Plus).
87

 Ketentuan tentang penyelenggara haji khusus (nama-nama lembaga 

swasta) ditetapkan oleh Menteri Agama.
88

 Dengan demikian, sejak 

dikeluarkannya undang-undang haji ini secara resmi ada dua penyelenggara 

haji di Indonesia. Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler. 

Kedua, badan/lembaga swasta (biro travel haji dan umrah) sebagai 

penyelenggara haji plus (haji khusus). 

Penyelenggaraan perjalanan umrah juga dijelaskan secara detail dalam 

undang-undang haji. Sudah dijelaskan di atas bahwa penyelenggaraan 

perjalanan umrah berkaitan erat dengan penyelenggaraan perjalanan haji, baik 

haji reguler maupun haji plus (haji khusus). Oleh kerena itu, pemerintah 

memberi payung hukum tentang penyelenggaraan ibadah umrah, termasuk 
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kewajiban penyelenggara umrah serta sanksi bagi penyelenggara umrah. 

Untuk ketentuan tentang penyelenggaraan umrah diatur lebih lanjut dengan 

keputusan Menteri agama.
89

 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undanng No. 17 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan ibadah haji, maka kebijakan-kebijakan yang selama ini  

mengatur tentang penyelenggaraan perjalanan haji (haji reguler maupun haji 

khusus) dan umrah tidak berlaku lagi. Kebijakan yang selama ini dikeluarkan 

oleh pemerintah tentang penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah 

dinyatakan sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan 

zaman. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang haji 

sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah haji maupun 

umrah. 

Menurut Nidjam dan Hanan, dalam sistem manajemen 

penyelenggaraan perjalanan haji selama ini timbul dikotomi antara manajemen 

perkantoran dengan manajemen modern, sehingga kebijakan tentang haji 

kurang berjalan dengan baik. Dengan adanya undang-undang tentang haji 

dapat dijadikan pedoman penyempurnaan dalam langkah-langkah teknis 

operasional haji seperti, bentuk organisasi serta tata kerja, sistem pendaftaran 

calon jamaah haji, komponen biaya perjalanan haji, fasilitas angkutan haji, 

akomodasi haji, fungsi penyuluhan serta informasi haji, pemberdayaan sistem 

komputerisasi haji terpadu, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum (baik di 

tanah air maupun di Arab Saudi), upaya peningkatan dalam pembinaan serta 

                                                           
89

 Undang-Undang RI No. 17 tahun 1999, bab XIII, pasal 25-     



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

bimbingan jamaah haji, membina kelompok bimbingan haji dan 

menyelenggarakan perjalanan haji khusus, administrasi dokumen haji secara 

sistematis, dan struktur kepanitian petugas haji (tanah air dan Arab Saudi). 

Jadi kebijakan tersebut secara subtansi merupakan kemajuan di bidang 

penyelenggaraan perjalanan haji.
90

 Dengan adanya Undang-Undang Haji 

maka pemerintah mempunyai peluang untuk mengatur setiap permasalahan 

penyelenggaraan ibadah haji secara optimal dan tertata. 

Undang-Undang haji yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun 1999 ini 

juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan perjalanan haji di musim haji 

tahun 2000 hingga sekarang, di mana penyelenggaraan teknis operasional haji 

lebih transparan dan tertata. Dalam pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah 

haji (BPIH dulu disebut ONH) misalnya, dijelaskan secara detail biaya yang 

dikeluarkan oleh calon jamaah haji tersebut digunakan untuk: pembayaran 

angkutan haji pergi-pulang, biaya wajib di Arab Saudi, living cost selama di 

Arab Saudi, biaya operasional dalam negeri, dan uang bekal kembali ke 

daerah. Dengan adanya transparansi biaya haji merupakan trobosan baru 

dalam penyelenggaraan perjalanan haji sejak musim haji tahun 1999, sebab 

sebelumnya pemerintah tidak pernah menjelaskan secara detail tentang 

kegunaan biaya ONH. 

Pemulihan ekomoni yang signifikan berhasil menekan laju inflasi dan 

gejolak moneter juga berdampak pada biaya penyelenggaraan ibadah haji 

(BPIH). Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk musim haji tahun 
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2000 turun. Pada musim haji tahun 1999 BPIH sebesar Rp. 27.373.000, turun 

Rp. 9.615.000 menjadi sebesar Rp. 17.758.000. Turunnya BPIH musim haji 

tahun 2000 selain karena adanya pemulihan ekonomi, juga karena adanya 

kebijakan angkutan haji yang tidak hanya dimonopoli oleh satu perusahaan 

penerbangan saja.
91

 

C. Penyelenggaraan Perjalanan Haji Oleh Swasta 

Sejak pemerintah Orde Lama mengeluarkan Peraturan Presiden RI No. 

3 tahun 1960, peran lembaga/badan swasta dalam penyelenggaraan haji mulai 

terbatas. Memasuki awal pemerintahan Orde Baru peran swasta dalam 

penyelenggaraan perjalanan haji mulai dikembalikan. Meskipun kebijakan 

pemerintah melalui Intruksi Presidium No. 27/U/IN/6/67 dan pernyataan 

Menteri Agama KH. Moh. Dahlan pada tanggal 19 Agustus 1968 lebih 

menegaskan wewenang tunggal pemerintah, akan tetapi di saat yang sama 

memberi peran yang dapat dimainkan oleh lembaga/badan swasta. 

Keikutsertaan lembaga/badan swasta dalam penyelenggaraan haji dibatasi di 

bidang pengangkutan saja, baik melalui laut maupun udara. Oleh karena itu, 

antara 1967-1968 lahir beberapa lembaga/badan swasta dalam 

penyelenggaraan perjalanan haji (haji Berdikari). Lembaga/badan yang 

didirikan pada masa itu seperti Yayasan Al-Ikhlash  Husami  Yamu’alim  

Mukersa Haji, I.C.A, Al-Amin, Al-Akbar dan lain-lain. Namun di sini tidak 

akan dibahas secara keseluruhan semua lembaga/badan swasta tersebut. 

Dalam prakteknya lembaga/badan swasta tersebut ada yang profesional dan 
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ada yang tidak. Berikut penjelasan singkat tentang lembaga/badan swasta 

tersebut: 

   International Civil Transport Asia (I.C.A) 

International Civil Transport Asia merupakan sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam pengangkutan udara. Perusahaan ini turut serta dalam 

pengangkutan perjalanan haji Indonesia dan merupakan perusahaan 

penerbangan swasta satu-satunya yang bersaing dengan PT. Garuda 

Indonesia pada masa itu. Dalam prakteknya, pemberangkatan jamaah haji 

oleh I.C.A mengalami kericuhan dan mengecewakan para jamaah haji. Hal 

ini disebabkan I.C.A mengubah jadwal pemberangkatan jamaah haji 

secara mendadak, sehingga banyak calon jamaah haji yang berangkat 

tanpa persiapan yang matang. Jamaah haji pun melayangkan protes 

langsung kepada Dirjen Urusan Haji sebagai dampak kejadian tersebut. 

Akibat kejadian tersebut, I.C.A harus memberikan ganti rugi kepada 

masing-masing calon jamaah haji sebesar Rp. 1.000 setiap hari dan 

menyediakan tempat tinggal bagi jamaah haji di Hotel Radion dan Hotel 

Transaera.
92

 

Selain masalah perubahan jadwal, diketahui dalam pesawat I.C.A 

yang berangkat pertama juga terdapat kelebihan penumpang sebanyak 12 

orang, sehingga diadakan pemindahan ke pesawat terbang berikutnya dan 

mereka mendapatkan kompensasi dari I.C.A sebesar RIs. 200 dalam 

bentuk bon uang (semacam kwitansi) untuk ditukarkan kepada perwakilan 
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I.C.A di Jeddah. Jumlah biaya yang harus dibayar oleh jamaah haji untuk 

menumpang pesawat terbang I.C.A sebesar Rp. 360.000, namun para 

jamaah haji masih mendapat uang pengembalian sebesar Rp. 25.000 dari 

Dirjen Urusan Haji sebelum waktu pemberangkatan.
93

  

   Musyawarah Kerja Sama Haji (Mukersa Haji) 

Mukersa Haji merupakan lembaga/badan swasta yang bergerak di 

bidang pengangkutan jamaah haji dengan kapal. Mukersa bukanlah sebuah 

perusahaan seperti I.C.A, namun sebuah yayasan yang didirikan oleh 

sekelompok orang yang ingin terlibat dalam penyelenggaraan haji. 

Yayasan ini didirikan pada 1968 dan mendapat izin dari pemerintah untuk 

mengangkut jamaah haji Berdikari. Dalam mendapatkan jamaah, Mukersa 

melakukan propaganda menggunakan ONH yang lebih murah dari pada 

ONH yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan fasilitas yang lebih 

baik, sehingga terjadi perang tarif antara Mukersa Haji dengan PT. Arafat 

dalam harga tiket melalui media. Dengan gencarnya propaganda biaya 

ONH yang lebih murah ini, banyak para calon jamaah haji yang tertarik 

dan memilih menggunakan Mukersa Haji.
94

 

Dengan adanya izin dari pemerintah, antara Mukersa Haji dengan 

pihak pemerintah melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan 

perjalanan haji. Mukersa menyediahkan kapal angkutan haji sedangkan 

pemerintah, dalam hal ini Dirjen Urusan Haji menerima daftar calon haji 

serta menyediahkan pas jalan haji. Mukersa memberangkatkan calon 
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jamaah haji pada tanggal 6 Februari 1969, menggunakan kapal Oriental 

Queen yang di carter dari perusahaan Jepang. Namun, di tengah perjalanan 

terjadi kericuhan antara Mukersa Haji dengan pemilik kapal Oriental 

Queen tentang pembayaran keuangan sewa kapal yang tidak lunas.
95

 

Akibatnya, kapal Oriental Queen hanya sanggup berlayar sampai ke 

Kolombo saja, sesuai dengan uang sewa yang diberikan Mukersa Haji 

kepada pihak kapal Oriental Queen. Mengetahui hal tersebut, Menteri 

Agama mengirim surat kawat kepada pemilik kapal Oriental Queen untuk 

tetap meneruskan pelayaran sampai ke Jeddah.
96

 

Setibahnya jamaah Mukersa Haji di Jeddah, timbul kericuhan 

kembali antara Mukersa Haji dengan pihak kapal Oriental Queen. Pihak 

Mukersa Haji belum memenuhi pembayaran uang sewa kapal sehingga 

dari pihak kapal Oriental Queen tidak bersedia mengangkut jamaah haji 

pulang ke Indonesia, akibatnya jamaah haji Mukersa terlantar di pelabuhan 

Jeddah. Mengetahui kejadian ini, Menteri Agama kembali mengirim surat 

kawat kepada pemilik kapal Oriental Queen (Toyoyosen di Tokyo) agar 

bersedia mengangkut jamaah haji Mukersa kembali ke tanah air.
97

 

Selain kasus pembayaran uang sewa kapal yang tidak lunas dengan 

Oriental Queen, Mukersa Haji juga melakukan penipuan dengan 

menggunakan cek kosong sebesar Rp. 30.000.00 dan Rp. 13.410.517 

kepada Dirjen Urusan Haji. Cek tersebut diberikan kepada Dirjen Urusan 
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Haji untuk jaminan biaya hidup (living cost) jamaah haji selama di Arab 

Saudi dan biaya administrasi.
98

 

   Yayasan Al-Ikhlas 

Yayasan Al-Ikhlas dulunya merupakan bagian dari Mukersa Haji, 

namun karena adanya perbedaan pendapat dalam melaksanakan 

penyelenggaraan perjalanan haji maka orang-orang yang tidak sependapat 

memisahkan diri dan membuat yayasan sendiri. Al-Ikhlas adalah sebuah 

yayasan yang khusus memberangkatkan kelompok jamaah haji Berdikari. 

Untuk memberangkatkan calon jamaah haji, Al-Ikhlas menyewa 

Tampomas dari PT. Pelni.
99

 Namun, karena kurang muatan maka mencari 

jamaah lain yang kemudian diisi dengan jamaah haji dari yayasan Al-

Amin dan Al-Akbar sehingga jumlah jamaah haji Al-Ikhlas menjadi 850 

orang. Al-Ikhlas belum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh 

pemerintah seperti menyetorkan biaya hidup (living cost) selama di Arab 

Saudi maka pas jalan untuk calon jamaah haji Al-Ikhlas ditahan oleh 

pemerintah (Dirjen Urusan Haji).
100

 

Pada tanggal 6 Februari 1969, perwakilan Al-Ikhlas menemui 

Dirjen Urusan Haji untuk menyetorkan biaya hidup (living cost), yang 

berbentuk cek dari Bank of America sebesar $. 181.000. Namun, setelah 
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diperiksa ternyata cek tersebut adalah cek kosong sebab simpanan Al-

Ikhlas di Bank of America hanya sebesar $. 900. Akhirnya cek tersebut 

dikembalikan oleh Dirjen Urusan Haji. Pada tanggal 7 Februari, Al-Ikhlas 

nekad membawa jamaah haji dari asrama haji ke kapal Tampomas tanpa 

dokumen lengkap. Akibatnya calon jamaah haji yang telah berada di atas 

kapal terpaksa diturunkan.
101

 

Sampai tanggal 10 Februari 1969, yayasan Al-Ikhlas belum 

menyetorkan biaya hidup (living cost) jamaah haji di Arab Saudi. Padahal 

waktu pelaksanaan ibadah haji semakin dekat dan pelabuhan Jeddah akan 

ditutup untuk kapal-kapal haji pada tanggal 22 Februari. Derasnya protes 

dari para calon jamaah haji membuat pemerintah akhirnya turun tangan. 

Pemerintah membuat perjanjian kepada setiap calon jamaah haji apabila 

telah memenuhi syarat dari pemerintah dapat diberangkatkan ke tanah suci 

dengan pesawat udara. Tercatat hanya sebanyak 140 orang dari total 

jamaah seluruhnya 850 orang yang bisa memenuhi persyaratan dari Dirjen 

Urusan Haji. Sebanyak 140 orang tersebut diberangkat oleh pemerintah 

menggunakan pesawat terbang milik perusahaan penerbangan 

International Civil Transport Asia (I.C.A).
102

 

   Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (Husami) 

Pada tanggal 24 Juli 1967, dibentuk sebuah organisasi yang 

bernama Himpunan Usahawan Muslim Indonesia (Husami) oleh 

Sjafruddin Prawiranegara bersama-sama dengan 41 orang pengusahawan 
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Muslim lainnya.
103

 Organisasi ini berbentuk badan hukum yang tunduk 

kepada segala hukum yang sah yang berlaku di Indonesia, berasaskan 

Islam, berlandaskan Pancasila serta UUD 1945. Secara resmi Husami baru 

diperkenalkan kepada mayarakat Indonesia pada bulan November 1967, 

dimana Menteri Negara bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, Sri 

Sultan Hamengkubuwono IX turut hadir memberi kata sambutan.
104

 

Sebagai organisasi yang berlatar belakang Islam, Husami juga ikut 

serta dalam menyelenggarakan perjalanan haji Indonesia. Husami pertama 

kali menyelenggarakan perjalanan haji pada 1969 dengan kapal laut dan 

berhasil dengan baik. Waktu itu Husami menyelenggarakan perjalanan haji 

dengan tarif yang rendah dari biaya yang ditentukan oleh pemerintah dan 

dengan fasilitas yang memuaskan.
105

 Umumnya para jamaah haji yang ikut 

rombongan tersebut adalah para jamaah haji Berdikari. 

Pada 1969 setelah diselenggarakannya perjalanan haji, pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969 dan Instruksi 

Presiden RI No. 6 tahun 1969, yang menetapkan bahwa seluruh 

penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam 

kebijakan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan swasta serta perorangan 

tidak dibenarkan menyelenggarakan urusan haji. Kebijakan ini tentunya 
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menjadi pukulan bagi Husami yang telah berhasil menyelenggarakan 

perjalanan haji dengan baik tanpa ada masalah. 

Terlepas dari larangan tersebut, Husami tetap mengorganisir 

perjalanan haji menggunakan kapal laut pada tahun 1970. Waktu itu ada 

lebih dari 1.000 calon jamaah haji yang mendaftar dalam perjalanan 

tersebut.
106

 Mengetahui hal itu, pemerintah tidak mengizinkan Husami 

terus menyelenggarakan perjalanan haji sebab melanggar kebijakan 

pemerintah. Di lain pihak, Sjafruddin Prawiranegara membantah bahwa 

Husami telah melanggar kebijakan pemerintah tentang haji. Menurut 

Sjafruddin, Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969 dan Instruksi 

Presiden RI No. 6 tahun 1969 itulah yang melanggar UUD 1945 Pasal 29 

ayat 2 dan TAP MPRS No. XXVII dan XXIII tahun 1966.
107

 

Meskipun penyelenggaraan perjalanan haji oleh swasta dilarang 

pemerintah, Husami tetap berusaha menyelenggarakan perjalanan haji. 

Husami mengubah statusnya dari penyelenggara perjalanan haji menjadi 

penyelenggara tour ta’aruf yang akan berkunjung ke berbagai negara 

Islam, termasuk juga ke Arab Saudi untuk melaksanakan rukun Islam yang 

kelima. Namun, Husami mendapat surat teguran dari pemerintah bahwa 

tour ta’aruf sama dengan menyelenggarakan perjalanan haji. Oleh karena 

itu, Husami membatalkan rencana tour ta’aruf  tetapi Husami bersedia 
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membantu mereka yang dengan kemauan sendiri ingin melanjutkan niat 

pergi ibadah haji.
108

 

Dengan dalih memberi pertolongan kepada umat Islam yang ingin 

melaksanakan sendiri perjalanan hajinya. Maka Husami bertindak bukan 

sebagai penyelenggara perjalanan haji namun hanya sebagai media 

penolong umat Islam. Dengan demikian Husami akan bebas dari tuduhan 

melanggar kebijakan pemerintah. Ada sebanyak 1.200 orang yang ingin 

turut serta dalam kegiatan haji sendiri ini, tetapi hanya 800 orang yang 

berangkat. 712 orang berangkat dengan kapal laut dan sisanya berangkat 

dengan pesawat terbang.
109

 Mereka yang menggunakan pesawat terbang 

meninggalkan Indonesia dengan tujuan Singapura atau Malaysia, baru dari 

sana mereka melanjutkan perjalanan ke Jeddah, sedangkan mereka yang 

berangkat menggunakan kapal laut berangkat dari pelabuhan Tanjung 

Periok dengan kapal Ogan dan dari pelabuhan Tanjung Perak dengan 

kapal Rupit menuju Singapura. Di sana mereka hendak pindah ke kapal 

Gambela yang sudah menunggu sebab kapal Gambela tidak diizinkan 

berlabuh di perairan Indonesia.
110

 

Pemerintah Singapura, atas permintaan pemerintah Indonesia, tidak 

mengizinkan pemindahan penumpang dari kapal Organ dan Rupit ke kapal 

Gambela. Akhirnya, kedua kapal tersebut berbelok ke pelabuhan Port 

Swettenham Malaysia, sebab kapal Gambela berada di sana. Pemerintah 

Malaysia juga diminta oleh pemerintah Indonesia agar memerintahkan 
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kedua kapal tersebut kembali ke Indonesia. Namun, permintaan ini ditolak 

oleh Perdana Menteri Malaysia dan tetap mengizinkan penumpang kapal 

Organ dan Rupit pindah ke kapal Gambela untuk seterusnya melanjutkan 

perjalanan ke pelabuhan Jeddah.
111

 

Di Jeddah jamaah haji kapal Gambela mendapat sambutan meriah, 

bukan saja dari kawan-kawan setanah air dan seagama saja. Bahkan para 

pemimpin jamaah haji kapal Gambela juga diundang untuk menghadiri 

acara keluarga kerajaan Arab Saudi. Berita tentang jamaah haji kapal 

Gambela ini mendapat sorotan dan disiarkan secara luas dalam surat-surat 

kabar berbahasa Arab. Di tanah air pun haji kapal Gambela juga mendapat 

sorotan dan menghiasi berbagai media cetak selama berminggu-minggu.
112

 

Setelah selesai pelaksanaan ibadah haji, pemerintah Indonesia tetap 

tidak mengizinkan kapal Gambela berlabuh di perairan Indonesia. Kapal 

Gambela akhirnya terpaksa berlabuh di pulau Pinang, Malaysia dan 

tertahan di sana selama empat hari. Selama tertahan di Pinang, beberapa 

pejabat Malaysia datang menjumpai para jamaah haji Gambela, salah satu 

diantaranya adalah Menteri Urusan Haji Malaysia (Datuk Raos). Secara 

kebetulan pula pada waktu itu Presiden Soeharto beserta istri dan 

rombongan pejabat pemerintah sedang mengadakan kunjungan resmi ke 

Kuala Lumpur. Tak berselang lama dari kunjungan resmi pemerintah 

                                                           
111

 Ibid. 
112

 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

Indonesia ke Malaysia, kapal Gambela diizinkan berlabuh di Tanjung 

Priok, Jakarta.
113

  

Kapal Gambela sampai di pelabuhan Tanjung Priok tanggal 26 

Maret 1970. Di pelabuhan, Jamaah haji Gambela disambut oleh sejumlah 

60 orang jaksa yang mengharuskan jamaah haji mendatangani formulir 

permintaan maaf kepada pemerintah Indonesia. Bagi mereka yang tidak 

mau mendatangi formulir tersebut tidak diizinkan untuk turun dari kapal 

Gambela, hal itu diumumkan melalui mikrofon. Pada waktu itu, Sjafruddin 

Prawiranegara juga datang untuk menyambut jamaah haji Gambela. 

Setelah mengucapkan ucapan selamat datang, Sjafruddin meminta para 

jamaah haji Gambela untuk menandatangani formulir permintaan maaf 

kepada pemerintah untuk menjaga ukhuwah Islamiyah.
114

 

Pada tahun 1971, Husami masih mencoba memberikan bantuan 

kepada para calon jamaah haji. Mereka yang tidak sanggup membayar 

ONH yang ditetapkan oleh pemerintah, masih berusaha dibantu oleh 

Husami dengan menyediakan angkutan haji yang lebih terjangkau kepada 

masyarakat. Akan tetapi, pemerintah meminta kepada pemerintah Arab 

Saudi melarang pesawat terbang yang membawa ratusan jamaah haji 

Husami mendarat di Jeddah, sehingga pesawat terbang yang membawa 

ratusan calon jamah haji Husami mendarat di Athena lalu terpaksa kembali 

lagi ke Jakarta.
115
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Untuk membantu umat Islam untuk pergi haji, Husami juga 

mendirikan Yayasan Dana Tabungan Haji dan Pembangunan. Yayasan ini 

didirikan pada bulan Oktober 1970, bertujuan untuk membantu umat Islam 

yang berencana menunaikan ibadah haji dengan jalan menabung. Calon 

jamaah haji secara berkala menyetorkan uang untuk biaya haji di tabungan 

ini. Dengan demikian, umat Islam dapat berangkat menunaikan ibadah haji 

setalah menabung dua sampai tiga tahun melalui saluran pemerintah. 

Namun pada       seorang petugas yayasan dana tabungan tersebut (orang 

kepercayaan Sjafruddin), memanipulasi sebagian uang tabungan jamaah 

haji. Akibatnya, beberapa jamaah haji tidak dapat berangkat haji. Untuk 

menghindari masalah semakin memburuk diambil keputusan untuk 

mengembalikan uang tabungan jamaah haji yang belum berangkat ke 

tanah suci. Sejak saat itu Sjafruddin dan Husami tidak terlibat lagi dalam 

bidang penyelenggaraan haji.
116

 

Dengan adanya kasus-kasus penyelewengan yang dilakukan oleh 

badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan perjalanan haji, pemerintah 

mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969, yang menetapkan 

bahwa seluruh penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh 

pemerintah.
117

 Keputusan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya 

Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969, yang menjelaskan bahwa perusahaan 
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swasta atau perorangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan 

penyelenggaraan urusan haji.
118

 

Pemerintah baru membuka kembali keterlibatan terbatas 

badan/lembaga swasta dalam penyelenggaraan haji 1987. Pada tahun tersebut 

diperkenalkan adanya penyelenggaraan ONH Plus (haji plus). 

Penyelenggaraan haji plus ini dilaksanakan oleh badan/lembaga perjalanan 

swasta yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Penyelenggaraan haji 

plus merupakan bagian dari penyelenggara haji pemerintah, sebab segala 

otoritas tentang ketentuan perusahaan penyelenggara, kuota, dan biaya ONH 

Plus dipegang oleh pemerintah.
119

 Dengan adanya Keputusan Menteri Agama 

RI No. 22 tahun 1987 tentang penyelenggaraan urusan haji ONH Plus. Sejak 

saat itu muncul badan-badan atau lembaga-lembaga swasta yang 

menyelenggarakan perjalanan haji plus. Umumnya badan/lembaga yang 

menyelenggarakan jasa perjalanan haji plus adalah badan/lembaga perjalanan 

umrah. Pemerintah memang mengambil badan/lembaga perjalanan umrah 

sebagai penyelenggara perjalanan haji plus. 

Sejak 1990-an jumlah jamaah haji plus semakin naik. Hal ini membuat 

pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 246 tahun 1991 

tentang pengangkatan penyelenggaraan perjalanan urusan haji ONH plus. 

Berdasarkan keputusan ini setiap tahun pemerintah menetapkan 

badan/lembaga penyelenggara perjalanan haji plus. Pemerintah tidak memberi 

hak paten kepada badan/lembaga swasta tertentu untuk selalu 

                                                           
118

 Lihat Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969, pasal 1, ayat 1-   
119

 Zubaedi  “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Restrukturisasi 
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menyelenggarakan perjalanan haji plus. Hal ini untuk meminimalkan 

terjadinya penyelewengan atau penipuan jamaah haji seperti yang terjadi pada 

    -      

Keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ONH Plus awalnya 

hanya beberapa. Namun, jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Musim haji 1992 misalnya, tercatat ada 13 lembaga penyelenggara perjalanan 

haji plus.
120

 Jumlah ini naik pada musim haji 1995 sebanyak 25 penyelenggara 

dan di musim haji 1996 jumlahnya menjadi 35 penyelenggara perjalanan haji 

plus, bahkan di era reformasi jumlanya lebih dari 60 badan/lembaga 

penyelenggara perjalanan haji plus.
121

 Di antara badan/lembaga penyelenggara 

perjalanan haji plus adalah: PT Annatama Purna Tours & Travel, PT. 

Arminreka Perdana Tours & Travel, PT. Cahaya Sri Erawan Tours & Travel, 

PT. Candragama Muda Tours & Travel, PT. Femmy Tours & Traver, PT. 

Gelora Indah Perdana Tours & Travel, PT. Geonawan Erawisata Tours & 

Travel, PT. Linda Jaya Tours & Travel, PT. Tiga Utama Cahaya Makmur 

Tours & Travel, PT. Tunas Indonesia Tours & Travel, PT. Mitra Tours & 

Travel dan lain-lain.
122

 Badan/lembaga penyelenggara perjalanan haji plus ini 

setiap tahunnya berubah tergantung penilaian dan ketentuan dari Menteri 

Agama, sehingga tidak ada kepastian bahwa badan/lembaga yang 
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menyelenggarakan di musim haji tahun ini dapat menyelenggarakan haji di 

musim berikutnya.  

D. Transportasi Haji 

Pada masa Orde Baru, Menteri perhubungan mengkoordinasikan dan 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan transportasi haji, sedangkan 

transportasi haji disediakan dan diatur penyelenggaraannya oleh Departemen 

Perhubungan. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh PT. Arafat yang 

merupakan perusahaan warisan dari pemerintahan Orde Lama. PT. Arafat 

merupakan perusahaan pelayaran yang didirikan pada 1964, yang sekaligus 

merupakan wujud dari cita-cita umat Islam yang sejak masa kolonial Belanda 

berjuang untuk memperoleh otonomi dalam pengangkutan jamaah haji. Untuk 

pengangkutan jamaah haji dengan pesawat terbang dilakukan oleh PT. Garuda 

Indonesia. Sejak 1967 pesawat terbang mulai dioperasikan kembali untuk 

mengangkut jamaah haji Indonesia. Pesawat terbang pernah dioperasikan 

untuk mengangkut jamaah haji pada 1953, namun pada 1960 pesawat terbang 

tidak dioperasikan lagi untuk mengangkut jamaah haji Indonesia. 

Pengunaan kapal laut sebagai media transportasi jamaah haji sejak 

masa awal Orde Baru sering mengalami kendala. Pada musim haji 1967/1968, 

kapal haji Ambulombo, Mei Abeto dan Pasifik Abeto milik PT. Arafat 

mengalami kerusakan. Kerusakan kapal haji Ambulombo terjadi di pelabuhan 

Massawa, sedangkan kapal Mei Abeto mengalami kerusakan di perairan 

Indonesia saat pelayaran kembali dari Jeddah ke Indonesia. Kapal Pasifik 

Abeto kandas di Pulau Maskali Bank dekat pelabuhan Jibuti. Rusaknya dua 
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kapal milik PT. Arafat merupakan sesuatu yang tidak terduga sebab kedua 

kapal tersebut telah mendapat sertifikat kelas tinggi dari Klasifikasi 

Internasional yang bernama Germanischer Lyoid di Hongkong.
123

 

Mulai 1967, pemerintah membuka kesempatan kepada badan/lembaga 

swasta selain PT. Arafat dan PT. Garuda untuk ikut menyelenggarakan 

transportasi jamaah haji. Kesempatan ini diberikan oleh pemerintah kepada 

perusahaan atau perorangan yang dapat menyediahkan angkutan bagi jamaah 

haji dengan tarif yang lebih murah dan dengan fasilitas yang lebih baik dari 

pada PT. Arafat maupun PT. Garuda Indonesia.
124

 Oleh karena itu, sejak tahun 

1967-1968 lahir banyak badan/lembaga yang menyediakan jasa angkutan haji. 

Sejak saat itu, muncul persaingan tarif tiket kapal maupun tiket pesawat 

terbang antara PT. Arafat dan PT. Garuda Indonesia dengan badan/lembaga 

swasta yang terjun dalam bisnis. Misalnya persaingan harga tarif tiket kapal 

laut antara PT. Arafat dengan Husami dan persaingan harga tarif tiket pesawar 

terbanga antara PT. Garuda Indonesia dengan I.C.A.
125

 

Persaingan antara PT. Arafat dan PT. Garuda Indonesia dengan 

badan/lembaga swasta yang terjun dalam bisnis tidak berjalan lama. Hal ini 

disebabkan pemerintah mengeluarkan Keppres RI No. 22 tahun 1969 dan 

Inpres RI No. 6 tahun 1969 yang menetapkan bahwa seluruh penyelenggaraan 

urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah.
126

 Perusahaan swasta atau 
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perorangan tidak diperbolehkan melakukan segala kegiatan penyelenggaraan 

urusan haji.
127

  

Mulai musim haji 1972/1973, jamaah haji yang berangkat 

menggunakan pesawat terbang cenderung naik tiga kali lipat dari tahun-tahun 

sebelumnya. Tercatat jumlah jamaah haji yang menggunakan kapal laut 

sebanyak 16.039 orang sedangkan pengguna pesawat terbang sebanyak 6.192 

orang.
128

 Jumlah pengguna pesawat terbang ini terus meningkat pada tahun-

tahun berikutnya. Beralihnya minat masyarat dalam memilih moda 

transportasi dari kapal laut ke pesawat terbang mungkin akibat peristiwa 1971, 

di mana kapal PT. Arafat (kapal Abeto I) di tahan oleh kapal perang India di 

teluk Benggala akibat adanya perang India-Pakistan yang terjadi pada waktu 

itu.
129

 Selain itu, kesadaran masyarakat tentang penggunaan pesawat terbang 

yang lebih cepat dibandingkan dengan kapal laut mungkin juga menjadi alasan 

utama beralihnya masyarakat ke moda transportasi udara. Biaya ONH kapal 

laut dengan pesawat terbang juga tidak terlalu tepaut jauh, ONH kapal laut 

sebesar Rp. 380.000 sedangkan ONH pesawat terbang sebesar Rp. 420.000 

(hanya tepaut Rp. 40.000).
130

 

Pada 1973 jumlah jamaah yang menggunakan pesawat terbang lebih 

banyak dibandingkan yang menggunakan kapal laut. Dalam catatan Deliar 

                                                           
127

 Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969. 
128

 Deliar Noer, Administrasi Islam di Indonesia, 124. Untuk data jumlah jamaah haji ini 

bandingkan dengan data dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Infosgrafi Haji 

Indonesia tahun 1949 s/d 2014 (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, tanpa tahun), 2 

dalam www.haji.kemenag.go.id.  
129

 Sumuran Harahap dan Mursidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jemaah Haji Indonesia       
130

 Kaksim  “Berhaji Pada Masa Orde Baru di Sumatera Barat     -    ”  Jurnal Pelangi, Vol. 3, 

No. 2 (2011), 9   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

Noer, jumlah jamaah yang menggunakan kapal laut hanya 16.039 orang, 

sedang pengguna pesawat terbang sebanyak 23.449 orang.
131

 Bertambah 

tingginya jumlah pengguna trasportasi udara dipengaruhi sering terjadinya 

kerusakan kapal-kapal haji milik PT. Arafat. Musim haji 1972 misalnya, kapal 

Gunung Djati mengalami kerusakan sehingga jamaah harus menunggu kapal 

haji yang lain datang, akibatnya banyak jamaah haji yang kehabisan uang dan 

bahkan ada yang sampai menjual barang berharga atau berhutang.
132

 

Suatu langkah maju dalam pengangkutan jamaah haji udara mulai 

musim haji 1973/1974, di mana pemberangkatan jamaah haji tidak hanya 

melalui bandara Jakarta dan Surabaya, namun ditambah dari bandara Medan. 

Sebelumnya pengangkutan haji dengan pesawat terbang hanya melalui dua 

bandara saja, yaitu bandara Jakarta dan Surabaya. Untuk calon jamaah haji 

yang berasal dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau 

mulai musim haji 1973/1974 berangkat dari bandara Medan dan yang berasal 

dari Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, Kalimatan, DKI, Jawa 

Barat, Jawa Tenggah, Yogyakarta berangkat dari Bandara Jakarta, sedangkan 

daerah-daerah di wilayah Indonesia bagian timur berangkat melalui bandara 

Surabaya.
133

 

Meskipun ada kemajuan di bidang pengangkutan haji udara, namun 

pada musim haji 1973/1974 terjadi beberapa kendala. Misalnya, terjadi 
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keterlambatan kapal Gunaung Djati yang datang dari Jepang setelah 

pemesangan mesin baru yang berdampak pada perubahan jadwal 

pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Kapal haji Le Havre Abeto 

milik PT. Arafat kembali mengalami kerusakan mesin di luar pelabuhan 

Jeddah. Selain itu, pesawat Garuda di Surabaya juga mengalami kehabisan 

bahan dan tidak dapat berangkat untuk mengangkut pemulangan jamaah haji 

ke Indonesia. Akibatnya selama empat hari jamaah haji harus tertahan di 

bandara menunggu pesawat datang. Kesulitan yang dialami oleh pesawat 

Garuda diakibatkan terjadinya embargo minyak Arab Saudi yang berdampak 

pada kenaikan bahan bakar.
134

 

Di musim haji 1974/1975, Pesawat terbang yang disewa Garuda 

Indonesia dari perusahaan Belanda Martin Air, yang mengangkut jamaah haji 

Indonesia jatuh di Kolombo (Sri Lanka). Penyebab kecelakaan tersebut 

diketahui karena pesawat Martin Air menabrak gunung. Jumlah jamaah yang 

meninggal sebanyak 182 jamaah, 9 awak pesawat, dan 2 di antaranya adalah 

pramugara dan pramugari yang direkrut dari IAIN.
135

 Peristiwa ini cukup 

menggemparkan masyarakat Indonesia sebab ini merupakan kali pertama 

pesawat haji jatuh. 

Lonjakan jumlah calon jamaah haji pada 1975/1976 menimbulkan 

masalah dalam bidang pengangkutan jamaah haji. Untuk itu, mulai tahun 

tersebut diadakan tambahan armada transportasi haji udara, yang awalnya satu 

perusahaan penerbangan ditambah menjadi 3 perusahaan penerbangan (PT. 
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Garuda, PT. Merpati Nusantara, dan PT. Mandala).
136

 Pemerintah juga 

melakukan sosialisasi penggunaan pesawat terbang secara intensif kepada para 

calon jamaah haji. Pemerintah memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa 

perjalanan haji menggunakan pesawat terbang aman dan juga akan 

mengurangi kelelahan serta mempersingkat waktu perjalanan.
137

 Sosialisasi ini 

dilakukan sebab masyarakat masih trauma dengan jatuhnya pesawat haji 

Martin Air di Kolombo. Untuk memberi pilihan kepada masyarakat yang takut 

menggunakan pesawat terbang, pemerintah masih tetap mengadakan 

perjalanan haji dengan menggunakan kapal laut, meskipun waktu itu biaya 

ONH kapal laut lebih mahal dari pada pesawat terbang.
138

 

Biaya ONH kapal laut lebih mahal dari pada pesawat terbang dipicu 

banyaknya kapal haji PT. Arafat yang sering rusak. Pada musim haji 

1974/1975 misalnya, kapal haji Bella Abeto mengalami kerusakan mesin 

sebelum berangkat ke Jeddah, kapal haji Tampomas juga rusak karena 

menabrak karang di Jeddah, dan kapal haji Pasifik Abeto bertabrakan dengan 

kapal Sam Ratulangi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
139

 Rusaknya 

kapal-kapal haji milik PT. Arafat ini menambah besar biaya perawatan dan 

perbaikan, sehingga berdampak semakin mahalnya biaya ONH kapal laut. 

Terus naiknya biaya ONH kapal laut sejak tahun 1975, ditambah 

dengan terjadinya kerusakan kapal laut yang rutin setiap tahun membuat 

pemerintah mempertimbangkan untuk hanya menyelenggarakan perjalanan 
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haji dengan pesawat terbang saja. Memang hampir setiap tahun kapal-kapal 

haji dari PT. Arafat mengalami kerusakan sehingga menganggu jadwal 

pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji. Pada musim haji 1977, PT. 

Arafat mengalami kesulitan finansial bahkan telah kehilangan kepercayaan 

bank dan hutang kepada pihak-pihak di dalam maupun luar negeri mencapai 

Rp. 12 Milyar. Oleh karena itu, pemerintah hanya mengizinkan PT. Arafat 

mengoperasikan dua kapal haji saja, yaitu kapal Cut Nyak Dhien dan kapal 

Gunung Djati.
140

 

Untuk dapat menyelenggarakan pengangkutan jamaah haji dengan 

kapal laut, pemerintah terpaksa memberi pinjaman tanpa bunga kepada PT. 

Arafat sebesar Rp. 1 Milyar. Pemerintah juga membantu PT. Arafat membayar 

cicilan hutang luar negeri sebesar Rp. 250.931.240 kepada perusahaan 

pembuatan kapal luar negeri yang menyita kapal Gunung Djati di Kolombo. 

Tahun 1978, PT. Arafat belum juga mampu memperbaiki keadaan 

finansialnya, kapal-kapal haji terancam disita oleh para krediturnya dari laur 

negeri.
141

 Oleh karena itu, mulai 1978 penyelenggaraan perjalanan haji hanya 

menggunakan pesawat terbang. Banyaknya masalah perjalanan haji dengan 

kapal laut yang tidak dapat diselesaikan, termasuk masalah internal PT. Arafat 

serta masalah finansial menjadi alasan pemerintah meniadakan perjalanan haji 

dengan kapal laut. Melalui keputusan Menteri Perhubungan No. SK-

77/OT.001/Phb/1978, pemerintah menetapkan empat perusahaan penerbangan 

sebagai angkutan haji, yaitu PT. Garuda Indonesia, Merpati Nusantara 
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Airlines, PT. Mandala dan Bouraq. Keempat perusahaan tersebut belum 

memiliki pesawat yang cukup untuk mengangkut seluruh jamaah haji, 

sehingga sebagian pesawat yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji 

pada waktu itu adalah pesawat carteran dari luar negeri.
142

 

Pada tanggal 15 November 1978, pesawat Loftleider jenis DC 8 

Longbody yang disewa oleh PT. Garuda Indonesia dari Islandia jatuh di 

Bandara Internasional Katunayake Kolombo. Jumlah yang meninggal pada 

perististiwa itu sebanyak 175 orang sedangkan yang selamat 74 orang dan 

hampir seluruh jamaah haji tersebut berasal dari Kalimatan Selatan. Pesawat 

Loftleider merupakan penerbangan pertama dari Jeddah menuju Surabaya.
143

 

Tragedi pesawat haji jatuh terulang kembali ini merupakan cambukan yang 

keras terhadap pemerintah. Pasalnya, tragedi ini terjadi pada saat yang 

bersamaan di mana pemerintah mengambil kebijakan hanya menggunakan 

pesawat terbang sebagai media transportasi haji. 

Akibat peristiwa jatuhnya pesawat haji yang kedua kalinya ini, banyak 

pemimpin Muslim dan anggota legislatif yang mengusulkan kepada 

pemerintah untuk kembali menggunakan kapal laut untuk angkutan jamaah 

haji. Namun, meskipun terjadi banyak protes di kalangan masyarakat, 

pemimpin Muslim dan anggota legislatif, pemerintah melalui keputusan 

Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, memutuskan untuk tetap 

meniadakan pengangkutan jamaah haji dengan kapal laut. Pemerintah hanya 

penyelenggaraan angkutan haji menggunakan pesawat terbang. Keputusan 
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pemerintah untuk menghapus penggunaan kapal laut dalam pengangkutan 

jamaah haji dilandasi oleh pertimbangan antara lain: Pertama, memandang 

bahwa PT. Arafat sebagai satu-satunya perusahaan pengangkutan jamaah haji 

laut sudah tidak memiliki kemampuan lagi untuk menyelenggarakan angkutan 

jamaah haji. Kedua, tidak ada perusahaan angkutan kapal laut yang sanggup 

menyelenggarakan angkutan haji. Ketiga, biaya ONH pesawat terbang lebih 

murah dari pada kapal laut.
144

 

Dengan ditiadakannya angkutan haji kapal laut tidak mengurangi 

minat umat Islam Indonesia untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Setiap 

tahun jumlah pendaftar calon haji semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

kebijakan pemerintah meniadahkan angkutan kapal haji dapat diterima oleh 

masyarakat. Akan tetapi, persoalan angkutan haji ini tetap menjadi persoalan 

yang selalu timbul di setiap penyelenggaraan haji, baik dengan kapal laut 

maupun pesawat udara. Terbukti pada 1978, yang merupakan awal diadakan 

angkutan haji dengan pesawat terbang secara resmi, terjadi keterlambatan 

kedatangan pesawat yang dicarter dari luar negeri sehingga mengacaukan 

jadwal penerbangan. Presiden Soeharto bahkan sampai memerintahkan PT. 

Garuda menarik beberapa pesawatnya dari penerbangan reguler untuk 

pengangkutan jamaah haji sebelum lapangan terbang di Jeddah ditutup.
145

 

Selain itu, terjadi ketidaklancaran penyiapan dokumen perjalanan haji dari 

Dirjen Urusan Haji. Pada waktu pemulangan jamaah haji juga terjadi 
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keterlambatan. Pesawat haji yang dicarter PT. Mandala, jenis Notombe tidak 

dapat beroperasi. Pesawat Garuda reguler juga kelebihan kapasitas 

penumpang. Demikian pula dengan pesawat terbang yang dicarter oleh 

Bouroq juga mengalami keterlambatan kedatangan pada waktu 

pemulangan.
146

 

Mulai 1980-an, penetapan perusahaan penerbangan sebagai angkutan 

haji dilakukan oleh Menteri Perhubungan. Menteri Perhubungan 

mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan haji sedangkan 

Departemen Perhubungan menyediahkan angkutan haji atas permintaan 

Departemen Agama.
147

 Angkutan jamaah haji ke atau dari Arab Saudi 

dilakukan oleh perusahaan angkutan nasional yang penunjukannya dilakukan 

oleh Menteri Agama setelah mendapat pertimbangan dari Menteri 

Perhubungan.
148

 Mulai 1980-an hingga 1990-an, PT. Garuda Indonesia 

ditetapkan sebagai perusahaan penerbangan nasional yang melaksanakan 

penyelenggaraan angkutan haji. Sejak saat itu, PT. Garuda Indonesia 

memonopoli angkutan haji. 

Penetapan PT. Garuda Indonesia sebagai angkutan haji dipertegas 

dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden RI No. 81 tahun 1995. Dalam 

keputusan tersebut dijelaskan bahwa angkutan haji ke atau dari Arab Saudi 

dilakukan oleh perusahaan angkutan udara nasional, yaitu PT. Garuda 

Indonesia.
149

 PT. Garuda Indonesia sebagai penyedia jasa angkutan haji diberi 
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wewenang oleh pemerintah untuk bekerja sama dengan perusahaan 

penerbangan udara nasional lainnya. Dengan demikian, PT. Garuda 

merupakan perusahan penerbangan tunggal yang mengangkut jamaah haji. 

Transportasi merupakan komponen utama dalam penetapan biaya 

ONH. Penetapan PT. Garuda Indonesia sebagai satu-satunya angkutan haji 

nasional menyebabkan tidak adanya nilai tawar dalam penetapan tarif 

angkutan haji. Sejak 1979 hingga tumbangnya Orde Baru, angkutan haji 

dimonopoli oleh PT. Garuda Indonesia. Baru pada tahun 1998, pemerintah 

menghapus monopoli angkutan jamaah haji dengan mengeluarkan Keputusan 

Presiden RI No. 119 tahun 1998. 

Dibukanya kesempatan bagi perusahaan angkutan selain PT. Garuda 

Indonesia, untuk berpartisipasi dalam angkutan jamaaah haji merupakan 

dampak dari mahalnya biaya ONH pada waktu itu. Monopoli yang selama ini 

dilakukan PT. Garuda Indonesia membuat biaya ONH melambung tinggi, 

sebab tidak adanya kompetisi harga. Dengan dibukanya kesempatan kepada 

perusahaan penerbangan lain diharapkan dapat menekan biaya tarif angkutan 

haji dan menurunkan biaya ONH. Mulai musim haji 1999, pelaksanaan 

angkutan haji mengikutsertakan perusahaan asing, yaitu perusahaan 

penerbangan Arab Saudi Airlines. Sebenarnya ada ketentuan dari Pemerintah 

Arab Saudi bahwa pemulangan jamaah haji dilakukan oleh perusahaan 

penerbangan Arab Saudi. Apabila tidak menggunakan perusahaan 
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penerbangan Arab Saudi sebagai angkuatan pemulangan jamaah haji, maka 

setiap jamaah dikenakan royalty. 
150

 

Penyelenggaraan angkutan haji merupakan kegiatan yang khusus. Hal 

ini dikarenakan oleh beberapa macam sebab; Pertama, keterikatan dengan 

ketentuan keharusan menggunakan perusahaan penerbangan Arab Saudi. 

Kedua, angkutan haji bebeda dengan angkutan reguler sebab dalam penetapan 

biaya angkutan harus memperhitungkan adanya empat kali penerbangan, yaitu 

Indonesia-Jeddah pergi-pulang. Ketiga, angkutan jamaah haji juga meliputi 

pelayanan asrama haji dan Madinatul Hujjaj. Kewajiban bagi perusahaan 

penerbangan adalah menyediahkan transportasi darat dari asrama haji ke 

bandara, transportasi udara dai Indonesia ke Jeddah pergi-pulang, dan di Arab 

Saudi menyediahkan transpotasi darat dari asrama haji Madinatul Hujjaj ke 

bandara Jeddah.
151

 

Dalam perkembangan selanjutnya, embarkasi haji ditetapkan menjadi 

sebelas tempat. Awalnya bandara embarkasi haji hanya ada di Jakarta, 

kemudian di tambah dengan Surabaya, Medan, Makasar, Balikpapan, 

Palembang, Banjarmasin, Solo, Banda Aceh, Padang, dan Batam. 

Penerbangan di setiap embarkasi tersebut dilayani oleh dua penerbangan yaitu, 

perusahaan penerbangan nasional PT. Garuda dan perusahaan penerbangan 

Arab Saudi.
152
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E. Kesehatan Haji 

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan dan 

kesejahteraan jamaah haji setiap tahun, pemerintah Orde Baru melalui 

Departemen Kesehatan mengirim sejumlah dokter dan perawat yang 

tergabung dalam RKHI dengan tujuan untuk menekan angka kematian jamaah 

haji serendah-rendahnya.
153

 Departemen Kesehatan juga mewajibkan setiap 

calon jamaah haji menunjukkan buku kesehatan (buku hijau) untuk mencatat 

hasil pemeriksaan. 

Pemerintah juga berupaya memperbaiki kesehatan haji dengan 

melakukan karantina haji. Setiap calon jamaah haji harus memenuhi syarat 

yang ditentukan dalam peraturan karantina, seperti harus memiliki sertifikat 

kesehatan internasional (buku kuning). Karantina haji kembali dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan WHO, dimana Indonesia termasuk daerah yang 

terjangkit kolera. Walaupun sebenarnya sejak masa pemerintahan Belanda di 

Indonesia sudah dikeluarkan kebijakan tentang ordonansi karantina.  

Menurut jawatan karantina Arab Saudi berdasarkan pemeriksaan 

kesehatan jamaah haji Indonesia ditemukan berpenyakit kolera Eltor. Untuk 

itu pemerintah Arab Saudi mengambil tindakan dengan mewajibkan karantina 

bagi jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Dengan adanya ketentuan 

tersebut, dimulai dari jamaah haji 1970/1971 dilakukan pengkarantinaan 

selama 5 x 14 jam. Karantina ini dikhususkan bagi jamaah haji yang 

menggunakan pesawat terbang, sedangkan bagi jamaah haji yang 
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menggunakan kapal laut tidak di karantina, sebab selama dalam pelayaran dari 

Indonesia ke Jeddah menghabiskan waktu yang panjang (sudah di karantina 

dalam perjalanan), sehingga para jamaah yang sampai di Jeddah dianggap 

sudah bebas dari penyakit menular dan bibit penyakit kolera.
154

 Tugas 

pengasramaan (karantina) diserahkan kepada yayasan PHI, yang berada di 

bawah pengawasan Dirjen Urusan Haji. 

Pada 1975, pemerintah mulai meningkatkan pelayanan di bidang 

kesehatan. Setiap tahun jumlah jamaah haji terus meningkat, oleh sebab itu 

Menteri Kesehatan mengeluarkan keputusan No. 137/V/B/75 pada tanggal 5 

Mei 1975, yang berisi tentang pembentukan Tim Kesehatan Haji Indonesia 

(RKHI diganti TKHI), yang bertugas mempersiapkan petunjuk-petunjuk 

kepada calon haji di bidang kesehatan, mengatur dan menyiapkan karantina, 

mengatur dan memberikan pelayanan kesehatan kepada calon jamaah haji, 

baik selama dalam karantina maupun dalam perjalanan pergi-pulang.
155

 

Meskipun pemerintah telah berupaya mengadakan perbaikan di bidang 

kesehatan, akan tetapi masih ada masalah pada setiap musim haji di bidang 

kesehatan. Misalnya, dalam pemeriksaan kesehatan terdapat kurang telitian 

atau kurang bertanggung jawabnya petugas kesehatan haji sehingga masih 

banyak calon jamaah haji lolos dari pemeriksaan yang akhirnya menimbulkan 

kesulitan sendiri bagi petugas kesehatan haji dan jamaah haji sendiri, seperti 

masih ditemukan wanita hamil tua yang ikut berhaji, jamaah haji yang usianya 
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sudah terlalu tua dan kesehatannya kurang baik, mengidap penyakit kronis, 

TBC dan lain-lain.
156

 

Persoalan tentang kesehatan terjadi pada saat sebelum dan saat 

pelaksanaan ibadah haji. Hingga masa Reformasi, masih ditemukan kasus 

jamaah haji yang secara medis sudah tidak bisa direkomendasikan untuk 

melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Akan tetapi, mereka lolos dari 

pemeriksaan kesehatan. Misalnya, jamaah haji yang sakit menahun yang 

kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan ritual-ritual 

ibadah haji.
157

  

F. Akomodasi  Haji 

Sejak Orde Lama, tugas pemondokan jamaah haji di tanah air 

diserahkan kepada yayasan PHI berdasarkan kontrak perjanjian antara Dirjen 

Urusan Haji dengan yayasan PHI. Lamanya pengasramaan untuk masing-

masing calon jamaah haji selama tiga hari sebelum pemberangkatan dan tiga 

hari pasca pemulangan dari Arab Saudi. Jamaah haji yang tidak melakukan 

pemondokan, baik pada waktu pemberangkatan maupun pumulangan akan 

mendapat uang kembali sebagai ganti tidak mengikuti pemondokan sebesar 

Rp. 750 setiap orang (1972). Pelaksanaan pemondokan calon jamaah haji 

udara dilaksanakan oleh Dirjen Urusan Haji sebab masih berlaku ketentuan-

ketentuan karantina, baik dalam mencari atau menyediahkan tempat.
158
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Melonjaknya jamaah haji sejak 1970-an menimbulkan masalah 

tersendiri dalam pemondokan jamaah haji di tanah air. Hal ini disebabkan 

terbatasnya tempat pemondokan bagi jamaah haji. Selain itu, pemondokan dan 

fasilitas yang dimiliki oleh PHI tidak cukup untuk menampung jamaah haji 

juga menjadi potret buruk fasilitas penyelenggaraan haji pada masa itu. 

Mulai 1975, pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan memberi 

pembagian syekh kepada calon jamaah haji. Dengan demikian, baik syekh 

maupun jamaah haji tidak dapat memilih syekh atau jamaah haji seperti yang 

dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Syekh diharuskan menerima 

jamaah haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan 

berlakunya sistem ini, maka mengurangi gerak dari para badal syekh yang ada 

selama ini. Sebagai akibat dari sistem ini semua jamaah haji harus menerima 

penentuan siapa syekhnya asal tidak terpisah dengan isteri atau mahramnya.
159

 

Di akhir Orde Baru hingga Reformasi, sebelum berangkat ke Arab 

Saudi jamaah haji dipondokan terlebih dahulu di masing-masing embarkasi 

maksimal selama 24 jam. Fungsi pemondokan haji sebagai tempat pemulihan 

kesehatan dan istirahat pasca melakukan perjalanan jauh dari daerah asalnya 

masing-masing. Selain itu, pemondokan juga berfungsi sebagai tempat 

penyelesaian proses penerbangan untuk perjalanan ke luar negeri. Tugas 

pemondokan di masing-masing embarkasi dikelolah oleh sebuah badan 
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pengelola yang dibentuk oleh Menteri Agama dengan melibatkan unsur 

berbagai unit terkait.
160

 

Mulai 1991, pemondokan jamaah haji Indonesia di Arab Saudi 

menggunakan sistem sewa langsung, yaitu para pemilik rumah atau wakil 

syar’i berhubungan langsung dengan pihak penyewa. Posisi pemerintah hanya 

bersifat mengawasi atau mengontrol proses transaksi melalui lembaga khusus 

yang disebut Muassasah Asia Tenggara.
161

 Namun, pemondokan jamaah haji 

Arab Saudi juga tidak luput dari berbagai masalah, seperti fasilitas 

pemondokan tidak layak, pemondokan yang disewa sudah tua dan tidak 

terawat. Ketidaklayakan fasilitas pemondokan terlihat pada lobi pemondokan 

yang sempit, kamar mandi terbatas, tempat tidur tidak layak pakai, kasur 

jamaah haji tipis sehingga banyak jamaah haji tidur di lantai, banyak kamar 

yang diisi dengan banyak kamar tidur akibatnya jamaah haji sulit menyimpan 

koper sebab daya tampung kamar terbatas.
162

 

Pemondokan jamaah haji yang dekat dengan Masjid Haram atau 

Masjid Nabawi tidak memperoleh layanan transportasi menuju dan dari 

Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Akibatnya, sebagian jamaah haji 

menggunakan jasa taksi yang berarti harus mengeluarkan biaya tambahan. 

Ada juga pemondokan yang disewa untuk jamaah haji Indonesia tidak berada 

di tempat yang strategis sehingga di hari-hari pertama banyak jamaah haji 
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yang tersesat. Selain itu, ada pula lingkungan sekitar pemondokan 

pemondokan jamaah haji yang kumuh karena banyak sampah.
163

  

G. Konsumsi Haji  

Sejak awal Orde Baru, pelayanan konsumsi jamaah haji di atas kapal 

PT. Arafat diserahkan kepada Nitour (National & Internasional Tourist 

Beureu). Di Arab Saudi jamaah haji Indonesia disediahkan makan dan minum 

oleh perusahaan katering, dengan ketentuan tiap provinsi diusahakan minimal 

satu kloter. Pengadaannya dilaksanakan oleh perusahaan yang bergabung 

dalam Asosiasi Pengusahaan Katering (APK). Pengusaha katering ditunjuk 

oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas usul 

gubernur dengan sistem kontrak. Untuk menjamin mutu dan kelancaran 

pelayanan katering oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (Dirjen BIUH) 

dibentuk tim pengawas yang merupakan pembantu Atase Haji dan 

bertanggung jawab kepada Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji (Dirjen 

BIUH).
164

 

Di Arab Saudi pelaksanaan konsumsi untuk Jeddah dan Madinah 

diserahkan kepada PT. Sahara Indah, sedangkan untuk Mekkah, Arafah, dan 

Mina diserahkan kepada Indonesia Jaya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 

pemberian konsumsi di Jeddah tidak dapat berjalan dengan teratur dan lancar. 

Pelayanan PT. Sahara Indah kurang merata sebab ada jamaah haji yang tidak 

mendapat jatah konsumsi sehingga terjadi rebutan antar jamaah haji. Selain 

itu, tenaga penyelur konsumsi kepada jamaah juga masih kurang, konsumsi 
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yang diberikan sering terlambat, menu yang disuguhkan tidak sesuai dengan 

menu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Hal serupa juga terjadi di Mina 

dimana menu yang diberikan pihak katering tidak sesuai dengan menu yang 

telah ditetapkan dalam kontrak.
165

  

Di masa Reformasi pelayanan konsumsi bagi jamaah haji juga 

menggunakan sistem katering dan menjadi tanggung jawab pemerintah. 

Namun dalam pelaksanaannya melibatkan pihak swasta, baik selama di tanah 

air maupun di Arab Saudi. Untuk katering di Arab Saudi dilayani oleh 

perusahaan swasta/perusahaan Arab Saudi setelah melalui proses tender yang 

dilaksanakan oleh Bidang Urusan Haji Jeddah. Menurut ketentuan yang 

berlaku di Arab Saudi, penyedia layanan kareting untuk semua jamaah haji 

yang berada di tanah suci harus perusahaan Arab Saudi namun dapat 

dimungkinkan adanya kerjasama antara orang Indonesia yang berbisnis di 

Arab Saudi dengan pengusaha Arab Saudi, dengan catatan harus tetap 

mengatasnamakan perusahaan Arab Saudi.
166

  

Pelayanan konsumsi dengan sistem katering selama di Arab Saudi 

dilakukan di beberapa lokasi seperti: (1) di Bandara King Abdul Aziz Jeddah 

pada saat kedatangan satu kali; (2) dalam perjalanan ke Mekkah/Madinah 

pada saat kedatangan satu kali; (3) di terminal kedatangan terminal Hijrah 

Madinah satu kali; (4) pada masa kepulangan di terminal Hijrah Madinah satu 

kali; (5) selama di Madinatul Hujjaj empat kali; (6) masa kepulangan di 
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bandara Jeddah dan Madinah satu kali. Pelayanan konsumsi dengan sistem 

katering juga diberikan pada saat puncak pelaksanaan haji di Arafah dan 

Mina. Namun, ada juga sebagian jamaah haji secara mandiri memenuhi 

kebutuhan makan sehari-hari dengan memberi sendiri kepada pedagang-

pedagang di sekitar pemondokan haji.
167

 

Meskipun pelayanan konsumsi bagi jamaah haji menggunakan sistem 

katering masih saja ditemukan beberapa masalah seperti soal antrean 

pembagian konsumsi yang panjang akibat kekurangan tenaga pelayan, cita 

rasa makanan yang tidak sesuai dengan selera jamaah haji Indonesia atau tidak 

sesuai kontrak, keterlambatan pengiriman, hingga kasus makanan yang belum 

matang dan basi.
168

 Hal ini sangat disayangkan sebab pelayanan katering 

selalu dilakukan dengan sistem kontrak yang seharusnya pemerintah dapat 

memilih jasa penyedia layanan katering bagi jamaah haji yang profesional dan 

bermutu.  

H. Monopoli Haji 

Berbicara tentang monopoli haji, Indonesia sudah sejak lama 

menyelenggarakan monopoli haji. Sejak masa kolonial, pemerintah Belanda 

sebenarnya sudah menerapkan monopoli  penyelenggaraan perjalanan haji. Ini 

bisa dilihat dengan dikeluarkannya ordonansi haji yang mengatur segala 

kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjalanan haji. Di mulai 

dari ordonansi pas jalan haji, kesehatan haji, karantina haji, embarkasi dan 

debarkasi haji, sampai dengan kapal haji. Namun, pasca Indonesia merdeka, 
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antara 1950-1859 terjadi monopoli semu penyelenggaraan haji. Dikatakan 

semu, sebab pada waktu itu secara administrasi penyelenggaraan perjalanan 

haji dipegang oleh Kementerian Agama atau Departemen Agama sedangkan 

secara operasional dipegang oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 

(PPPHI/PHI). PHI merupakan lembaga swasta satu-satunya yang diakui 

pemerintah pada masa Orde Lama. 

Pemerintah Indonesia menjadi pemegang otoritas dan pelaksana 

tunggal dalam penyelenggaraan urusan haji sejak dikeluarkannya Peraturan 

Presiden (PP) RI No. 3 tahun 1960 tentang penyelenggaraan urusan haji. 

Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa segala sesuatu yang bertalian dengan 

ibadah haji diurus oleh pemerintah.
169

 Penyelenggaraan haji oleh pemerintah 

dimaksudkan untuk memberikan kepastian atau jaminan keberangkatan calon 

haji dan oleh karenanya penyelenggaraan haji menjadi tanggung jawab 

pemerintah.
170

 Dengan demikian, segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah 

haji, baik teknis maupun administratif sejak dikeluarkannya Peraturan 

Presiden RI No. 3 tahun 1960 dilaksanakan oleh pemerintah (Departemen 

Agama). 

Selain Peraturan Presiden RI No. 3 tahun 1960, dikeluarkannya 

Keputusan Presiden RI No. 112 tahun 1964 juga menegaskan bahwa 

penyelenggaraan haji dilaksanakan secara interdepartemental. Dengan 

dikeluarnya keputusan ini semakin mengukuhkan bahwa penyelenggaraan haji 
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secara nasional sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah Indonesia.
171

 

Sejak 1966 kewenangan penyelenggaraan perjalanan haji secara sistematis 

diambil alih oleh pemerintah Orde Baru. Sebenarnya pemerintah Orde Baru 

melanjutkan kebijakan haji yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Orde 

Lama. Dengan dikeluarkannya Intruksi Presidium No. 27/U/IN/6/67, 

pemerintah melarang badan atau yayasan untuk menyelenggarakan urusan haji 

tanpa legalitas dari pemerintah.
172

 Namun, instruksi ini diarahkan kepada 

kebijakan monopoli haji. Instruksi ini juga mempunyai cela di mana badan 

atau yayasan dapat menyelenggarakan urusan haji apabila mendapat izin atau 

legalitas dari pemerintah. 

Pada tahun 1968, dikeluarkan surat pernyataan pernyataan Menteri 

Agama KH. Moh. Dahlan pada tanggal 19 Agustus 1968 yang antara lain 

menegaskan dua hal. Pertama, masalah haji merupakan tugas nasional untuk 

menjaga martabat dan nama baik bangsa Indonesia di kanca internasional. 

Kedua, keikutsertaan pihak swasta dibatasi pada bidang pengangkutan haji, 

baik melalui laut maupun udara dengan otoritas keputusan hanya dipegang 

pemerintah.
173

 Perlu digaris bawahi di sini bahwa pihak swasta hanya dibatasi 

untuk menyediahkan angkutan haji saja. Pemerintah masih memegang kendali 

atas semua kegiatan penyelenggaraan. Pihak swasta pun dalam 

menyelenggarakan angkutan jamaah haji harus mendapat legalitas dari 

pemerintah. 
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Keterlibatan pihak swasta dalam menyediahkan angkutan jamaah haji 

tidaklah berumur panjang. Pada 1969, pemerintah mengeluarkan Keputusan 

Presiden RI No. 22 tahun 1969, yang menetapkan bahwa seluruh 

penyelenggaraan urusan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah.
174

 

Keputusan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden 

RI No. 6 tahun 1969 yang menjelaskan tentang segala sesuatu berhubungan 

dengan urusan penyelenggaraan haji hanya dilaksanakan oleh pemerintah, 

perusahaan swasta atau perorangan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan-

kegiatan urusan haji.
175

 Dicabutnya peran swasta dalam penyelenggaraan 

perjalanaan haji disebabkan beberapa yayasan penyedia jasa angkutan haji 

melakukan penyimpangan dari ketentuan pemerintah, sehingga merugikan 

banyak jamaah haji. Dengan kata lain, sebab ada beberapa yayasan swasta 

yang melakukan pemyimpan dari ketentuan, pemerintah bukannya memberi 

sanksi yang tegas terhadap yayasan yang bersangkutan, melainkan melarang 

semua pihak swasta untuk ikut menyelenggarakan perjalanan haji. 

Dikeluarkannya kebijakan sentralisasi penyelenggaraan haji oleh 

pemerintah menimbulkan reaksi dari masyarakat. Menurut Sjafruddin 

Prawiranegara, kebijakan pemerintah tentang haji (Keppres RI No. 22 tahun 

1969 dan Inpres RI No. 6 tahun 1969) bertentangan dengan UUD 1945, yaitu 

Pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan beribadah. Selain itu, 

kebijakan pemerintah tentang haji juga melanggar TAP MPR No. XXVII dan 

XXIII tahun 1966, tentang urusan haji harus diatur dengan undang-undang, 
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dan monopoli yang merugikan rakyat harus dilarang dan etatisme harus 

dijauhi.
176

 Walaupun mendapat kecaman dari berbagai pihak, namun 

pemerintah tetap pada keputusannya untuk menerapkan sistem monopoli haji. 

Bagi pemerintah, monopoli haji dapat diarahkan untuk menertibkan 

pelaksanaan haji, melindungi umat Islam dalam praktek oknum-oknum swasta 

yang banyak menimbulkan kekecewaan dan kerugian para calon jamaah 

haji.
177

 

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah mengeluarkan Keputusan 

Presiden RI No. 53 tahun 1981. Keputusan ini pada subtansinya sama dengan 

Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 1969 dan Instruksi Presiden RI No. 6 

tahun 1969. Keputusan tersebut menegaskan bahwa pemerintah merupakan 

pemegang tunggal wewenang penyelenggaraan haji secara nasional.
178

 Mulai 

1987 hingga reformasi, pemerintah menganut sistem monopoli terbatas. 

Dikatakan terbatas sebab pemerintah membuka keterlibatan lembaga swasta 

dalam penyelenggaraan haji, yang terbatas pada penyelenggaraan haji plus 

saja. Dalam menyelenggarakan kegiatan haji plus ini, lembaga swasta sebagai 

sub-sistem/bagian dari penyelenggara haji pemerintah. Di sebut sub-sistem 

sebab otoritas tentang ketentuan perusahaan penyelenggara, kuota, dan biaya 

ONH plus masih dipegang oleh pemerintah.
179
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari pengkajian berbagai dokumen dan literatur yang telah penulis peroleh 

tentang kebijakan Penyelenggaraan haji Indonesia, dan dari pemaparan pada 

bab-bab terdahulu dapat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

   Selama masa Orde Lama penyelenggaraan haji dibagi menjadi empat fase. 

Fase Pertama (1950-1959), penyelenggaraan haji secara administrasi 

dilaksanakan oleh Kementerian Agama atau Departemen Agama 

sedangkan secara operasional dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan 

Perjalanan Haji Indonesia (PPPHI/PHI). Fase Kedua (1960-1962), secara 

keseluruhan baik administasi ataupun operasional penyelenggaraan haji 

dilaksanakan oleh Departemen Agama. Fase Ketiga (1963-1964), 

penyelenggaraan urusan haji secara administrasi dilaksanakan oleh Panitia 

Perbaikan Perjalanan Haji (P3H) sedangkan teknik operasional urusan haji 

dilaksanakan oleh Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia 

(PPPHI/PHI). Fase Keempat (1964-1965), penyelenggaraan ibadah haji 

dilaksanakan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA), baik secara administrasi 

maupun teknik operasional. Ada beberapa ciri-ciri penyelenggaraan haji 

yang melekat pada masa Orde Lama: Pertama, pemerintah memberikan 

peran yang cukup besar kepada pihak swasta dalam penyelenggaraan 

perjalanan haji. Kedua, pemerintah pengeluarkan kebijakan tentang kuota 

haji, undian haji, ujian haji dan haji Berdikari (    ). Ketiga, sering terjadi 
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pergantian organisasi penyelenggaraan perjalanan haji. Hal ini diakibatkan 

pergantian kabinet yang berdampak pada tata kerja Menteri Agama dan 

Departemen Agama. Keempat, kebijakan terkait transportasi haji, 

kesehatan, akomodasi dan konsumsi masih menggunakan kebijakan 

ordonansi haji yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Adapun 

faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan haji pada masa Orde 

Lama ini diantaranya adalah: Pertama, faktor politik cukup dominan 

dalam mempengaruhi kebijakan haji pada masa Orde Lama, seperti sering 

terjadinya pergantian organisasi penyelenggaraan perjalanan haji 

dipengaruhi oleh kondisi politik yang terjadi pada masa itu. Selain itu, 

PPHI/PHI (lembaga swasta) dibekukan pemerintah juga akibat 

pertimbangan politik sebab banyak tokoh-tokoh PHI yang menjadi 

anggota Masyumi. Kedua, kondisi sosial juga turut mempengaruhi 

penyelenggaraan haji pada masa itu, seperti di tahun pertama        

pemerintah RIS menyelenggarakan perjalanan haji, jumlah masyarakat 

yang mendaftar cukup banyak sehingga pemerintah membatasi jumlah 

calon jamaah haji. Ketiga, situasi ekonomi juga mempengaruhi kebijakan 

penyelenggaraan haji, misalnya pemerintah menetapkan kuota haji salah 

satunya karena pemerintah Indonesia pada waktu itu kekurangan valuta 

asing (devisa) untuk memberangkatkan rombongan jamaah haji yang 

jumlahnya cukup banyak. Sedangkan kekurangan dari penyelenggaraan 

haji pada masa Orde Lama yaitu: Pertama, ada kesan dualisme 

penyelenggaraan haji antara pemerintah dan pihak swasta (PPHI/PHI). 
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Kedua, adanya kuota haji yang terbatas menimbulkan perasaan yang tidak 

senang di hati masyarakat apalagi dengan adanya kuota khusus seperti 

untuk TNI, Veteran, Polri dan lain-lain. Undian haji juga menimbulkan 

rasa iri di kalangan masyarakat, sebab undian haji berlandaskan pada adu 

nasib dan keberuntungan apalagi bila peleksanaan undian haji dirasa tidak 

adil atau kurang adil. Selain itu, dengan adanya kuota haji dan undian haji 

terbuka peluang berbagai penipuan dan pemerasan dari oknum-oknum 

tertentu (pejabat haji) untuk mendapat tambahan uang dari para calon 

jamaah haji yang ingin segera pergi haji tanpa harus menunggu kuota haji 

atau ikut dalam undian haji. Ketiga, kebijakan tentang penyelenggaraan 

perjalanan haji tidak terlalu disentu dan masih mengandalkan kebijakan 

ordonansi haji warisan Belanda sebagai acuan penyelenggaraan perjalanan 

haji. Keempat, fasilitas transportasi haji, kesehatan, akomodasi dan 

konsumsi bisa dikatakan belum layak atau tidak ada perubahan yang 

signifikan sebab masih mengikuti peraturan ordonansi haji.  

   Selama Orde Baru penyelenggaraan haji dibagi menjadi dua fase. Fase 

Pertama      -       Penyelenggaraan urusan haji baik secara 

administrasi maupun teknik operasional dilaksanakan oleh Departemen 

Urusan Haji (DUHA menjadi Departemen Urusan Haji), kemudian 

Departemen Urusan Haji digabung ke Departeman Agama sehingga 

berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah lingkungan dan 

koordinasi Departeman Agama. Fase Kedua      -       

Penyelenggaraan urusan haji baik secara administrasi maupun teknik 
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operasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Urusan Haji. Pada tahun 1979, Direktorat Jenderal Urusan Haji 

digabung dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 

sehingga menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji. Oleh sebab itu, segala kegiatan yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan urusan haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama, 

sedangkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan haji 

dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. Ada beberapa ciri-

ciri yang melekat pada penyelenggaraan perjalanan haji di masa Orde 

Baru: Pertama, pemerintah memegang kendali atas penyelenggaraan 

perjalanan haji (monopoli haji). Kedua, sering terjadi perubahan susunan 

organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Ketiga, diperkenalkan 

kembali haji Berdikari dan haji ONH Plus atau haji khusus. Keempat, 

adanya pembaharuan tata kerja dan organisasi TPHI/TKHI sebagai ganti 

dari MPHI/RKHI. Kelima, diadakan pengelompokan jamaah haji dan misi 

haji yang diketuai oleh Menteri Agama RI atau Menteri Agama menunjuk 

seorang Amirul Haj setiap musim haji. Keenam, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan tersendiri tentang penyelenggaraan perjalanan umrah. Ketujuh, 

biaya ONH ditetapkan oleh Presiden. Berikut faktor-faktor yang 

mempengaruhi lahirnya kebijakan haji pada masa Orde Baru ini 

diantaranya adalah: Pertama, faktor politik merupakan faktor dominan 

dalam mempengaruhi lahirnya kebijakan haji pada masa Orde Baru. 

Hampir setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru 
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dipengaruhi oleh faktor politik yang terjadi pada masa itu, seperti 

perubahan sistem pemerintahan pasca berakhirnya Orde Lama berdampak 

pada penyelenggaraan perjalanan haji, yaitu Departemen Urusan Haji 

berubah menjadi Direktorat Jenderal Urusan Haji di bawah lingkungan dan 

koordinasi Departeman Agama. Selain itu, sering terjadinya perubahan 

susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama juga dipengaruhi 

oleh keadaan politik. Kedua, faktor sosial juga turut mempengaruhi 

kebijakan haji, seperti jumlah kuota yang ditetapkan pemerintah terbatas 

sedangkan jumlah pendaftar haji setiap tahun semakin bertambah banyak 

sehingga pemerintah memperkenalkan kembali haji Berdikari (berdiri di 

atas kaki sendiri). Selain itu, lahirnya Keputusan Presiden RI No. 22 tahun 

1969 dan Instruksi Presiden RI No. 6 tahun 1969 juga akibat kondisi sosial 

pada waktu itu, dimana muncul kasus-kasus penyelewengan 

penyelenggaraan perjalanan haji sebagai akibat ikut sertanya 

lembaga/badan swasta yang beberapa di antaranya tidak profesional dan 

tidak bertanggung jawab, serta banyaknya protes dari para calon jamaah 

kepada pemerintah akibat masalah tersebut. Ketiga, faktor ekonomi juga 

merupakan faktor pendorong umat Islam Indonesia untuk pergi haji dan 

juga berdampak pada penyelenggaraan perjalanan haji, seperti adanya 

penurunan biaya ONH pada tahun 1970 yang dipicu oleh semakin baiknya 

kondisi ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu juga berdampak 

pada jumlah pendaftar haji pada musim haji tahun tersebut. Lahirnya 

kebijakan penyelenggaraan ONH Plus atau haji khusus juga 
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dilatarbelakangi oleh banyak di antara calon jamaah haji yang secara 

ekonomi menengah keatas dan berkeinginan memperoleh pelayanan yang 

bersifat plus. Sedangkan kelemahan dari pemerintah Orde Baru dalam 

menyelenggarakan perjalanan haji adalah: Pertama, dengan adanya 

monopoli haji oleh pemerintah maka calon jamaah haji mau tidak mau 

harus menggunakan fasilitas yang disediahkan oleh pemerintah dalam 

menjalankan ibadah haji. Kedua, calon jamaah haji sering kesulitan dalam 

kepengurusan dokumen persyaratan haji akibat sering terjadi perubahan 

susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama. Ketiga, 

pemeriksaan kesehatan masih terdapat kurang telitian sehingga masih 

banyak calon jamaah haji yang seharusnya tidak cukup mampu untuk 

pergi berhaji lolos dari pemeriksaan, seperti masih ditemukan wanita 

hamil tua yang ikut berhaji, jamaah haji yang usianya sudah terlalu tua dan 

kesehatannya kurang baik, mengidap penyakit kronis, TBC dan lain-lain. 

Keempat, kapal haji sering terjadi kerusakan dan keterlambatan, begitu 

pula dengan pesawat terbang yang mengangkut jamaah haji juga sering 

terjadi keterlambatan baik saat pemberangkatan maupun pemulangan 

jamaah haji. Kelima, pemberian konsumsi tidak berjalan dengan teratur 

dan lancar. Selain itu, fasilitas pemondokan juga banyak yang tidak layak. 

Namun, secara umum fasilitas transportasi, kesehatan, konsumsi dan 

pemondokan bagi jamaah haji pada masa Orde Baru ini lebih baik 

dibandingkan pada masa Orde Lama.  
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   Di Masa Reformasi (Periode B.J. Habibie), ada dua penyelenggaraan haji 

di Indonesia. Pertama, pemerintah sebagai penyelenggara haji reguler. 

Kedua, badan/lembaga swasta (biro travel haji dan umrah) sebagai 

penyelenggara haji plus (haji khusus) namun tetap berada di bawah 

bimbingan dan pengawasan pemerintah. Ada beberapa ciri-ciri yang 

melekat pada penyelenggaraan perjalanan haji di masa Reformasi: 

Pertama, pemerintah memberi kesempatan terbatas kepada pihak swasta 

dalam membantu penyelenggaraan perjalanan haji. Kedua, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan undang-undang haji 

pertama yang keluarkan oleh pemerintah Indonesia sejak Indonesia 

merdeka di tahun 1945. Ketiga, penyelenggaraan perjalanan haji secara 

teknis operasional  lebih transparan dan tertata. Keempat, pemerintah 

mengadopsi dan mengembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu 

(SISKOHAT) yang lebih modern dengan sistem on line dan real time. 

Kelima, transportasi haji hanya menggunakan moda transportasi udara 

saja (pesawat terbang). Keenam, adanya bimbingan manasik haji yang 

dilakukan oleh lembaga/badan swasta.  Ketujuh, fasilitas akomodasi dan 

konsumsi bagi jamaah haji, baik di tanah air maupun di Arab Saudi 

menggunakan sistem sewa dan tender. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi lahirnya kebijakan haji pada masa Reformasi diantaranya 

adalah: Pertama, kondisi politik pada masa Reformasi mengharuskan 

adanya perubahan dan kepastian dalam berbagai hal termasuk dalam 
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penyelenggaraan haji di Indonesia, sehingga pemerintah era Reformasi 

mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1999 tentang 

penyelenggaraan ibadah haji. Kebijakan tersebut secara subtansi 

merupakan kemajuan di bidang penyelenggaraan perjalanan haji di 

Indonesia. Kedua, kondisi sosial masyarakat pada masa itu juga turut 

mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti 

kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji dan umrah yang dikeluarkan 

oleh pemerintah Orde Baru dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi 

masyarakat dan perkembangan zaman sehingga pemerintah Reformasi 

mengeluarkan undang-undang haji sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan perjalanan ibadah haji maupun umrah. Ketiga, kondisi 

ekonomi pada masa Reformasi membuat pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Presiden RI No. 119 tahun 1998, yang menghapus monopoli 

angkutan jamaah haji yang selama ini dipegang oleh PT. Garuda 

Indonesia. Lahirnya Keputusan Presiden RI ini dilatarbelakang oleh 

tingginya biaya ONH tahun 1999, dimana ekonomi negara masih belum 

stabil akibat terjadinya krisis moneter dan kekacaun politik. Sedangkan 

kelemahan dari pemerintah Reformasi (era B.J. Habibie) dalam 

menyelenggarakan perjalanan haji adalah:Pertama, angkutan haji ke Arab 

Saudi tetap dipegang oleh PT. Garuda Indonesia. Kedua, masih 

ditemukan fasilitas akomodasi bagi jamaah haji yang tidak layak 

meskipun sudah menggunakan sistem sewa dan tender. Ketiga, meskipun 

pelayanan konsumsi bagi jamaah haji menggunakan sistem katering 
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namun masih saja ditemukan beberapa masalah seperti soal antrean 

pembagian konsumsi yang panjang akibat kekurangan tenaga pelayan, cita 

rasa makanan yang tidak sesuai dengan selera jamaah haji Indonesia atau 

tidak sesuai kontrak, kandungan gizi, keterlambatan pengiriman, hingga 

kasus makanan yang belum matang dan basi. Keempat, masih ditemukan 

kasus jamaah haji yang secara medis sudah tidak bisa direkomendasikan 

untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci numun mereka lolos dari 

pemeriksaan kesehatan. Secara keselurahan penyelenggaraan haji pada 

masa Reformasi lebih tertata dengan baik dan transparan dibandingkan 

dengan masa Orde Baru.  

B. Saran 

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima, yang wajib hukumnya 

bagi yang mampu secara materi maupun fisik. Dalam penulisan tesis terkait 

kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia ini, terbatas pada 

pembahasan penyelenggaraan perjalanan haji di masa Orde Lama hingga masa 

awal reformasi (periode B.J. Habibie), kebijakan-kebijakan haji dan sedikit 

membahas tentang badan/lembaga swasta yang terlibat dalam 

penyelenggaraan perjalanan haji. Untuk itu pada bagian akhir ini, sebagai 

saran akan bermanfaat bagi perkembangan selanjutnya, yaitu: 

   Diharapkan kepada perpustakaan pascasarjana UIN Sunan Ampel 

Surabaya agar lebih memperbanyak literatur sejarah, khususnya sejarah 

umat Islam Indonesia. 
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   Diharapkan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan 

Ampel Surabaya untuk memperbanyak dan melengkapi berbagai literatur 

sejarah, terutama sejarah yang berkaitan dengan sejarah haji di Indonesia 

dan kebijakan politik haji di Indonesia. 

   Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam lagi 

penelitiannya tentang kebijakan penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia 

sejak masa kemerdekaan hingga awal masa reformasi untuk 

menyempurnakan lagi hasil penelitian ini. 

Dengan mengucap syukur alhamdulillahi rabilalamin penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari sepenuhnya, tulisan ini belum bisa 

dikatakan sempurna. Walaupun secara maksimal telah diupayakan 

kesempurnaannya, namun masih banyak kekurangan, kelemahan, dan banyak 

celah yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu, penulis tidak 

menutup mata dan telinga untuk mendengar dan menerima tegur sapa atau 

kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan hasil 

penelitian ini. 

Tiada seorang pun yang sukses tanpa bantuan orang lain dan tiada 

seorang pun sukses tanpa membutuhkan orang lain. Untuk itu penulis 

mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu 

dan memberikan semangat demi terselesaikannya penulisan penelitian ini. 

Mudah-mudahan amal baik semuanya memperoleh balasan dari Allah SWT. 
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Akhirnya hanya kepada Allahlah penulis mengharap dan memohon 

ridho-Nya  dan penulis berdo’a mudah-mudahan tulisan ini mempunyai 

manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.,  
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